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                                                    P U T   
U S A N

NOMOR :  51/G/2010 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

Tingka t  Per tama  dengan  acara  biasa ,  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t   da lam sengketa  anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - -

Nama :  Ruminah

 Kewarganegaraan :  Indones ia

Alamat  :  Kampung  Jat i  RT.02/08  Jat i nega ra  

Kaum,  

                                       Pulogadung,  

Jakar t a  Timur

 Peker jaan  :  Ibu  rumah tangga   

Nama :  Kars iah

 Kewarganegaraan :  Indones ia

Alamat :  J l .  Tanjung  Gedong  No.  29  RT.005  

RW.016 Jakar t a

 Peker jaan  :  Swasta

Nama :  Yat i  Ruyat i

 Kewarganegaraan :  Indones ia

Alamat :  Kp.  Jembatan  RT.001  Rw.  002  Kel .  

Penggi l i n gan

  Kec.  Cakung,  Jakar t a  Timur

 Peker jaan  :  Ibu  rumah tangga  

Nama :  Mugiyan to
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 Kewarganegaraan :  Indones ia

Alamat :  Perum Bojong  Depok  Baru  I I ,  Blok  CE,  

No.  11 

  Cib inong ,  Bogor

 Peker jaan  :  Swasta

Nama :  Tut i  Koto

Kewarganegaraan :  Indones ia

 Alamat :  Kal iba ru  Bara t  RT.11  RW.7  Kelu rahan  

Kal i ba ru

  Kecamatan  Ci l i n c i ng ,  Jakar ta  Utara

 Peker jaan  :  Ibu  rumah tangga  

Nama :  Nurhasanah

Kewarganegaraan :  Indones ia

       Alamat :  J l .  Anco l  Sela tan  RT.12  RW.06 

Kelu rahan  Sunte r

  Agung,  Kecamatan  Tanjung  Pr iok ,  

Jakar t a  Utara

  Peker j aan  :  Ibu  rumah tangga  

dalam  hal  in i  member i kan  kuasa  Chr i sb ian to r o ,  SH. ,  

Edwin  Par tog i ,  SH. ,  Febi  Yonesta ,  SH. ,  Har is  Azhar ,  

SH. ,  MA.,  Ind r i a  Fern ida ,  SH. ,  I r f an  Fahmi ,  SH. ,  Kiagus  

Ahmad BS,  SH. ,  Nurkho l i s  Hidaya t ,  SH. ,  Or i  Rahman,  SH. ,  

Poengky  Indar t i ,  SH. ,  LLM. ,  Put r i  Kanes ia ,  SH. ,  Sr i  

Suparya t i ,  SH. ,  LLM dan Yat i  Andr i yan i ,  SH. ,  kesemuanya  

warganegara  Indones ia ,  peker j aan  Advokad/Pengacara  pada  

Kanto r  Komis i  Untuk  Orang  Hi lang  dan  Korban  Tindak  

Kekerasan  (Kont raS)  bera lamat  di  Ja lan  Borobudur  No.  14  

Menteng  Jakar t a  Pusat ,  10320,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Khusus  No.  144/SK- Kont raS / IV /2010   tangga l   1  Apr i l  

2010,  untuk   se lan ju tn ya   d isebu t     sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  PARA PENGGUGAT;

M e l  a w a n

PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA,  berkedudukan  di  Bina  Graha  

Ja lan  Vete ran  No.  14  Jakar ta  Pusat ,  da lam  hal  

in i  member i kan  kuasa  khusus  kepada  Hendarman 

Supand j i ,  SH. ,  CN se laku  Jaksa  Agung  RI  tangga l  

26  Apr i l  2010  yang  kemudian  member ikan  kuasa  

subst i t u s i  kepada   Dr .  Fachmi ,  SH. ,  MH.,  Ri fky  

Al f i an ,  SH. ,  Ivan  Damanik ,  SH. ,  Ratna  Nuru l  

Af iah ,  SH. ,   Roswi ta  Nasut i on ,  SH dan  Ayu Agung,  

S.Sos . ,  SH. ,  MH.,  kesemuanya  warganegara  

Indones ia ,  Peker j aan / Jaba tan  Jaksa  Pengacara  

Negara  pada  Kanto r  Kejaksaan  Agung  RI   Ja lan  

Sul tan  Hasanudd in  No.  1  Kebayoran  Baru ,  Jakar t a  

Sela tan ,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - TERGUGAT;

LETNAN JENDERAL  TNI  SJAFRIE  SJAMSOEDDIN,  MBA,   alamat  

Ja lan  Rasmala  G.  70  Jakar ta  Timur  da lam hal  in i  

member ikan  kuasa  kepada  :  Amir  Karya t i n ,  SH. ,  

Chal imah,  SH. ,  MSi. ,  Zulka rna in  Manul lang ,  SH. ,  

Kukuh  Harg ian to ,  SH. ,  Mohammad  Shalahudd in ,  SH 

dan  Yanuar  Wijaya ,  SH. ,  kesemuanya  warganegara  

Indones ia ,  peker j aan  Advokat  dan  Penasehat  Hukum 

pada  Kanto r  Advokat  Amir  Harg ian to  &  Par tne rs  
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alamat  Ja lan  Pemuda  Kav.  61  No.  3  Jakar ta ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus    tangga l  10 Jun i  

2010,  untuk  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERGUGAT I I  

INTERVENSI;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  51/PEN- DIS/2010 /PTUN- JKT. ,  

tangga l  6  Apr i l  2010  ten tang  Pemer iksaan  dengan  acara  

biasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor  :  51/PEN/2010/PTUN- JKT. ,  tangga l   6 

Apr i l  2010  ten tang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  

ser ta  memutus  sengketa  in i ; - - - - - - - - -

          Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  51/PEN-

HS/2010/PTUN- JKT.  tangga l  7  Apr i l  2010  ten tang  Penetapan  

har i  Sidang  Pemer iksaan  

Pers iapan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Putusan  Sela  No.  51/G/2010 /PTUN-

JKT/ INTV tangga l  21 Jun i  2010  ten tang  di te t apkannya  Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA sebaga i  Tergugat  I I  

In te r vens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

           Telah  membaca  berkas  perkara  yang  
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bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  yang  

bersengke ta  

dipe rs i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  mel iha t  sura t - sura t  bukt i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  

d ipe rs i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  memperhat i kan  ber i t a  acara  dalam perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  

gugatan  dengan  sura t  Gugatan  te r t angga l  5  Apr i l  2010  yang  

di t e r ima  dan  dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  tangga l  5 Apr i l  2010  dengan  reg i s t e r  

perkara   Nomor  :  51/G/2010 /PTUN- JKT. ,  dan te lah  d iperba i k i  

pada  pemer iksaan  pers i apan ,  yang  perba i kannya  di te r ima  

kembal i  pada  tangga l  28  Apr i l  2010  yang  mengemukakan  

dal i l - da l i l  gugatan  sebaga i  ber i ku t ; -

OBYEK GUGATAN

Surat  Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor   3/P  

tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  tahun  2010  khususnya  

te rhadap  pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan .  

(buk t i  

P1) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

LANDASAN HUKUM

Bahwa berdasarkan  pasa l  53  ayat  1  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

yang  menyatakan  bahwa:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  

te r t u l i s  kepada  pengad i l an  yang  berwenang  yang  

ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

yang  disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  sah  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan  /a tau  

di rehab i l i t a s i ” ; - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  pasa l  53  ayat  2  Undang- Undang No.  9 

Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

yang  menyatakan  

bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“A lasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  dalam  

gugatan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

ada lah :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(a )  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

i t u  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku . ” ; - - - - - - - -

(b )  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

Disclaimer
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i t u  ber ten tangan  dengan  asas-  asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ” ; - - - - - - - - - - - - -

Bahwa ket i ka  gugatan  atas  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

(KTUN)  in i  d ia j ukan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

(PTUN)  di  Jakar ta ,  masih  memenuhi  batas  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i .  Untuk  i t u ,  gugatan  in i  

memenuhi  persyara tan  sebaga imana  te lah  dinya takan  

dalam  keten tuan  Undang–Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara ,  pasa l  55 yang  

berbuny i :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam  tenggang  

waktu  sembi l an  puluh  har i   te rh i t u ng  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  keputusan  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  Pres iden  (Keppres )  te rguga t  Nomor  3/P  

Tahun  2010  yang  d i t e r b i t k an  pada  tangga l  6  Januar i  

2010  khususnya  te rhadap  pengangkatan  Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  

Waki l  Menter i  Per tahanan ,  ada lah  sebuah  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  sebaga imana  dia tu r  da lam 

keten tuan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Pasa l  1  angka  3 

Juncto  Undang- Undang Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Pasa l  1 

Angka  9  yang  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua r kan  oleh  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i k an  

t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang–undangan  yang  

ber laku ,  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  

seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Sura t  Keputusan  Tergugat  te lah  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l  dan  f i na l ,  sebaga imana  yang  disya ra t kan  

dalam  pasa l  1  angka  3  beser ta  pen je lasan   Undang-

Undang No.  5  Tahun  1986,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Bers i f a t  konkr i t ,  ar t i n ya  obyek  yang  d ipu tuskan  

dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i t u  t i dak  

abst rak ,  te tap i  berwu jud ,  te r t en tu  atau  dapat  

d i t en tukan . . . .  

” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  sura t  keputusan  Tergugat  ada lah  konkr i t  karena  

berwujud  keputusan  te r t u l i s .  Keputusan  Tergugat  te l ah  

nyata  ada  ya i t u  berupa  Keputusan  Pres iden  Nomor  3/P  

Tahun  2010  yang  d i t e r b i t k an  pada  tangga l  6  Januar i  

2010  khususnya  te rhadap  pengangkatan  Letnan  Jendera l  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan ; - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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“Bers i f a t  ind i v i dua l ,  ar t i n ya  Keputusan  Tata  Usaha  

i t u  t i dak  di tu j u kan  untuk  umum,  te tap i  te r t en t u  

ba ik  a lamat  maupun  hal  yang  di tu j u .  Kalau  yang  

di t u j u  i t u  leb ih  dar i  seorang ,  t i ap - t i ap  nama 

orang  yang  te rkena  keputusan  i t u  

disebu tkan . . . ” ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa keputusan  Tergugat  te rsebu t  te lah  nyata - nyata  dan  

secara  je l as  menyebutkan  nama  khususnya  te rhadap  

pengangkatan  Let j en  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  

yang  diangka t  sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan ; - - - -   

“Bers i f a t  f i na l  ar t i n ya  sudah  def i n i t i f  dan  

karenanya  dapat  menimbulkan  ak iba t  

hukum…”;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  bers i f a t  f i na l  karena  

te lah  def i n i t i f   dan  menimbulkan  ak iba t  hukum ya i t u  

berupa  adanya  Hak dan Kewaj iban  yang  meleka t  pada  di r i  

Letnan  Jendera l  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  keputusan  Tergugat  bers i f a t  f i na l  karena  

t i dak  lag i  memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  atasan  atau  

ins tans i  la i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Tergugat  da lam  hal  in i  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  adalah   Pejaba t  Tata  Usaha Negara   sesua i  

Undang- Undang Nomor  5  Tahun  1986  pasa l  1  huru f  2 

Juncto  Undang- Undang Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Pasal  1 
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Angka  8  yang  

berbuny i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      “Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

ada lah   Badan  atau  Pejaba t  yang  melaksanakan  

urusan  pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku . ” ; - -

Berdasarkan  keten tuan  pasa l  dan  penje lasan  te rsebu t  

d ia tas ,  maka  alasan  penga juan   gugatan  menjad i  sangat  

sesua i ,  ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa keputusan  te rguga t  te r sebu t  berupa  suatu  penetapan  

te r t u l i s  dengan  nomor  :  3/P  Tahun  2010.  Keputusan  in i  

d ike lua r kan  pada  tangga l  6  Januar i  2010  khususnya  

te rhadap   pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa keputusan  te rsebu t  dike lua r kan  oleh  Tergugat  se laku  

pres iden  Republ i k  Indones ia  da lam kapas i t asnya  sebaga i  

badan  atau  pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  melaksanakan  

urusan  pemer in tahan  berdasarkan  keten tuan  Undang-

Undang  Dasar  1945,  Pasa l  4  yang  

berbuny i : - - - - - - - - - - - - - -

“Pres iden  Republ i k  Indones ia  memegang  kekuasaan  

pemer in tahan  menuru t  Undang–Undang  

Dasar ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa berdasarkan  pasa l  8  Undang- Undang  No.  28  Tahun 

1999  Tentang  Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme,  

menyebutkan :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ayat  (1 )  “ Peran  ser ta  masyaraka t  da lam  

penye lenggaraan  negara  merupakan  hak  dan  

tanggung jawab  masyaraka t  untuk  iku t  mewujudkan  

penye lenggaraan  negara  yang  bers i h . ”  ayat  (2 )  

“Hubungan  anta ra  penye lenggara  negara  dan  

masyaraka t  d i l aksanakan  dengan  berpegang  teguh  pada  

asas- asas  umum penye lenggaraan  negara  sebaga imana  

dimaksud  dalam pasa l  3. ” ; - - - - -

Bahwa sebaga imana  juga  dimaksud  dalam  keten tuan  pasa l  

9  Undang- Undang No.  28  Tahun  1999  Tentang  

Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  dar i  

Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme,  

menyebutkan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  Peran  ser ta  masyaraka t  sebaga imana  

dimaksud  dalam  pasa l  8  diwu judkan  dalam  

bentuk : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

a.  hak  mencar i ,  mempero leh  dan member ikan  in f o rmas i  

ten tang  penye lenggaraan  

negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

hak  untuk  mempero leh  pelayanan  yang  sama dan  adi l  

dar i  penye lenggaraan  

negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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hak  untuk  menyampaikan  saran  dan  pendapat  secara  

ber tanggung  jawab  te rhadap  keb i j akan  

penye lenggara  negara ,  

dan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hak  mempero leh  per l i ndungan  hukum  da lam  

hal  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

melaksanakan  haknya  sebaga imana  dimaksud  huru f  

a,  b   dan  

c; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d imin ta  hadi r  da lam  proses  penye l i d i k an ,  

peny id i kan  dan s idang  pengad i l an  sebaga i  saks i  

pe lapor ,  saks i ,  saks i  ah l i ,  sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  se lan ju t nya  peran  ser ta  masyaraka t  s ip i l  juga  

disebu tkan  pada pasa l  100 Undang- Undang  No.  39 tahun  

1999  Tentang  Hak  Asas i  Manusia ,  d inya takan  

bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

“se t i ap  orang ,  ke lompok,  organ isas i  po l i t i k ,  

organ isas i  masyaraka t ,  lembaga  swadaya  

masyaraka t  atau  lembaga  kemasyaraka tan  la i nnya  

berhak  berpar t i s i p a s i  da lam  per l i ndungan ,  

penegakan  dan pemajuan  hak  asas i  manusia . ” ; - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa  set i ap  orang  berhak  untuk  menggunakan  upaya  

hukum  nas iona l  dan  in te r nas i ona l ,  sebaga imana  

disebu tkan  da lam Pasal  7  Undang- Undang No.  39  Tahun 

1999  Tentang  Hak  Asas i  Manusia  yang  menyebutkan  

bahwa:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  “Set i ap  orang  berhak  untuk  menggunakan  

semua  upaya  hukum  nas iona l  dan  fo rum  

in t e rnas i ona l  atas  semua  pelanggaran  hak  asas i  

manus ia  yang  di j am in  oleh  hukum Indones ia  dan  

hukum in te rnas i ona l  mengenai  hak  asas i  manus ia  

yang  te l ah  di te r ima  negara  Republ i k  Indones ia . ”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  “Keten tuan  hukum  in te rnas i ona l  yang  

te lah  di t e r ima  negara  Republ i k  Indones ia  yang  

menyangkut  hak  asas i  manusia  menjad i  hukum 

nas iona l . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING)  

Bahwa  RUMINAH se laku  Penggugat   ada lah  orang  tua  dar i  

GUNAWAN,  korban  dalam  per i s t i wa  13–15  Mei  1998,  

ya i t u  serangka ian  per i s t i wa  kekerasan ,  pembunuhan,  

pengan iayaan ,  perusakan ,  pembakaran ,  pen ja rahan ,  

pengh i l angan  paksa ,  perkosaan ,  ser ta  penyerangan  

te rhadap  etn i s  te r t en t u ,  pengus i ran   paksa  yang  

te r j ad i  d ise lu r uh  wi layah  DKI  Jakar ta  di l akukan  

oleh  ke lompok  massa da lam jumlah  besar  namun t i dak  
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di l akukan  upaya  baik  i t u  pencegahan,  pengenda l i an  

maupun  penghent i an  oleh  apara t  keamanan  dibawah  

tanggung jawab  Pangl ima  Komando Operas i  (PANGKOOPS) 

Mantap  Jaya  I I I ,  yang  saat  i t u  di j aba t  o leh  Mayjen  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in .  Berdasarkan  has i l  

penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  Komnas  HAM  te lah  

di t emukan  dugaan  te r j ad i n ya  pe langgaran  HAM bera t  

da lam  per i s t i wa  te rsebu t .  Dan  Gunawan  merupakan  

sa lah  satu  korban  yang  masih  h i l ang  ak iba t  

per i s t i wa  dia tas  (Buk t i  P3,  a,  b) ; - - - - -

Bahwa  KARSIAH se laku  Penggugat  adalah  orang  tua  dar i  

HENDRIAWAN SIE,  sa lah  satu  mahasiswa  yang  menjad i  

korban  dalam  kasus  Tr i sak t i  1998.  kasus  Tr i sak t i  

te r j ad i  pada  tangga l  12  Mei  1998,  pada  saat  i t u  

mahas iswa  melakukan  demonst ras i  untuk  menuntu t  

Refo rmas i  to ta l  dan  mendesak  pemer in tah  

ber tanggung jawab  atas  kr i s i s  ekonomi  yang  semakin  

menghimpi t .  Dalam  per i s t i wa  in i ,  empat  orang  

mahas iswa  Unive rs i t a s  Tr i sak t i  tewas  te r t embak  

pelu ru  apara t  keamanan,  ya i t u  Elang  Mul ia  Lesmana,  

Haf id i n  Royan,  Her i  Har tan to  dan  Hendr iawan  Sie .  

Hal  in i  te r j ad i  karena  t i dak  adanya  upaya  

pencegahan,  pengenda l i an  maupun  penghent i an  o leh  

apara t  keamanan  dibawah  tanggung jawab  Pangl ima  

Komando Operas i  (PANGKOOPS) Mantap  Jaya  I I I ,  yang  

saat  i t u  di j aba t  o leh  Mayjen  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in . Berdasarkan  has i l  penye l i d i k an  pro  

jus t i s i a  Komnas  HAM  te lah  di temukan  dugaan  

Disclaimer
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te r j ad i nya  pelanggaran  HAM bera t  da lam  per i s t i wa  

te rsebu t .  (Buk t i  P4,  a,  b,  c,  

d) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  YATI  RUYATI  se laku  Penggugat  adalah  orang  tua  

dar i  ETEN KARYANA,  korban  dalam  per i s t i wa  13–15  

Mei  1998  ya i t u  serangka ian  per i s t i wa  kekerasan ,  

pembunuhan,  pengan iayaan ,  perusakan ,  pembakaran ,  

pen ja rahan ,  pengh i l angan  paksa ,  perkosaan ,  ser ta  

penyerangan  te rhadap  etn i s  te r t en t u ,  pengus i r an  

paksa  yang  te r j ad i  d ise lu ruh  wi layah  DKI  Jakar ta  

di l akukan  oleh  ke lompok  massa  dalam  jumlah  besar  

namun  t i dak  di l akukan  upaya  pencegahan,  

pengenda l i an  maupun  penghent i an  oleh  apara t  

keamanan  dibawah  tanggung jawab  Pangl ima  Komando 

Operas i  (PANGKOOPS)  Mantap  Jaya  I I I  yang  saat  i t u  

di j aba t  o leh  Mayjen  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in .  

Berdasarkan  has i l  penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  Komnas 

HAM te lah  di temukan  dugaan  te r j ad i n ya  pelanggaran  

HAM bera t  da lam  per i s t i wa  te rsebu t .  Dan  ETEN 

KARYANA merupakan  sa lah  satu  korban  yang  masih  

hi l ang  ak iba t  per i s t i wa  dia tas  (Buk t i  P  5,  

a) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  MUGIYANTO se laku  Penggugat  ada lah  sa lah  seorang  

korban  Pencu l i kan  per iode  1997–1998.  Bahwa  kasus  

Pencu l i kan  dan Penghi l angan  Secara  Paksa  1997–1998  

ada lah  serangka ian  t i ndakan  pencu l i k an  dan  

pengh i l angan  paksa  te rhadap  23  orang  masyaraka t  

Halaman  15 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT
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s ip i l  dan akt i v i s  mahasiswa  pada  per iode  1997–1998  

yang  di l akukan  oleh  11  orang  anggota  Komando 

Pasukan  Khusus  (Kopassus)  yang  te rgabung  dalam Tim 

Mawar.  Bahwa  se jauh  in i  baru  9  orang  berhas i l  

d i t emukan  dalam  kond is i  h idup ,  1  orang  meningga l  

dun ia  dan 13 orang  masih  hi l ang .  Berdasarkan  has i l  

penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  Komnas  HAM  te lah  

di t emukan  dugaan  te r j ad i n ya  pe langgaran  HAM bera t  

da lam per i s t i wa  te rsebu t .  Pada saat  kasus  te rsebu t  

te r j ad i  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  

menjaba t  sebaga i  Pangl ima  Komando  Operas i  

(PANGKOOPS) Mantap  Jaya  I I I  yang  ber tanggung jawab  

atas  keamanan  dan  kete r t i b an  di  wi layah  Jakar t a  

( Ibuko ta )  (Buk t i  P 6,  a,  b) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa TUTI  KOTO se laku  Penggugat  adalah  orang  tua  dar i  

YANI  AFRI ,  sa lah  seorang  korban  Pencu l i kan  dan  

Penghi l angan  Orang  Secara  Paksa  per iode  1997–1998.  

Bahwa  kasus  Pencu l i kan  dan  Penghi l angan  Secara  

Paksa  1997–1998  adalah  serangka ian  t i ndakan  

pencu l i k an  dan  pengh i l angan  paksa  te rhadap  23 

orang  masyaraka t  s ip i l  dan  akt i v i s  mahas iswa  pada  

per iode  1997–1998  yang  di l akukan  oleh  11  orang  

anggota  Komando  Pasukan  Khusus  (Kopassus)  yang  

te rgabung  da lam Tim Mawar .  Bahwa se jauh  in i  baru  9 

orang  berhas i l  d i t emukan  da lam  kond is i  h idup ,  1 

orang  meningga l  dunia  dan  13  orang  masih  hi l ang .  

Berdasarkan  has i l  penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  Komnas 

HAM te lah  di temukan  dugaan  te r j ad i n ya  pelanggaran  
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HAM bera t  da lam per i s t i wa  te rsebu t .  Dan  YANI  AFRI  

sampai  saat  in i  masih  hi l ang .  Pada  saat  kasus  

te rsebu t  te r j ad i  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in  menjaba t  sebaga i  Pangl ima  Komando 

Operas i  (PANGKOOPS)  Mantap  Jaya  I I I  yang  

ber tanggung jawab  atas  keamanan  dan  kete r t i b an  di  

wi layah  Jakar ta  ( Ibuko ta )  (Buk t i  P 

7) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  NURHASANAH  se laku  Penggugat  ada lah  orang  tua  

dar i  YADIN  MUHIDIN,  sa lah  seorang  korban  

Pencu l i kan  dan  Penghi l angan  Orang  Secara  Paksa  

per iode  1997–1998.  Bahwa  kasus  Pencu l i kan  dan  

Penghi l angan  Secara  Paksa  1997–1998  ada lah  

serangka ian  t i ndakan  pencu l i kan  dan  pengh i l angan  

paksa  te rhadap  23  orang  masyaraka t  s ip i l  dan  

akt i v i s  mahas iswa  pada  per iode  1997–1998  yang  

di l akukan  oleh  11  orang  anggota  Komando  Pasukan  

Khusus  (Kopassus)  yang  te rgabung  dalam Tim Mawar .  

Bahwa se jauh  in i  baru  9  orang  berhas i l  d i t emukan  

dalam  kond is i  h idup ,  1  orang  meningga l  dun ia  dan  

13  orang  masih  h i l ang .  Berdasarkan  has i l  

penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  Komnas  HAM  te lah  

di t emukan  dugaan  te r j ad i n ya  pe langgaran  HAM bera t  

da lam per i s t i wa  te rsebu t .  Dan YADIN MUHIDIN sampai  

saat  in i  masih  h i l ang .  Pada  saat  kasus  te rsebu t  

te r j ad i  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  

menjaba t  sebaga i  Pangl ima  Komando  Operas i  
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(PANGKOOPS) Mantap  Jaya  I I I  yang  ber tanggung jawab  

atas  keamanan  dan  kete r t i b an  di  wi layah  Jakar t a  

( Ibuko ta )  (Buk t i  P 8 ) ; - - -

Bahwa  PARA  PENGGUGAT ada lah  korban  dan  ke lua rga  

pelanggaran  HAM dalam  kasus  Pencu l i kan  Akt i v i s  

1997- 1998,  13- 14  Mei  1998  dan  Tr i sak t i  1998  di  

mana Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  M.B.A  

ada lah  sa lah  seorang  te rpe r i k sa  dalam proses  hukum 

dalam kasus- kasus  pelanggaran  HAM di  atas ,  karena  

diduga  ber tanggung jawab  te ru tama  atas  jaba tannya  

sebaga i  Pangl ima  Komando  Daerah  Mi l i t e r  V  Jaya  

(PANGDAM V)  seka l i gus  Pangl ima  Komando  Operas i  

(PANGKOOPS)  Mantap  Jaya  I I I  yang  memi l i k i  

tanggung jawab  keamanan d i  wi layah  DKI  Jakar t a  ( Ibu  

Kota)  pada  saat  

i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FAKTA HUKUM

Bahwa  berdasarkan  ket i ga  kasus  pelanggaran  HAM 

te rsebu t  d ia tas  yang  merupakan  bagian  penje lasan  dar i  

Lega l  Stand ing  para  penggugat ,  ber i ku t  ada lah  fak ta  

hukum  dugaan  kete r l i b a t an  Let j en  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  M.B.A,  da lam  ket i ga  kasus  te rsebu t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  

yang  pada  saat  i t u  menjaba t  sebaga i  Pangdam V Jaya  

dan   Pangl ima  komando  Operas i  Mantap  Jaya  I I I  

t i dak  melakukan  upaya  pengenda l i an  dan  pencegahan  

Disclaimer
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yang  efek t i f ,  seh ingga  te r j ad i  per i s t i wa  

pelanggaran  HAM bera t ,  berupa  Penghi l angan  Orang  

Secara  Paksa  Per iode  1997- 1998,  kerusuhan  d i  

Jakar ta  yang  meluas  d i  banyak  tempat  pada  13- 15  

Mei  1998,  dan  Penembakan  empat  orang  Mahasiswa  

Univers i t a s  Tr i sak t i  pada  12  Mei  

1998; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa operas i  Mantap  Jaya  I I I  ada lah  komando  operas i  

yang  mel iba t kan  satuan–sa tuan  tempur  Angkatan  

Bersen ja ta  Republ i k  Indones ia  (ABRI )  da lam  rangka  

pengamanan Jakar ta .  Komando operas i  in i  te rbag i  ke  

dalam dua  satuan  tugas  (Satgas )  ya i t u  Satgas  Jaya  

I  mel ipu t i  wi layah  Jakar t a  Pusat ,  Jakar ta  Timur  

dan  Bekas i :  Satgas  Jaya  I I  mel ipu t i  wi layah  

Jakar ta  Bara t ,  Jakar ta  Utara ,  Jakar t a  Sela tan  dan  

Tangerang .  Dengan  jaba tan  di  saat - saat  per i s t i wa  

pelanggaran  bera t  HAM yang  te r j ad i  pada  penggugat ,  

Sja f r i e  Sjamsoedd in  ber tanggung jawab  atas  keamanan 

di  wi layah  DKI  Jakar ta  dan  pada  saat  bersamaan  

dengan  masa  jaba tanya  te rsebu t  te lah  te r j ad i  

per i s t i wa  Penghi l angan  Orang  Secara  Paksa  Per iode  

1997- 1998,  kerusuhan  di  Jakar t a  yang  meluas  d i  

banyak  tempat  pada  13- 15  Mei  1998  dan  Penembakan  

mahas iswa  Tr i sak t i  1998; - - - -

Bahwa berdasarkan  Sura t  Keputusan  Ketua  Komnas  HAM No 

034/KOMNAS HAM/VI I / 2001 ,Tangga l  27  Agustus  2001  

ten tang  Pembentukan  Komis i  Penye l i d i k  Pelanggaran  

Hak  Asas i  Manusia  Tr i sak t i ,  Semanggi  I  dan 

Halaman  19 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi  I I ,  Komnas  HAM  te lah  melakukan  

penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  untuk   kasus  Tr i sak t i ,  

Semanggi  I  dan  Semanggi  I I  (  Bukt i  P 

9) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bersama  Menter i  

Per tahanan,  Keamanan/  Pangl ima  Angkatan  Bersen ja ta  

Republ i k  Indones ia ,  Menter i  Kehak iman,  Menter i  

Dalam Neger i ,  Menter i  Luar  Neger i ,  Menter i  Negara  

Peranan  Wani ta  dan  Jaksa  Agung  te l ah  diben tuk  Tim 

Gabungan  Pencar i  Fakta  (TGPF)  per i s t i wa  kerusuhan  

tangga l  13- 15  Mei  1998,  pada  tangga l  23  Ju l i  1998  

dan  t im  ad  hoc  untuk  menemukan  dan  mengungkap  

fak ta  pe laku  dan  la t a r  be lakang  per i s t i wa  13- 15 

Mei  1998.  (Buk t i  P 

10) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Mantan  Pangdam Jaya,  Sja f r i e  Sjamsoedd in  menolak  

memenuhi  pemanggi l an  Komnas  HAM se lama  proses  

penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  kasus  Tr i sak t i ,  Semanggi  

I  dan  Semanggi  I I .  Sebagaimana  diber i t a kan  dalam 

har ian  Kompas  dan  Media  Indones ia ,  ed is i  6 

Februar i  2002  (Buk t i  P  11,    a,  

b) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Menuru t  Ketua  KPP HAM Alber t  Hasibuan ,  se la i n  

kepada  Wiran to ,  sura t  pangg i l an  kedua  juga  

di t u j u kan  kepada  (…)  Mayjen  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  

pemanggi l an  di l akukan  sete lah  para  pet i ngg i  

mi l i t e r  t i dak  had i r  da lam  pangg i l an  per tama. ”  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesungguhnya  kete rangan  dan  kesaks ian  Let j en  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  ada lah  pent i ng  pada  

saat  te r j ad i n ya  per i s t i wa  kasus  Penghi l angan  Orang  

Secara  Paksa  Per iode  1997- 1998,  Per i s t i wa  Mei  13-

15  Mei  1998  dan  Per i s t i wa  Tr i sak t i  1998.  Hal  in i  

d ika renakan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,M .B .A  menjabat  sebaga i  Pangl ima  Kodam 

Jaya  (Pangdam  Jaya)  dan  menjad i  pemegang  

tanggung jawab  komando  sebaga i  Pangl ima  Komando 

Operas i  (Pangkoops)  dibawah  Pangl ima  ABRI,  

Jendera l  TNI  Wiran to ,  da lam  Operas i  Mantap  Jaya  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  yang  

di l akukan  Komnas  HAM menyimpulkan  te l ah  te rdapa t  

bukt i  permulaan  yang  cukup  untuk  menduga 

te r j ad i nya  pe langgaran  HAM yang  bera t  da lam kasus  

Penghi l angan  Orang  Secara  Paksa  Per iode  1997- 1998  

dalam  bentuk  pembunuhan,  peny iksaan ,  pengan iyaan ,  

dan  pengh i l angan  secara  paksa  te rhadap  penduduk  

s ip i l .  (Buk t i  P 12) ; - - -

Bahwa  berdasarkan  penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  yang  

di l akukan  Komnas  HAM menyimpulkan  te l ah  menemukan 

bukt i  permulaan  yang  cukup  te lah  te r j ad i  

pe langgaran  HAM  yang  bera t  da lam  per i s t i wa  

Tr i sak t i ,  Semanggi  I  dan  Semanggi  I I .  (Buk t i  P 

13) ; - - - - - - - - - - -

Bahwa Tim  Gabungan  Pencar i  Fakta  (TGPF)  menyimpulkan  
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per i s t i wa  kerusuhan  13- 15  Mei  1998  te rdapa t  

se jumlah  anggota  dan  unsur  di  da lam  tubuh  ABRI  

yang  di l ua r  kenda l i  da lam kerusuhan  in i .  Per i s iwa  

kerusuhan  in i  semakin  meluas  oleh  karena  kurang  

memadainya  t i ndakan- t i ndakan  pengamanan  guna  

mencegah,  membatas i ,  dan  menanggu lang i ,  

d ian t i s i p as i  dan  yang  kemudian  berp roses  secara  

eska la t i f .  Dapat  d is impu lkan  bahwa  adanya  

kerawanan  dan  ke lemahan  operas i  keamanan  di  

Jakar ta  khususnya  ber ta l i a n  era t  dengan  

kese lu ruhan  pengembangan  tanggung  jawab  Pangkoops  

Jaya  Mayjen  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  yang  t i dak  

dapat  menja lankan  tugasnya  sebaga imana  yang  

seharusnya .   (Buk t i  P 

14) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  fak ta - fak ta  temuan  Komnas  HAM diperkua t  o leh  

Ketua  Komnas  HAM,  I fdha l  Kasim  yang  menyatakan  

bahwa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     ( . . . )  Dalam  has i l  penye l i d i k an  Komnas  HAM 

menyebutkan  ada beberapa  orang  yang  diduga  te rka i t  

da lam  kerusuhan  Mei  1998  dan  Pengh i l angan  Orang  

Secara  Paksa  1997/1998 ,  Letnan  Jendera l  Sja f r i e  

Samsoeddin   d isebu tkan  sebaga i  sa lah  satu  pihak  

yang  dalam konteks  ran ta i  komando sebaga i  Pangl ima  

Kodam Jaya  saat  i t u  i ku t  ber tanggung jawab  atas  

kerusuhan  yang  te r j ad i  (Buk t i  P 15) ; - -

Bahwa menuru t  Kepala  Sta f  Komando  Cadangan  St ra teg i s  
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TNI  AD  (Kos t rad )  Mayjen  TNI  Kiv lan  

Zen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

       “Kos t rad  menyiapkan  pasukan  untuk  memenuhi  

permin taan  Pangl ima  Komando Daerah  Mi l i t e r  (Kodam)  

Jaya  Mayjen  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  yang  mengalami  

kekurangan  pasukan. . . . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

  “pada  tangga l  15  Mei  te r j ad i  suatu  gerakan  

satuan–sa tuan  ten ta ra  yang  sedemik ian  besar .  

Satuan–sa tuan  ten ta ra  dida ra t kan  dengan  hel i kop te r  

d imana  - mana untuk  melakukan  pengamanan.  Hal  i t u  

sudah  te r l ambat ,  ka lau  hal  i t u  d i l akukan  

sebe lumnya,  dia  yak in  bahwa  Per i s t iwa  Mei  1998  

t i dak  akan  te r j ad i  separah  i t u ”  ( Bukt i  P 

16) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  has i l  penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  yang  

di l akukan  Komnas  HAM menyimpulkan  te l ah  te rdapa t  

bukt i  permulaan  yang  cukup  untuk  menduga 

te r j ad i nya  pe langgaran  HAM yang  bera t  da lam kasus  

Penghi l angan  Orang  Secara  Paksa  Per iode  1997- 1998  

dalam  bentuk  pembunuhan,  peny iksaan ,  pengan iyaan ,  

dan  pengh i l angan  secara  paksa  te rhadap  penduduk  

s ip i l  (Buk t i  P 17) ; - - - -

Bahwa  se laku  atasan  t i ndakan  Letnan  Jendera l  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  dapat  d ika tego r i k an  

dalam  keten tuan  Undang- Undang No.  26  Tahun  2000  

ten tang  Pengadi l an  HAM,  Pasal  42  yang  
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berbuny i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  Komandan  mi l i t e r  atau  seseorang  yang  

secara  efek t i f  ber t i ndak  sebaga i  komandan  mi l i t e r  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  te rhadap  t i ndak  pidana  

yang  berada  d ida lam  yur i sd i k s i  Pengadi l an  HAM,  

yang  di l akukan  pasukan  yang  berada  di  bawah  

komando  dan  pengenda l i annya  yang  efek t i f ,  atau  di  

bawah  kekuasaan  dan  pengenda l i annya  yang  efek t i f  

dan  t i ndak  pidana  te rsebu t  merupakan  ak iba t  dar i  

t i dak  d i l akukan  pengenda l i an  pasukan  secara  patu t ,  

ya i t u : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Komandan  mi l i t e r  atau  seseorang  te rsebu t  

mengetahu i  atau  atas  dasar  keadaan  saat  i t u  

seharusnya  mengetahu i  bahwa  pasukan  te rsebu t  

sedang  melakukan  atau  baru  sa ja  melakukan  

pelanggaran  hak  asas i  manus ia  yang  bera t ;  

dan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Komandan  mi l i t e r  atau  seseorang  te rsebu t  t i dak  

melakukan  t i ndakan  yang  layak  dan  dipe r l u kan  

dalam ruang  l i ngkup  kekuasaannya  untuk  mencegah  

atau  menghent i kan  perbua tan  te rsebu t  atau  

menyerahkan  pelakunya  kepada  pe jaba t  yang  

berwenang  untuk  d i l akukan  penye l i d i k an ,  

peny id i kan  dan  

penuntu tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Bahwa  da lam  Undang- Undang No.26  Tahun  2000  Tentang  

Pengad i l an  HAM  disebu tkan  penye lesa ian  kasus  

pelanggaran  HAM  bera t  d ise lesa i kan  mela lu i  

mekanisme  Pengadi l an  HAM  dengan  mensyara tkan  

ber ja l annya  

fungs i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

 Komnas  HAM  sebaga i  penye l i d i k  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Pasal  18  ayat  

(1 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Penye l i d i k an  te rhadap  pe langgaran  hak  asas i  

manus ia  yang  bera t  d i l akukan  oleh  Komis i  

Nasiona l  Hak Asas i  Manus ia . ” ; - - - - - - - - -

Jaksa  Agung  sebaga i  peny id i k  dan  penuntu t  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l   21   ayat  

( I ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Peny id i kan  perkara   pe langgaran  hak  asas i  

manusia  yang  bera t  d i l akukan  o leh  Jaksa  Agung”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

pasa l  23  ayat  

(1 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Penuntu tan  perkara  pelanggaran  hak  asas i  
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manusia  yang  bera t  d i l akukan   o leh  Jaksa  

Agung. ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  sebaga i  pengusu l  

pembentukan  pengad i l an  HAM  ad  

hoc : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

 pasa l   43  ayat  

(1 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“ Pelanggaran  hak  asas i  manus ia  yang  bera t  yang  

te r j ad i  sebe lum  diundangkannya  Undang- undang  

in i ,  d ipe r i k sa  dan  dipu tus  oleh  Pengad i l an  HAM 

ad  

hoc. ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

ayat  (2 )  “ Pengad i l an  HAM ad  hoc  sebaga imana  

dimaksud  dalam ayat  (1 )  d iben tuk  atas  usu l  Dewan  

Perwak i l an  Rakyat  Republ i k  Indones ia  berdasarkan  

per i s t i wa  te r t en tu  dengan  keputusan  Pres iden . ”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  HAM  sebaga i  p ihak  yang  berwenang  

memer iksa  dan  memutus  perkara  pelanggaran  HAM :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  

4; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“Pengad i l an  HAM ber tugas  dan  berwenang  memer iksa  

dan  memutus    perka ra  pelanggaran  hak  asas i  

manusia . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Komis i  Hak  Nasiona l  Hak  Asas i  Manus ia  (Komnas  

HAM)  te l ah  melakukan  penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  

berdasarkan  Undang- Undang 39  Tahun  1999  Tentang  

Hak Asas i  Manusia  dan  Undang- Undang 26  Tahun  2000 

Tentang  Pengadi l an  HAM,  te rhadap  per i s t i wa -

per i s t i wa  yang  d ia l ami  para  penggugat  sebaga i  

korban  pe langgaran  HAM berkepen t i ngan  atas  proses  

hukum  atas  kasus- kasus  te rsebu t .  (Buk t i  P 

18) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Sura t  Keputusan  Tentang  Pembentukan  

Tim Penye l i d i k an  Pelanggaran  HAM yang  Bera t  da lam 

Per i s t iwa   Penghi l angan  Orang  Secara  Paksa  te l ah  

melakukan  penye l i d i k an  pro  jus t i s i a  untuk  kasus  

Pencu l i kan  dan  Penghi l angan  Paksa  se jak  tangga l  1  

Oktober  2005  sampai  dengan  30  Oktober  2006.  Dalam 

penye l i d i k an  te rsebu t  te l ah  meminta  kete rangan  

dar i  77  ( Tujuh  Puluh  Tujuh)  orang  saks i ,  mel ipu t i  

58  ( Lima  Puluh  Delapan )  orang  saks i  korban ,  

ke lua rga  korban  dan  masyaraka t  umum,  18  ( Delapan  

Belas )  orang  saks i  anggota  atau  purnawi rawan  

kepo l i s i an  dan  1( Satu )  orang  saks i  purnawi ran  TNI  

(Buk t i  P 19) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  para  penggugat  sebaga i  korban  dalam  kasus  

Pencu l i kan  akt i v i s  1997–1998,  kasus  Tr i sak t i  dan  

Halaman  27 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT
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per i s t i wa  13–15  Mei  te l ah  melakukan  upaya- upaya  

hukum  guna  penuntasan  kasus- kasus  te rsebu t ,  

d ian ta ranya : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Mendorong  DPR  RI  merekomendas ikan  kepada  

Pres iden  untuk    mengeluarkan  Keputusan  Pres iden  

per iha l  pembentukan  Pengad i l an  HAM ad  hoc  untuk  

kasus  Penghi l angan  orang  secara  paksa  per iode  

1997–1998  ( Bukt i  P 

20) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mendorong  Jaksa  Agung  RI  menindak lan j u t i  

rekomendas i  Komnas  HAM  atas  ket i ga  kasus  

te rsebu t  dengan  proses  peny id i kan .  ( Bukt i  P 

21) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Mendorong  Pres iden  Sus i l o  Bambang  Yudhoyono  

mela lu i  per temuan  di  Is t ana  Negara  untuk  

menginga tkan  Pres iden  agar  member i kan  dukungan  

bag i  penye lesa ian  kasus–kasus  pelanggaran  HAM 

bera t ,  te rmasuk  ket i ga  kasus  te rsebu t  ( Bukt i   P 

22  a,  b,  c,  d,e ,  

f ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  penggugat  pernah  menyampaikan  kebera tan  kepada  

Pres iden  atas  sura t  keputusan  pengangkatan  Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  menjad i  

Waki l  Menter i  Per tahanan .  Kebera tan  te rsebu t  te lah  

disampaikan  penggugat  dan  kuasa  hukumnya  mela lu i  
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sura t  te rbuka  kepada  te rguga t  dan s ia ran  pers  pada  

6  Januar i  2010.  Namun sampai  saat  in i  t i dak  ada  

respon  atas  kebera tan  PARA  PENGGUGAT te rhadap  

pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in  M.B.A  (Buk t i  P  23)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam sura t   kebera tan  dinya takan   a lasan- alasan  

penggugat  atas  pengangkatan  Letnan  Jendera l  

Sja f r i e  Sjamsoedd in ,M.B .A  sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan  adapun  alasan  te rsebu t  d ian ta ranya  

karena  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  

M.B.A  adalah  sosok  yang  kont rove rs i a l  d i  era  

pergan t i an  re j im  Orde  Baru .  Sja f r i e  Sjamsoedd in  

masih  harus  menje laskan  di  hadapan  hukum ten tang  

per i s t i wa  kekerasan  po l i t i k  dan  pelanggaran  HAM 

1998.   Berdasarkan  has i l  penye l i d i k an  Komnas  HAM, 

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  

ada lah  sa lah  satu  p ihak  yang  dianggap  

ber tanggung jawab  te rhadap  beberapa  kasus  

pelanggaran  HAM  bera t ,  seper t i  per i s t i wa  

pencu l i k an  akt i v i s  1997- 1998,  per i s t i wa  13- 15  Mei  

1998  dan  per i s t i wa  Tr i sak t i .  J ika  ha l  in i  

d iaba i kan ,  maka  pengangkatan  Waki l  Menter i  

Per tahanan  in i  te lah  mencedera i  rasa  kead i l an  bag i  

para  korban  pe langgaran  HAM, dalam hal  in i  ada lah  

PARA  PENGGUGAT.  (Buk t i  P 

24) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DEFINISI  KORBAN 

Bahwa PARA PENGGUGAT te lah  secara  tegas  d iaku i  sebaga i  

korban  pe langgaran  HAM sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Undang- Undang No.  13  tahun  2006  ten tang  

Per l i ndungan  Saks i  dan Korban :  

Pasa l  1 ayat  
2; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  

pender i t aan  f i s i k ,  menta l ,  dan/a tau  kerug ian  

ekonomi  yang  diak iba t kan  oleh  suatu  t i ndak  

pidana . ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  leb ih  lan ju t ,  pos is i  korban  d i j e l a s kan  dalam 

Pera tu ran  Pemer in tah   No.  3  Tahun  2002  Tentang  

Kompensas i ,  Rest i t u s i ,  Dan  Rehabi l i t a s i  Terhadap  

Korban  Pelanggaran  Hak  Asas i  Manusia  Yang 

Bera t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  
3; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Korban  ada lah  orang  perseorangan  atau  ke lompok  

orang  yang  mengalami  pender i t aan  baik  f i s i k ,  

menta l  maupun  emosiona l ,  kerug ian  ekonomi ,  atau  

mengalami  pengaba ian ,  pengurangan  atau  perampasan  

hak- hak  dasarnya ,  sebaga i  ak iba t  pe langgaran  hak  

asas i  manus ia  yang  bera t ,  te rmasuk  korban  ada lah  

ahl i  war i snya . ” ; - -

Bahwa  Keluarga  korban  atau  orang  yang  mempunyai  

Disclaimer
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hubungan  darah  d i j e l a skan  da lam  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  No.  44  tahun  2008  

ten tang  Pember ian  Kompensas i ,  Rest i t u s i ,  dan  

Bantuan  kepada  Saks i  dan Korban,  yang  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

pasa l  1  ayat  
3; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Ke lua rga  ada lah  orang  yang  mempunyai  hubungan  

darah  da lam gar i s  lu rus  ke  atas  atau  ke  bawah dan  

gar i s  menyamping  sampai  dera ja t  ket i ga ,  atau  yang  

mempunya i  hubungan  perkawinan ,  atau  orang  yang  

menjad i  tanggungan  saks i  dan/a tau  

korban . ” ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pemer in tah  Indones ia  te lah  secara  akt i f  menjad i  

anggota  Perser i ka t an  Bangsa- Bangsa  (PBB)  pada  12  

September  1950  dan 28 September  1966  te l ah  menjad i  

Anggota  Dewan  HAM PBB.  Hal  in i  merupakan  wujud  

komi tmen  pemer in tah  Indones ia  sebaga imana  yang  

te rcan tum  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  

1945; - - - - -

“Kemudian  dar i pada  i t u  untuk  membentuk  Pemer in tahan  

Negara  Indones ia  yang  mel indung i  segenap  bangsa  

Indones ia  dan  se lu ruh  tumpah  darah  Indones ia  dan  

untuk  memajukan  kese jah te raan  umum,  mencerdaskan  

keh idupan  bangsa,  dan  iku t  melaksanakan  kete r t i b an  

dun ia  yang  berdasarkan  kemerdekaan ,  perdamaian  

abad i  dan  kead i l an  

sos ia l…” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sebaga i  anggota  PBB pemer in tah  Indones ia  waj ib  

untuk  memajukan  penghormatan  HAM sebaga imana  yang  

di j e l a s kan ,  d ian ta ranya ,  da lam mukadimah  paragraph  

keempat  Kovenan  In te rnas i ona l  Hak- Hak  Sip i l  dan  

Pol i t i k  yang  te lah  d i ra t i f i k a s i  o leh  pemer in tah  

Indones ia ,  mela lu i  Undang- Undang  No 12  tahun  2005 

ten tang  Rat i f i k a s i  Kovenan  In te rnas i ona l  Hak- Hak 

Sip i l  dan Pol i t i k  ; - -

“ (…)  Bahwa  berdasarkan  piagam  PBB negara - negara  

waj ib  untuk  memajukan  penghormatan  un ive rsa l  dan  

pentaa tan  atas  hak  asas i  dan  kebebasan  

manus ia ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  PBB melau i  Basic  Pr inc i p l e s  and  Guide l i nes  on  

the  Righ t  to  a  Remedy  and  Repara t i on  dan 

Decla ra t i o n  of  Basic  Pr inc ip l e s  of  Jus t i ce  fo r  

Vic t ims  of  Cr ime  and  Abuse  of  Power ,  Resolus i  

Maje l i s  Umum  PBB  40/34 ,  29  November  1985  

mendef in i s i k an :  - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Vic t ims  are  persons  who  ind i v i dua l l y  or  

co l l ec t i v e l y  suf fe red  harm,  inc l ud i ng  phys ica l  or  

menta l  in j u r y ,  emot iona l  suf fe r i ng ,  economic  loss  

or  substan t i a l  impa i rment  of  the i r  fundamenta l  

r i gh t s ,  th rough  acts  or  omiss ions  tha t  cons t i t u t e  

gross  v io l a t i o ns  of  in te r na t i o na l  human  r i gh t s  

law,  or  ser i ous  v io l a t i o ns  of  in t e r na t i o na l  

humani ta r i an  law.  Where  appropr i a t e ,  and  in  
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accordance  wi th  domest i c  law,  the  te rm  “v i c t im ”  

also  inc l udes  the  immedia te  fami l y  or  dependants  

of  the  di rec t  v ic t im  and persons  who have  suf fe red  

harm in  in t e r ven i ng  to  ass is t  v ic t ims  in  dis t r ess  

or  to  preven t  v ic t im i za t i o n ” .  ( Bukt i  P 25) ; - - - - -

Bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  dia tas ,  

PARA  PENGUGAT  sebaga i  korban  pelanggaran  HAM 

berhak  dipenuh i  hak- hak  asas inya ,  te ru tama  yang  

mengacu  pada  Undang- Undang No.  26  Tahun  2000 

Tentang  Pengadi l an  

HAM; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN  

Berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  d ia tas ,  Keputusan  

Pres iden  Nomor  3/P  Tahun  2010  khususnya  te rhadap  

pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  

M.B.A,  ber ten tangan  dengan  hal - ha l  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - -  

Ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  umum pemer in tahan  yang  baik ,  

sebaga imana  disebu tkan  dalam  Undang- Undang No.  28 

Tahun  1999  Tentang  Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  

dan  Bebas  Dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  

Nepot i sme ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Undang- Undang No.  28  Tahun  1999  Tentang  

Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  Dar i  

Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme  te rdapa t  asas- asas  

pemer in tahan  sebaga i  ber i ku t  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasa l  3 angka  1 menyebutkan  Tentang  Asas  Kepast i an  

hukum : - - - - - -

“Yang  dimaksud  Asas  Kepast i an  Hukum ada lah  asas  

dalam  negara  hukum yang  mengutamakan  landasan  

pera tu ran  perundang - undangan,   kepatu tan ,  dan  

kead i l an  da lam  set i ap  keb i j akan  Penye lenggara  

Negara . ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Keputusan  Tergugat  khususnya  te rhadap  pengangkatan  

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  

sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  te rsebu t  t i dak  

memperhat i kan  keten tuan  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  seper t i  Undang- Undang  No.  26  Tahun  2000 

Tentang  Pengad i l an  HAM.  Sebaga imana  d ike tahu i  

bahwa  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  

M.B.A  merupakan  sa lah  seorang  yang  semest i nya  

dipe r i k sa  dalam  proses- proses  hukum  atas  kasus-

kasus  pelanggaran  HAM yang  dia l ami  oleh  penggugat .  

Kasus- kasus  te rsebu t  te l ah  se lesa i  d ise l i d i k i  o leh  

Komnas  HAM  RI  dan  tengah  menunggu  proses  

peny id i kan  oleh  Kejaksaan  Agung  RI .  Sudah  

sepatu tnya  Keputusan  pres iden  te rsebu t  t i dak  

menghalang i  usaha  membangun  kepas t i an  hukum 

berdasarkan  Undang- Undang  26  tahun  2000.  Bahkan  

pada  28  September  2009  te lah  ke lua r  keputusan  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  (DPR)  yang  ber i s i  4 

rekomendas i  untuk  kasus  Pencu l i kan  dan  
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Penghi l angan  Paksa   1997- 1998.  Hal  in i  membukt i kan  

dan  semakin  memperkua t  tanggung jawab  te rguga t  

te rhadap  penye lesa ian  kasus  pelanggaran  HAM yang  

dia l am i  Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Pasal  3  angka  3  menyebutkan  Tentang  Asas  

Kepent i ngan  Umum: - -

“yang  dimaksud  dengan  Asas  Kepent i ngan  Umum ada lah  

asas  yang  mendahu lukan  kese jah te raan  umum dengan  

cara  yang  asp i ra t i f ,  akomodat i f ,  dan  se lek t i f .  

Bahwa  keputusan  Tergugat  t i dak  mengakomodas i  

kepent i ngan  para  ke lua rga  korban  dan  korban  

pelanggaran  HAM dan  harapan  masyaraka t  ten tang  

penegakkan  

HAM.” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa kasus- kasus  pelanggaran  HAM yang  d ia l ami  oleh  

para  korban  dan  ke lua rga  korban  merupakan  kasus-

kasus  yang  d ika tegor i k an  sebaga i  musuh umat  manus ia  

( Host i s  Humanis  Gener i s ) .  Oleh  karenanya  oto r i t a s  

mana pun  dan kapan  pun berkewaj i ban  untuk  melakukan  

penghukuman  atas  kasus- kasus  te rsebu t .  Tergugat  

sebaga i  oto r i t a s  te r t i n gg i  waj ib  memast i kan  semua 

pihak  yang  diduga  ber tanggung  jawab  atas  kasus-

kasus  yang  d ika tegor i k an  sebaga i  musuh  semua  umat  

manus ia  untuk  taa t  pada  proses  hukum.  Bukan  

seba l i knya ,  jus t r u  member i kan  jaba tan  sebaga i  Waki l  
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Menter i  Per tahanan .  leb ih  lan ju t  d i  da lam  bag ian  

umum angka  1 pen je lasan  atas  Undang- Undang 26 tahun  

2000  ten tang  Pengad i l an  HAM 

disebu tkan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pe langgaran  hak  asas i  manus ia  yang  bera t  merupakan  

"ex t r a  ord ina ry  cr imes"  dan  berdampak  secara  luas  

baik  pada  t i ngka t  nas iona l  maupun in te rnas i ona l  dan  

bukan  merupakan  t i ndak  pidana  yang  dia tu r  d i  da lam  

Ki tab  Undang  Undang  Hukum Pidana  ser ta  menimbulkan  

kerug ian  ba ik  mater i i l  maupun  immater i i l  yang  

mengak iba t kan  perasaan  t i dak  aman  baik  te rhadap  

perseorangan  maupun  masyaraka t ,  seh ingga  per lu  

segera  dipu l i h kan  dalam  mewujudkan  supremas i  hukum 

untuk  mencapai  kedamaian ,  kete r t i b an ,  keten te raman,  

kead i l an ,  dan  kese jah te raan  bagi  se lu ruh  masyaraka t  

Indones ia ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  3  angka  5.  menyebutkan  Tentang  Asas  

Propors i ona l i t a s : - - - - - - -

“Yang  dimaksud  dengan  Asas  Propors iona l i t a s  adalah  

asas  yang  mengutamakan  kese imbangan  anta ra  hak  dan  

kewaj i ban  Penye lenggara  

Negara . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  keberadaan  keputusan  Tergugat  membukt i kan  

Tergugat  t i dak  propors i ona l  da lam  menja lankan  

kewenangannya,  sebab  pada  saat  d ike lua r kannya  
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keputusan  te rsebu t  proses  hukum  atas  kasus- kasus  

pelanggaran  HAM yang  diduga  mel iba t kan  Letnan  Jendera l  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,M.B .A  sedang  ber ja l an .  Sehingga  

keputusan  Pres iden  yang  menjad i  obyek  gugatan  ka l i  in i  

seharusnya  dike lua rkan  dengan  t i dak  menghambat  hak  

masyaraka t ,  da lam  hal  in i  hak- hak  para  penggugat  

se laku  korban  dan  ke lua rga  korban  pelanggaran  HAM 

bera t  da lam kasus  Tr i sak t i ,  per i s t i wa  13- 15 Mei  1998,  

Pencu l i kan  dan  Penghi l angan  Orang  Secara  Paksa  1997-

1998,  atas  sebuah  proses  hukum yang  ad i l  dan  ju j u r .  

Dengan  demik ian  keputusan  Tergugat  jauh  dar i  asas  

propors i ona l i t a s ; - - -

Pasa l  3  angka  7  menyebutkan  Tentang  Asas  

Akuntab i l i t a s : - - - - - - - - - - - - -

“Yang  dimaksud  dengan  Asas  Akuntab i l i t a s  adalah  

asas  yang  menentukan  bahwa  set i ap  keg ia tan  dan  

has i l  akh i r  dar i  keg ia tan  Penye lenggara  Negara  

harus  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  kepada  

masyaraka t  atau  rakya t  sebaga i  pemegang  kedau la tan  

te r t i n gg i  negara  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang - undangan  yang  

ber laku . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa proses  hukum atas  kasus- kasus  yang  dia l ami  o leh  

para  penguggat  ada lah  upaya  untuk  mendorong  

akuntab i l i t a s  te rhadap  Let j en  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  

M.B.A  yang  pada  saat  ket i ga  kasus  pelanggaran  HAM 

bera t  te rsebu t  te r j ad i  menjaba t  sebaga i  PANGDAM V JAYA 
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DAN  PANGKOOPS  Mantap  Jaya  I I I  yang  memi l i k i  

tanggung jawab  atas  keamanan  di  wi layah  DKI  Jakar ta  

( Ibu  

Kota) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Ber ten tangan  dengan  hak  korban  untuk  mendapatkan  

proses  perad i l an  yang  ju j u r  ( fa i r  t r i a l ) ,  pr ins i p -

pr ins i p  Kebenaran ,  kead i l an  dan  pemenuhan  hak  

korban ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Para  Penggugat  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  

warga  Negara  Indones ia  la i nnya  untuk  mendapatkan  

persamaan  per l i n dungan  hukum mela lu i  pengad i l an .  

Hal  in i  sebaga imana  d i j amin  dalam  Undang- Undang 

No.39  Tahun  1999  ten tang  Hak  Asas i  Manus ia :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  5  ayat  

(1 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Set i ap  orang  diaku i  sebaga i  manusia  pr ibad i  yang  

berhak  menuntu t  dan  mempero leh  per lakuan  ser ta  

per l i n dungan  yang  sama  sesua i  dengan  martaba t  

kemanus iaanya  di  depan  

hukum.” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan,  maka  keputusan  Tergugat  te lah  
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melanggar  persamaan  hak  di  depan  hukum  bagi  

penggugat  yang  tengah  mendorong  proses  peny id i kan  

di  Kejaksaan  Agung  berdasarkan  has i l  penye l i d i k an  

yang  te l ah  di l akukan  Komnas HAM; -

Bahwa  PARA  PENGGUGAT  berhak  mendapatkan  kead i l an  

mela lu i  proses  hukum  berupa  penye l i d i k an ,  

peny id i kan ,  penuntu tan  dan  pemer iksaan  dalam 

pengad i l an  HAM sebaga imana  yang  dia tu r  da lam 

Undang- Undang  No.26  Tahun  2000  Tentang  Pengad i l an  

HAM,  sebaga imana  di j e l a s kan  dalam  bag ian  Fakta  

Hukum; - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  20  Maret  2008,  Tergugat  te lah  mener ima  

korban  pelanggaran  HAM di  anta ranya  korban  kasus  

Tr i sak t i ,  Pencu l i kan  dan Pengh i l angan  Orang  Secara  

Paksa.  Dalam  per temuan  te rsebu t ,  te rguga t  

menyatakan  mendukung  upaya  penye lesa ian  kasus  

pelanggaran  HAM.  Namun  pengangka tan  Letnan  

Jendera l  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA oleh  te rguga t  

menunjukan  peng ingkaran  dan  inkons i s t ens i  s ikap  

te rguga t  da lam  dukungan  penye lesa ian  kasus  

pelanggaran  HAM  bera t .  (Buk t i  P 

26) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karenanya   PARA PENGGUGAT berhak  d ibe r i kan  

jaminan  kepast i an  penye lesa ian  kasus- kasus  yang  

dia l am inya  untuk  dise lesa i kan  mela lu i  mekanisme  

pengad i l an .  Dengan  Pengangkatan  Sja f r i e  

Sjamsoedd in  berpo tens i  member ikan  ket i dapas t i an  

hukum  bag i  penggugat ,  karena  t i dak  ada  
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s ink ron i sas i  putusan  anta ra  lembaga  Negara  dalam 

hal  in i  anta ra  has i l  penye l i d i k an  Komnas  HAM 

dengan  Keputusan  Pengangkatan  Sja f r i e  Sjamsoedd in  

sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  

RI ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c .  Ber ten tangan  dengan  hak  Para  Penggugat  sebaga i  korban  

pelanggaran  HAM untuk  adanya  pencegahan  kekerasan  oleh  

TNI  dimasa  depan  mela lu i  agenda  Reformas i  

TNI ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  

Bahwa  sa lah  satu  upaya  untuk  mencegah  beru langnya  

t i ndak  kekerasan  di  masa  depan  ada lah  dengan  

di l akukannya  re fo rmas i  d i  ins t i t u s i - ins t i t u s i  yang  

potens ia l  melakukan  t i ndak  kekerasan ,  d ian ta ranya  

Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  (TNI ) ,  Kepol i s i a n  

Republ i k  Indones ia  (POLRI)  dan  Badan  In te l i j e n  

Negara  (BIN) .  Ci ta - c i t a  luhur  re fo rmas i  te rsebu t  

hanya  mungkin  te rcapa i  mela lu i  pembentukan  

pemer in tahan  yang  demokra t i s ,  bers i h  dan  

berwibawa.  Pemer in tah  yang  di i ng i nkan  ada lah  

pemer in tahan  yang  mampu  menata  keh idupan  

demokra t i s  dan  mewujudkan  supremas i  hukum,  mampu 

memberantas  KKN dan  segenap  peny impangan  la i nnya  

yang  menghambat  pembangunan  maupun  kepent i ngan  

nas iona l  (Buk t i  P 

27) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  upaya  Reformas i  te rhadap  ins t i t u s i - ins t i t u s i  
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te ru tama  pada  TNI  te l ah  d iakomodi r  d i  da lam 

se jumlah  pera tu ran  perundang- undangan  di  

Indones ia :  TAP No  VI /MPR/2000  Tentang  Pemisahan  

TNI  dan  Pol r i ,  TAP MPR No  VI I /MPR/2000  Tentang  

Peran  TNI  dan  Pol r i ,  Undang- Undang  No.  3  tahun  

2002  Tentang  Per tahanan  Negara ,  Undang- Undang No.  

34  Tahun  2004  Tentang  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  

dan  di j e l a skan  dalam  buku  put i h  per tahanan  

(2008) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ re f o rmas i  TNI  merupakan  komi tmen  bangsa  yang  

di l aksanakan  secara  ber tahap  dan  ber lan j u t ,  

mencakup  penataan  st ruk tu r ,  ku l t u r  dan  ta ta  n i l a i  

sebaga i  satu  kesatuan  perubahan  yang  utuh  dan  

menyelu ruh ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  dalam  rangka  menuju  per tanggung jawaban  

hukum yang  merupakan  perba i kan  s is tem  lama  te l ah  

disebu tkan  da lam  TAP  MPR  Nomor  VI I /MPR/2000  

ten tang  Peran  TNI  dan  POLRI  disebu tkan :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  3  ayat  

a; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pra ju r i t  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  tunduk  kepada  

kekuasaan  perad i l an  mi l i t e r  da lam hal  pe langgaran  

hukum  mi l i t e r  dan  tunduk  kepada  kekuasaan  
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perad i l an  umum da lam ha l  pe langgaran  hukum pidana  

umum” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  bagian  per t imbangan  TAP  MPR Nomor  VI  

Tentang  pemisahan  TNI  dan  Pol r i  

d ika takan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

 “ [ . . . ]  sa lah  satu  tun tu tan  re fo rmas i  dan  

tan tangan  masa  depan  ada lah  d i l akukanya  

demokra t i sas i ,  maka  dipe r l u kan  repos i s i  dan  

res t r uk t u r i s a s i  Angkatan  Bersen ja ta  Republ i k  

Indones ia .  Upaya  in i  berguna  untuk  mendorong  

Ins t i t u s i  TNI  menjad i  ins t i t u s i  yang  

pro fes i ona l ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  bentuk  kepro fes i ona l an  TNI  harus  taa t  pada  

atu ran  hukum.  Sebaga imana  yang  di j e l a skan  dalam 

bag ian  per t imbangan  Undang- Undang No.  34  Tahun 

2004 Tentang  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia : - - - -

huru f  

d; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Bahwa  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  dibangun  dan  

dikembangkan  secara  pro fes i ona l  sesua i  kepent i ngan  

pol i t i k  negara ,  mengacu  pada  ni l a i  dan  pr ins i p  

demokras i ,  supremas i  s ip i l ,  hak  asas i  

manus ia , ke ten tuan  hukum  nas iona l ,  dan  keten tuan  

hukum  in te rnas i ona l  yang  sudah  d i ra t i f i k a s i ,  
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dengan  dukungan  anggaran  belan ja  negara  yang  

dike lo l a  secara  t ransparan  dan akuntabe l ” ; - - - - - -

Bahwa proses  Reformas i  yang  te r j ad i  d i  Indones ia  juga  

mendorong  persamaan  semua anggota  masyaraka t  atau  

warga  Negara  Indones ia  te rmasuk  anggota  TNI  

dihadapan  hukum.  Tak  te rkecua l i  da lam  ju r i s d i k s i  

hukum  HAM di  Indones ia  sebaga imana  yang  dia tu r  

d ian ta ranya  dalam Undang- Undang  No.  26  Tahun  2000 

Tentang  Pengad i l an  HAM dan  Undang- Undang No.  39 

Tahun  1999  Tentang  Hak  Asas i  

Manus ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa lah i r n ya  Undang- Undang No.  26 Tahun  2000  Tentang  

Pengad i l an  HAM memer in tahkan  pendi r i an  pengad i l an  

HAM  sebaga i  upaya  untuk  meminta  per tanggung  

jawaban  atas  kekerasan  yang  te l ah  te r j ad i ,  se la i n  

i t u  sebaga i  upaya  hukum  untuk  mencegah  

kete ru l angan  dan  seka l i gus  koreks i  te rhadap  

per i l a ku  apara tus  negara  dan  penye lenggaran  

pol i t i k .  Sebaga imana  te r t u l i s  da lam  penje lasan  

Undang- Undang 26  tahun  2000;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  “ . . . . . B e r t i t i k  to l ak  dar i  perkembangan  hukum,  

baik  di t i n j a u  dar i  kepent i ngan  nas iona l  maupun  

dar i  kepent i ngan  in t e r nas i ona l ,  maka  untuk  

menyelesa iakan  masalah  pe langgaran  hak  asas i  

manus ia  yang  bera t  dan  mengembal i kan  keamanan  dan  

perdamaian  d i  Indones ia  per lu  diben tuk  Pengad i l an  
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Hak Asas i  Manusia  yang  merupakan  pengad i l an  khusus  

bag i  pe langgaran  hak  asas i  manusia  yang  bera t ”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam penerapan  Undang- Undang No.  26  Tahun  2000  

Tentang  Pengadi l an  HAM  dalam  ka i t an  dengan  

pengad i l an  hak  asas i  manus ia  yang  mel iba t kan  

anggota  mi l i t e r  sebaga i  pe laku  ke jaha tan  te rhadap  

kemanus iaan ,  d ia tu r  da lam pasa l  9 Undang- Undang No 

26  Tahun  2000  Tentang  Pengad i l an  

HAM; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  send i r i n ya  pengangkatan  Letnan  Jendera l  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  waki l  

Menter i  Per tahanan  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

pr ins i p  hak  asas i  manus ia ,  kese jah te raan  umum,  

keten tuan  hukum  nas iona l  maupun  in t e rnas i ona l  

sebaga imana  yang  di j amin  dalam  Undang- Undang No.  

34  Tahun  2004  Tentang  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia :  

- - - - - - - - - - - - - -

pasa l  2 huru f  

d; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Tenta ra  Pro fes iona l ,  ya i t u  ten ta ra  yang  te r l a t i h ,  

te rd i d i k ,  d iper l engkap i  secara  baik ,  t i dak  

berpo l i t i k  prak t i s ,  t i dak  berb i sn i s ,  dan  di j am in  

kese jah te raannya ,  ser ta  mengiku t i  keb i j akan  

pol i t i k  negara  yang  menganut  pr ins i p  demokras i ,  

supremas i  s ip i l ,  hak  asas i  manus ia ,  keten tuan  
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hukum nas iona l ,  dan hukum in te rnas i ona l  yang  te l ah  

di ra t i f i k a s i ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pengangkatan  Let j en  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  MBA,  

yang  masih  menjaba t  sebaga i  Tenta ra  akt i f ,  

mengingkar i  semangat  penar i kan  peran  TNI  da lam 

wi layah  pol i t i k .  da lam  per t imbangan  Kete tapan  

Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat  Republ i k  Indones ia  

Nomor  VI /MPR/2000  Tentang  Pemisahan  Tenta ra  

Nasiona l  

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

huru f  d 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Bahwa  peran  sos ia l  po l i t i k  da lam  dwi fungs i  

Angkatan  Bersen ja ta  Republ i k  Indones ia  menyebabkan  

te r j ad i nya  peny impangan  peran  dan  fungs i  Tenta ra  

Nasiona l  Indones ia  dan  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  

Indones ia  yang  berak iba t  t i dak  berkembangnya  

send i - send i  demokras i  da lam  keh idupan  berbangsa ,  

bernegara ,  dan  

bermasyaraka t ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karenanya  pela rangan  menduduk i  jaba tan  

s ip i l  dan  jaba tan  pol i t i k  d ia tu r  leb ih  jauh  dalam 

Undang- Undang No.  34  Tahun  2004  ten tang  Tenta ra  

Nasiona l  Indones ia  (TNI ) ,  khususnya  da lam 
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keten tuan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Pasal  47  ayat  1  yang  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pra ju r i t  hanya  dapat  menduduk i  jaba tan  s ip i l  

sete l ah  mengundurkan  di r i  atau  pens iun  dar i  

d inas  akt i f  kepra ju r i t a n ” ; - - - - - -

Pasa l  39  ayat  2  yang  

berbuny i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

“Pra ju r i t  d i l a r ang  da lam  keg ia tan  pol i t i k  

prak t i s ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Pasa l  2  huru f  d  yang  

berbuny i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

“Tenta ra  Pro fes iona l ,  ya i t u  ten ta ra  yang  

te r l a t i h ,  te rd i d i k ,  d ipe r l engkap i  secara  baik ,  

t i dak  berpo l i t i k  prak t i s ,  t i dak  berb i sn i s ,  dan  

di j am in  kese jah te raannya ,  ser ta  mengiku t i  

keb i j akan  po l i t i k  negara  yang  menganut  pr ins i p  

demokras i ,  supremasi  s ip i l ,  hak  asas i  manus ia ,  

keten tuan  hukum  nas iona l ,  dan  hukum 

in te rnas i ona l  yang  te lah  

di ra t i f i k a s i ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa  dikhawat i r k an  pember ian  jaba tan  pol i t i s  dan  

jaba tan  s ip i l  kepada  anggota  TNI  akt i f  akan  
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membuka  ruang  in te r vens i  anggota  TNI  keda lam 

proses  pengambi l an  keb i j akan  yang  seharusnya  

di l akukan  oleh  masyaraka t  s ip i l ,  Jabatan  Waki l  

Menter i  Per tahanan  merupakan  jaba tan  s ip i l  dan  

pol i t i s .  Hal  in i  d ika renakan  kementer i an  

Per tahanan  memi l i k i  tugas  dan  fungs i  mengambi l  

keb i j akan  te rka i t  dengan  s is t em,  anggaran  dan  

keb i j akan  per tahanan .  Tugas  dan  fungs i  in i  t i dak  

bisa  d i l aksanakan  oleh  seseorang  yang  memi l i k i  

keanggotaan  dar i  ins t i t u s i  yang  dia tu r  TNI .  

Sebaga i  contoh ,  Sja f r i e  Sjamsoedd in  berpangka t  

Letnan  Jendera l  sebaga i  Wamenhan,  Sedangkan  

ins t i t u s i  TNI  yang  menja lankan  keb i j akan  

per tahanan  dar i  Kementer i an  Per tahanan  dip imp in  

oleh  seorang  Jendera l  yang  mana  atasan  Let j en  

Sja f r i e  Sjamsoed in  MBA da lam kesatuan  TNI ; - - -

  

Bahwa  dengan  adanya  ketaa tan  hukum  HAM  dan  

pro fes i ona l i sme  TNI  akan  mendorong  penc ip taan  

s i t uas i  menurunnya  angka  kekerasan .  Dan  seh ingga  

di  harapkan  kasus- kasus  pelanggaran  HAM yang  

dia l am i  penggugat  t i dak  beru lang  di  masa  akan  

datang ; - -

Ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  No 10 Tahun  2004  ten tang  

Pembentukan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  Kete tapan  MPR NO.  I I I /MPR/2000  ten tang  

Sumber  Hukum dan  Tata  Urut  Pera tu ran  Perundang-
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undangan  yang  menje laskan  ten tang  susunan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  sebaga i  ber i ku t  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

2; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tata  uru tan  pera tu ran  perundang- undangan  merupakan  

pedoman da lam pembuatan  atu ran  hukum di  bawahnya.  

Tata  uru tan  pera tu ran  perundang- undangan  repub l i k  

Indones ia  ada lah  : - - - - - - - - - - - -

Undang- Undang  Dasar  

1945; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kete tapan  Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat  Republ i k  

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Undang-

Undang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  pemer in tah  Penggant i  Undang- Undang 

(Perpu) ; - - - - - - -

Pera tu ran  

Pemer in tah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  
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Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  Kete tapan  MPR NO.  I I I /MPR/2000  ten tang  

Sumber  Hukum dan  Tata  Urut  Pera tu ran  Perundang-

undangan,  Pres iden  membuat  Keputusan  Pres iden  

ada lah  dalam  rangka  menja lankan  fungs i  dan  

tugasnya  berupa  pengatu ran  pelaksanaan  

admin is t r a s i  negara  dan  admin is t r a s i  pemer in tahan  

seper t i  d i j e l a s kan  : - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  3  ayat  

(6 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 “ Keputusan  Pres iden  yang  bers i f a t  mengatu r  d ibua t  

o leh  Pres iden  untuk  menja lankan  fungs i  dan  

tugasnya  berupa  pengatu ran  pe laksanaan  

admin is t r a s i  negara  dan  admin is t r a s i  

pemer in tahan . ” ; - -

Bahwa  da lam  rangka  pembangunan  hukum  nas iona l  maka 

diben tuk l ah  standar  yang  mengika t  semua  lembaga  

yang  berwenang  membuat  pera tu ran  perundang-

undangan  sesua i  dengan  Undang- Undang No.  10  Tahun 

2004  Tentang  Pembentukan  Pera tu ran  Perundang-

undangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa obyek  gugatan  berupa  Keputusan  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  No.  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  

2010   merupakan  obyek  dar i  atu ran  perundang-

undangan  sebaga imana  yang  d ia tu r  da lam  pasa l  7 
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Undang- Undang No.  10  Tahun  2004  Tentang  

Pembentukan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  

sebaga imana  ber i ku t  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Pasal  

7; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         (1 )  Jen is  dan  hie ra r k i  Pera tu ran  

Perundang- undangan  ada lah  sebaga i  ber i ku t  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

a.   Undang- Undang  Dasar  Negara  Republ i k  

Indones ia  Tahun  1945;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           b.   Undang- Undang/Pera tu ran  Pemer in tah  

Penggant i  Undang-

Undang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                     c.   Pera tu ran  

Pemer in tah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                     d.   Pera tu ran  

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                     e.   Pera tu ran  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pembentukan  Keppres  Nomor   3/P  tahun  2010  harus  

mengacu  pada  se jumlah  atu ran  yang  dia tu r  da lam 

Undang- Undang No.  10  Tahun  2004.  Dian ta ranya  

dinya takan  da lam  pen je lasan  Pasa l  6 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ayat  (1 )  Asas  

Pengayoman; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dalam  huru f  a  yang  d imaksud  “asas  pengayoman”  

ada lah  bahwa  set i ap  mater i  muatan  pera tu ran  

perundang- undangan  harus  ber fungs i  member ikan  

per l i n dungan  dalam  rangka  mencip takan  keten t r aman  

masyaraka t ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  MBA sebaga i  waki l  Menter i  Per tahanan  

oleh  Tergugat  menimbulkan  kerug ian  bagi  korban  

karena  akan  semakin  menghambat  proses  hukum 

(peny id i k an )  te rhadap  ket i ga  kasus  te rsebu t  d ia tas  

khususnya  dalam  ha l  pemanggi l an  Letnan  Jendera l  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  orang  yang  

patu t  d iduga  te r l i b a t  da lam ket i ga  kasus  te rsebu t  

d ia tas  sebaga imana  has i l  penye l i d i k an  Komnas 

HAM; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kemanus iaan  
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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  huru f  b  yang  d imaksud  “asas  kemanus iaan”  

ada lah  bahwa  set i ap  Mater i  Muatan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  harus  mencerminkan  per l i n dungan  

dan  penghormatan  hak- hak  asas i  manusia  ser ta  

harka t  dan  martaba t  set i ap  warga  negara  dan  

penduduk  Indones ia  secara  

propors i ona l . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  M.B.A  sebaga i  waki l  Menter i  

Per tahanan  t i dak  mencerminkan  kese imbangan  

per l i n dungan ,  penghormatan  HAM bag i  sesama  warga  

negara .  Karena  semest i nya ,  Letnan  Jendera l  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoedd in  harus  melakukan  k la r i f i k a s i  

secara  hukum  te r l eb i h  dahu lu  untuk  

mempertanggung jawabkan  dugaan  pelanggaran  HAM 

sebaga imana  disebu tkan  dalam  has i l  penye l i d i k an  

Komnas HAM; - - - -

Asas  Keadi l an  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal am huru f  g yang  d imaksud  “Asas  kead i l an ”  adalah  

bahwa  set i ap  mater i  muatan  pera tu ran  perundang-

undangan  harus  mencerminkan  kead i l an  secara  

propors i ona l  bagi  set i ap  warga  tanpa  

kecua l i . ” ; - - - - - - -

Pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Disclaimer
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Sjamsoedd in ,  MBA sebaga i  waki l  Menter i  Per tahanan  

t i dak  mencerminkan  kead i l an  bagi  korban  yang  masih  

te rus  mendorong  proses  perad i l an  dalam  rangka  

penegakkan  hukum  dan  HAM  di  

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  

pemer in tahan  : - - - - - - -

Dalam  huru f   h  yang  dimaksud  “asas  kesamaan  

kedudukan  dalam  hukum dan   pemer in tahan”  ada lah  

bahwa  set i ap  mater i  muatan  pera tu ran  perundang-

undangan  t i dak  boleh  ber i s i  ha l - ha l  yang  bers i f a t  

membedakan  berdasarkan  la ta r  be lakang ,  anta ra  

la i n ,  agama,  suku,  ras ,  go longan ,  gender ,  atau  

sta tus  sos ia l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  MBA sebaga i  waki l  Menter i  Per tahanan  

membukt i kan  t i dak  ada  penghormatan  te rhadap  asas  

kesamaan  kedudukan  dalam  hukum.  Terguga t  te rbuk t i  

mengabaikan  fak ta  hukum  da lam  penye l i d i k an  pro  

jus t i s i a  Komnas  HAM 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

TUNTUTAN

Bahwa atas  penerb i t an  Keputusan  Pres iden  (Keppres )  No.  3/P  

tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010  khususnya  te rhadap  

pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Syaf r i e  Sjamsoed in ,  M.B.A  

sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  te lah  merug ikan  

kepent i ngan  PARA  PENGGUGAT se laku  korban  da lam  kasus  
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Tr i sak t i ,  Pencu l i kan  dan  Pengh i l angan  Orang  Secara  Paksa  

1997- 1998  ser ta  per i s t i wa  13- 15  Mei  1998.  Untuk  i t u ,  PARA 

PENGGUGAT  menyampaikan  tun tu tan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mengabulkan  gugatan  PARA  PENGGUGAT  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Nomor  3/P  

te r t angga l  6  Januar i  2010  khususnya  Tentang  

Pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  

M.B.A  sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Nomor  

3/P  te r t angga l  6  Januar i  2010  khususnya  Tentang  

Pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  

M.B.A  sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atau  j i k a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  

yang  sead i l - ad i l nya  (Ex  Aequo  et  

Bono) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  har i  pers i dangan  yang  te l ah  

di t e t apkan ,   kedua  belah  pihak  te l ah  datang  menghadap  di  

pers i dangan ,  Para  Penggugat  datang  menghadap  kuasanya  

Disclaimer
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bernama  Chr i sb i an to r o ,  SH. ,  Edwin  Par tog i ,  SH. ,  Febi  

Yonesta ,  SH. ,  Har i s  Azhar ,  SH. ,  MA.,  Ind r i a  Fern ida ,  SH. ,  

I r f an  Fahmi ,  SH. ,  Kiagus  Ahmad BS,  SH. ,  Nurkho l i s  Hidaya t ,  

SH. ,  Or i  Rahman,  SH. ,  Poengky  Indar t i ,  SH. ,  LLM. ,  Put r i  

Kanes ia ,  SH. ,  Sr i  Suparya t i ,  SH. ,  LLM dan  Yat i  Andr i yan i ,  

SH. ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  144/SK-

Kont raS/ IV /2010  tangga l  1  Apr i l  2010  dan  Tergugat  datang  

menghadap  kuasanya  bernama  Ivan  Damanik ,  SH. ,  Ratna  Nuru l  

Af iah ,  SH. ,  Roswi ta  Nasut i on ,  SH dan  Ayu  Agung,  S.Sos . ,  

SH. ,  MH;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Terguga t  te l ah  mengajukan  Jawaban  pada  

pers i dangan  tangga l  19  Mei  2010,  yang  pada  pokoknya  

berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  

PENGGUGAT TIDAK  BERKAPASITAS  /BERKEPENTINGAN SEBAGAI 

PENGGUGAT

Bahwa para  Penggugat  da lam  gugatannya  halaman  7  s/d  

ha laman  9  pada  pokoknya  mendal i l k an  bahwa  karena  

mereka  se laku  orang  tua  korban  maupun se laku  korban  

kekerasan  per i s t i wa  13  – 15  Mei  1998  dan  saat  i t u  

Mayjen  TNI  Sja f r i e  Sjamsud in  se laku  PANGKOOPS 

Mantap  Jaya  I I I ,  maka  para  Penggugat  menyatakan  

mempunya i  kedudukan  hukum/ lega l  s tand ing  te rhadap  

penerb i t an  Keppres  Nomor  3/P  Tahun  2010  tangga l  06  

Januar i  2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dal i l  para  Penggugat  sebaga imana  d imaksud  
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ada lah  t i dak  berdasar  sama  seka l i ,  karena  t i dak  

adanya  hubungan  langsung  per i s t i wa  kerusuhan  

dimaksud  dengan  penerb i t an  Keppres  Tergugat  ser ta  

da l i l  para  Penggugat  t i dak  berdasarkan  bukt i  hukum 

yang  mengai t kan  per i s t i wa  13  –  15  Mei  1998  dengan  

penerb i t an  Keppres  a 

quo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  

No.5 /1986  yang  te lah  diubah  dengan  pasa l  53  ayat  

(1 )  Undang- Undang  No.9 /2004  junc to  Undang- Undang 

No.51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha 

Negara  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

“Orang  atau  Badan  Hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  

kepada  pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  

tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  

dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  

dan/a tau  rehab i l i t a s i ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ind rohar t o ,  SH,  da lam  bukunya  Usaha  Memahami  Undang  

Undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Buku  

I I ,  ha laman 38- 39  menyebutkan   anta ra  la i n :  “ka lau  

kepent i ngan  dalam  ka i t annya  dengan  yang  berhak  
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menggugat  i t u  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepent i ngan  i t u  ada  hubungannya  dengan  Penggugat  

send i r i ; - - -

Kepent i ngan  i t u  harus  bers i f a t  

pr ibad i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepent i ngan  i t u  harus  

langsung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Kepent i ngan  i t u  secara  obyek t i f  dapat  d i ten tukan ,  

ba ik  mengenai  luas  maupun 

in t ens i t a snya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  dan  pendapat  ah l i  te rsebu t  

d ia tas   maka,  seseorang  atau  badan  hukum se laku  

Penggugat  harus  dapat  menunjukkan  dan  membukt i kan  

bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan   i t u  merug ikan  kepent i ngannya  secara  

langsung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keppres  No.3 /P  Tahun  2010  merupakan  Keputusan  

Pres iden  ten tang   pengangkatan  Waki l  Menter i  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA 

sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dr . I r . L uk i t a  Dinarsyah  Tuwo,  MA  sebaga i  Waki l  

Halaman  57 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menter i  Perencanaan  Pembangunan  Nasiona l /Ke tua  

Bappenas ; - - - - - - - - - - -

Pro f .d r . Fas l i  Ja la l  sebaga i  Waki l  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l ; - - - - -

Bahwa Keppres  dimaksud  ada lah  sebaga i  perwu judan  dar i  

hak  dan wewenang Pres iden  se laku  pemegang kekuasaan  

ekseku t i f  da lam  menja lankan  roda  pemer in tahan  

sebaga imana  diamanatkan   pasa l  4  dan  pasa l  17  

Undang  Undang  Dasar  1945  junc to  pasa l  10  Undang 

Undang  Nomor  39  Tahun  2008  ten tang  Kementer i an  

Negara ;  - - - - - - - - - -

Bahwa Keppres  a  quo  t i dak  di tu j ukan  langsung  kepada  

para  Penggugat  dengan  demik ian     t i dak  ada  

kepent i ngan  langsung  dar i  Penggugat  yang  di rug i kan  

dengan di te t apkannya   Keppres  a quo ; - - - - -

Berdasarkan  dal i l - da l i l  te rsebu t  d ia tas  maka 

Keputusan  aquo  t i dak  merug ikan  kepent i ngan  

Penggugat  oleh  karena  i t u  cukup  bera lasan  untuk  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - -

GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

Gugatan  para  Penggugat  t i dak  te rang  atau  kabur ,  

dengan  alasan- alasan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menuru t  M.  Yahya  Harahap,  SH dalam  bukunya  Hukum 

Acara  Perdata ,  ha laman  448,  

menyebutkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - -

”Yang  dimaksud  dengan  obscuur  l i be l ,  sura t  gugatan  

penggugat  t i dak  te rang ,  atau  is i n ya  gelap  

(ondu ide l i j k ) .  Disebur  juga ,  fo rmu las i  gugatan  yang  

t i dak  je l as  

” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Pasa l  53  ayat  (2 )  Undang- Undang  No.5 /1986  yang  te l ah  

diubah  dengan  pasa l  53  ayat  (2 )  Undang- Undang  

No.9 /2004  junc to  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua   Atas   Undang- Undang  No.5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

d isebu tkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”A lasan  –a lasan  yang  dapat  d igunakan  dalam gugatan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

(a ) Keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  diguga t  

i t u  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b ) Keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  diguga t  

i t u  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  

baik ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa  para  Penggugat  dalam  da l i l  gugatannya  t i dak  

menje laskan  dan  t i dak  menyebutkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  manakah  yang  di l anggar  

Tergugat  da lam  menerb i t k an  Keppres  No.3 /P  Tahun  

2010,  yang  mengak iba tkan  secara  langsung  merug ikan  

para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  para  Penggugat  mendal i l k an  gugatannya  hanya  

berdasarkan  asumsi - asumsi  dan  teo r i - teo r i  yang  

t i dak  je l as  ka i t annya  dengan  fak ta  dan  dasar  hukum 

( fe te l i j k e  grond / rec t s  grond ) ,  seh ingga  gugatan  

menjad i  t i dak  je l as  dan t i dak  ten tu  ( een duide l i j k e  

en  bepaa lde  

conc lu t i e ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  gugatan  Para  Penggugat  ada lah  

gugatan  yang  t i dak  je l as  ( obscuur  l i be l )  dan bahkan  

t i dak  ada  ka i t an  hukumnya  ( rech ts  

bet rekk i ng ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum  Tergugat  menjawab  dan/a tau   menanggap i  gugatan  

para  Penggugat   te r l eb i h  dahulu  kami  menyatakan  hal - ha l  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - -

Bahwa da l i l - da l i l ,  dasar  hukum  yang  diu ra i kan  Terguga t  

da lam  Ekseps i    adalah  te rmasuk  sebaga i  bag ian  yang  

t i dak  te rp i sahkan   dengan  jawaban  dalam  pokok  

Disclaimer
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perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

Bahwa   Tergugat   menyatakan  dengan  tegas  menolak  dan  

membantah  se lu ruh  pendapat ,  da l i l ,  tun tu tan  dan  

sega la  sesua tu  yang  dikemukakan  o leh  para  Penggugat  

da lam  gugatannya ,  kecua l i  yang  d iaku i  secara  tegas  

oleh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  oleh  para  Penggugat  ada lah  

t i dak  benar  dan  t i dak  berdasar   hukum,  dengan  alasan  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tergugat  aquo  Tidak  Ber ten tangan /Te lah  Sesua i  

dengan  Asas- Asas  umum  pemer in tahan  yang  baik ,  

sebaga imana  disebu tkan  dalam  Undang- Undang Nomor  28 

Tahun  1999  Tentang  Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  

dan Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan Nepot i sme;

Bahwa para  Penggugat  dalam gugatannya  ha laman 16 – 17  

mendal i l k an  yang  pada  pokoknya   Keputusan  

Tergugat  aquo  ber ten tangan  dengan  asas  kepast i an  

hukum,  asas  kepent i ngan  umum,  asas  

propors i ona l i t a s ,  dan  asas  akuntab i l i t a s ,  da l i l  

para  Penggugat  te r sebu t  ada lah  t i dak  

benar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Pasa l  3  junc to  Penje lasan  Pasa l  3  Undang 

Undang  Nomor  28  Tahun  1999  menyebutkan  secara  

r i nc i  ten tang  asas- asas  umum penye lenggara  Negara  
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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  kepas t i an  hukum,  asas  da lam  negara  hukum 

yang  mengutamakan  landasan  pera tu ran  perundang-

undangan,  kepatu tan ,  dan  kead i l an  dalam  set i ap  

keb i j akan  Penye lengara  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Ter t i b  Penye lenggara  Negara ,   asas  yang  

menjad i  landasan  kete ra tu r an ,  kese la rasan ,  dan  

kese imbangan  dalam  pengenda l i an  Penye lenggara  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kepent i ngan  Umum,  asas  yang  mendahulukan  

kese jah te raan  umum dengan  cara  yang  asp i ra t i f ,  

akomodat i f ,  dan 

se lek t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Keterbukaan ,  asas  yang  membuka di r i  te rhadap  

hak  masyaraka t  untuk  mempero leh  in f o rmas i  yang  

benar ,  ju j u r ,  dan  t i dak  d isk r im ina t i f  ten tang  

penye lenggaraan  negara  dengan  te tap  

memperhat i kan  per l i n dungan  atas  hak  asas i  

pr ibad i ,  go longan ,  dan  rahas ia  

negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Asas  propors i ona l i t a s ,   asas  yang  mengutamakan  

kese imbangan  anta ra  hak  dan  kewaj i ban  

Penye lenggara  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Profess iona l i t a s   asas  yang  mengutamakan  

keah l i an  yang  ber landaskan  kode  et i k  dan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ;  

dan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Asas  Akuntab i l i t a s ,  asas  yang  menentukan  bahwa 

set i ap  keg ia tan  dan  has i l  akh i r  dar i  keg ia tan  

Penye lenggara  Negara  harus  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  kepada  masyaraka t  atau  

rakya t  sebaga i  pemegang  kedau la tan  te r t i n gg i  

negara  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Keppres  a  quo  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  

kepast i an  hukum  karena  penun jukan  dan  

pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  

sudah  memperhat i kan  dan  mengutamakan  landasan  

pera tu ran  hukum,  kepatu tan ,  dan  

kead i l an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan  

Let j en  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA  merupakan  

sa lah  seorang  yang  semest i nya  dipe r i k sa  dalam 

proses- proses  hukum  atas  pe langgaran  HAM 
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(gugatan  hal .  16)  ada lah  t i dak  

berdasar ; - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  yang  menyebutkan ,  . . . semest i nya  

dipe r i k sa . . . ” ,  adalah  dal i l  yang  t i dak  d idukung  

fak ta  hukum karena  te rhadap  Let j en  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoed in ,  

MBA;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Penje lasan  Umum angka  3  huru f  c  

da lam  Penje lasan  Undang- Undang  RI  Nomor  8  Tahun  

1981   Tentang  HukumAcara  Pidana  

disebu tkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Set i ap  orang  yang  disangka ,  d i tangkap ,  d i tahan ,  

d i t un tu t  dan  atau  dihadapkan  di  muka  s idang  

Pengad i l an ,  waj ib  dianggap  t i dak  bersa lah  sampai  

adanya  putusan  Pengadi l an  yang  menyatakan  

kesa lahannya  dan  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap ” ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA 

t i dak  dalam keadaan  disangka ,  d i tangkap ,  d i t ahan ,  

d i t un tu t ,   t i dak  dihadapkan  di  muka  s idang  

Pengad i l an  bahkan  t i dak  ada  putusan  Pengad i l an  

yang  menyatakan  kesa lahannya  dan  mempero leh  

kekuatan  hukum  te tap  dalam  masalah  HAM yang  

dida l i l k a n  Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  dal i l  Penggugat  ada lah  

t i dak  benar  dan  t i dak  berdasar  seh ingga  

pengangkatan  dan  penun jukan  Letnan  Jendera l  TNI  
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Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan  sudah  benar  dan  berdasarkan  asas  

kepast i an  hukum;

Bahwa  Keppres  a  quo  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  

kepent i ngan  umum   karena  penun jukan  dan  

pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  

sudah  di l akukan  dengan  cara  yang  asp i ra t i f ,  

akomodat i f ,  dan 

se lek t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  pokoknya  menyebutkan  kasus-

kasus  pelanggaran  HAM merupakan  kasus  yang  dapat  

d ika tego r i k an  sebaga i  musuh umat  manusia  seh ingga  

penun jukan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  

t i dak  

tepa t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  sepakat  bahwa  kasus- kasus  pelanggaran  

HAM merupakan  kasus  yang  dapat  d ika tego r i k an  

sebaga i  musuh  umat  manus ia  dan  menjun jung  t i ngg i  

hak  asas i   manus ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  da lam  proses  penun jukan  dan  

pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  

sudah  mempert imbangkan  berbaga i  s is i  dan 

kompetens i ,  per t imbangan  dimaksud  baik  da lam 
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bidang  pro fess iona l i sme  maupun  kapab i l i t a s  yang  

bersangku tan  dan  sudah  mela lu i  se leks i  yang  dapat  

d ipe r t anggung  jawabkan  ba ik  dar i  seg i  kepangkatan  

maupun  dar i  kua l i t a s  rekam 

je j aknya ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  dal i l   Penggugat  adalah  

t i dak  bera lasan  sama 

seka l i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Keppres  a  quo  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  

propors i ona l i t a s   karena  penun jukan  dan  

pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  

sudah  mengutamakan  kese imbangan  anta ra  hak  dan  

kewaj i ban ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat   yang  pada  pokoknya  menyatakan  

bahwa  proses  hukum atas  kasus- kasus  pe langgaran  

HAM  yang  d iduga  mel iba t kan  Letnan  Jendera l  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA  sedang  ber ja l an  ada lah  

t i dak  berdasar   dan  t i dak  

te rbuk t i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dar i  has i l  ver i f i k a s i  dan  pene l i t i a n ,  

je l as  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA 

t i dak  dalam keadaan  disangka ,  d i tangkap ,  d i t ahan ,  

d i t un tu t ,   t i dak  dihadapkan  di  muka  s idang  

Pengad i l an  bahkan  t i dak  ada  putusan  Pengad i l an  

yang  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  menyatakan  
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kesa lahannya ; - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  Keppres  a  quo  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas  

propors i ona l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Keppres  a  quo  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  

akuntab i l i t a s  karena  penun jukan  dan  pengangka tan  

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA 

sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  kepada  rakya t  sebaga i  

pemegang  kedau la tan  te r t i n gg i  dan  sesua i  dengan  

pera tu ran  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan  

adanya  proses  hukum atas  kasus- kasus  yang  dia l am i  

dan  ket i ka  kasus  pelanggaran  HAM te r j ad i  Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA menjabat  

sebaga i  PANGDAM V JAYA dan  PANGKOOPS Mantap  Jaya  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dal i l  Penggugat  dimaksud  adalah  t i dak  

berdasar ,  karena  sampai  saat  Keppres  a  quo 

di t e rb i t k an  te rhadap  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoed in ,  MBA t i dak  ada  proses  hukum   yang  

di l akukan  sebaga imana  dida l i l k an  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa penun jukan  dan  pengangkatan  Letnan  Jendera l  
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TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  karena  

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA 

ada lah  warga  negara  yang  te l ah  mengabdikan  

di r i n ya  kepada  negara  sebaga i  anggota  TNI  dan  

te lah  meni t i  kar i r  dan  mempero leh  pangkat  sebaga i  

Letnan  Jendera l  seh ingga  patu t  dan  layak  

menduduk i  jaba tan  sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan  yang  merupakan  jaba tan  st ruk tu r a l  

Eselon  I .a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  pos is i  dan   jaba tan  Letnan  Jendera l  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  PANGDAM V 

JAYA dan  PANGKOOPS Mantap  Jaya  I I I  saat  per i s t i wa  

13- 15  Mei  1998  te r j ad i ,  t i dak  dengan  send i r i n ya  

menjad i kannya  bersa lah  melakukan  pidana  HAM ha l  

i t u  masih  harus  d ibuk t i k an  mela lu i  prosedur  ukum 

fo rma l  yang ber laku .  

Sebal i knya  dal i l  Penggugat  sebaga imana  dimaksud  

malah  dapat  d ika tegor i k an  te l ah  melanggar  HAM 

dengan  menuduh  tanpa  dasar  seh ingga  mengingkar i  

asas  umum praduga  t i dak  bersa lah  ( persumpt i on  of  

innocence ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  dal i l  Penggugat  ada lah  

t i dak  berdasar  sama 

seka l i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tergugat  aquo  Tidak  Ber ten tangan  dengan  hak  
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korban  untuk  mendapatkan  proses  perad i l an  yang  ju j u r  

( fa i r  t r i a l ) ,  pr ins i p - pr ins i p  Kebenaran ,  kead i l an  dan  

pemenuhan hak  korban ;

Dal i l  Penggugat  pada  ha laman  18   pokoknya  menyatakan  

bahwa  dengan  pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan  te l ah  melanggar  persamaan hak  d i  depan  

hukum  bag i  Penggugat  dalam  proses  penye l i d i k an  

dan  peny id i kan  pelanggaran  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dal i l  Penggugat  sebaga imana  te rsebu t  ada lah  

t i dak  berdasar  sama  seka l i ,  karena  Tergugat  

t i dak  pernah  mengeluarkan /menerb i t k an  keb i j a kan  

untuk  menghambat   proses  penye l i d i k an  dan  

peny id i kan  pelanggaran  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Proses  hukum  (penye l i d i k an / peny i d i k an /penun tu tan /  

pengad i l an )  ada lah  merupakan  proses   mandi r i  yang  

t i dak  dapat  d i i n t e r vens i  o leh  pihak  manapun 

demik ian  juga  Tergugat  t i dak  dapat  mengin te r vens i  

proses  hukum sebaga imana dida l i l k a n  Penggugat .

Bahwa Penerb i t an  Keppres  a quo  ada lah  ber tu j uan  untuk  

memper lancar  pe laksanaan  tugas  Menter i  d imaksud  

(Mente r i  Per tahanan)  sebaga imana  dalam 

kons ide rans  Menimbang  Keppres  Nomor   3/P  Tahun  

2010  huru f  a,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”a . bahwa untuk  memper lanca r  pelaksanaan  tugas  
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Menter i  yang  memer lukan  penanganan  khusus  

sesua i  keten tuan  Pasa l  10  Undang- Undang  Nomor  

39  Tahun  2008  ten tang  Kementer i an  Negara  

dipandang  per lu  mengangkat  Waki l  

Menter i ” ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  tugas- tugas   pokok  dan wewenang se laku  Menter i  

Per tahanan  yang  akan  d iban tu  pelaksanaannya  oleh  

Waki l  Menter i  Per tahanan  ada lah   sudah  dia tu r  

secara  r i nc i  (Undang- Undang  No.  3  Tahun  2002  

ten tan  Per tahanan  Negara   junc to  Undang- Undang 

No.  34  Tahun  2004  ten tang   Tenta ra  Nasiona l  

Indones ia ) ; - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  tugas- tugas  pokok  se laku  Waki l  Menter i  

Per tahanan  t i dak  ada  satupun  yang  berka i t an  

langsung  dengan  proses  hukum  dalam  pelanggaran  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA 

secara  hukum t i dak  pernah  keh i l angan  haknya  untuk  

diangka t  sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  yang  

merupakan  jaba tan  st ruk tu r a l  Eselon  

I .a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  dal i l  Penggugat  ada lah  t i dak  

berdasar ; - - - - -

Keputusan  Tergugat  aquo  t i dak  ber ten tangan  dengan  hak  

para  penggugat  sebaga i  korban  pelanggaran  HAM untuk  

adanya  pencegahan  kekerasan  oleh  TNI  dimasa  depan  
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mela lu i  agenda re fo rmas i  TNI ;  

Dal i l  Penggugat  pada  ha laman  19  –  21  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  bahwa  pengangkatan  Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoed in ,  MBA  sebaga i  

Waki l  Menter i  Per tahanan  ber ten tangan  dengan  

semangat  re fo rmas i  TNI  dan  mengingkar i  semangat  

penar i kan  peran  TNI  da lam  wi layah  Pol i t i k  ada lah  

dal i l  yang  t i dak  

benar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  kons ide rans  Menimbang huru f  a  Keppres  

Nomor  :  3/P  Tahun  2010 

disebu tkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

”bahwa  untuk  memper lanca r  pe laksanaan  tugas  

Menter i  (dh i .  Menter i  Per tahanan)  yang  memer lukan  

penanganan  khusus  sesua i  keten tuan  Pasa l  10  

Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2008  ten tang  

Kementer i an  Negara ,  d ipandang  per lu  mengangkat  

Waki l  Menter i ” .

Dengan  demik ian  tugas  dan  fungs i  Waki l  Menter i  

ada lah  untuk  memper lancar  tugas  

Menter i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa  tugas  dan  fungs i  Menter i  Per tahanan  sudah  

dia tu r  secara  l im i t a t i f  da lam  pasa l  16  Undang-

Undang Nomor  3 Tahun  2002,  dan tugas  ser ta  fungs i  

d imaksud  t i dak  satupun  yang  mencampur i  
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kepent i ngan  proses  penegakan  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  3  angka  (1)  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2002  

ten tang  Per tahanan  Negara  

disebu tkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

”Per tahanan  negara  disusun  berdasarkan  pr ins i p  

demokras i ,  hak  asas i  manus ia ,  kese jaheraan  umum,  

l i ngkungan  hidup ,  keten tuan  hukum nas iona l ,  hukum 

in te rnas i ona l  dan  keb iasaan  in t e rnas i ona l ,  ser ta  

pr ins i p  hidup  berdampingan  secara  

damai ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  juga  membenarkan  bahwa  dalam  tubuh  

TNI  saat  in i  te l ah  menja lan i  re fo rmas i  dan  

diben tuk  menjad i  ins t i t u s i  yang  pro fess i ona l  

d ib i dangnya  sebaga imana  di j am in  dalam  Undang-

Undang  Nomor  34   Tahun  2004  ten tang  Tenta ra  

Nasiona l  

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Pasa l  10  Undang- Undang  Nomor  39  ten tang  

Kementer i an  Negara  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

” Dalam hal  te rdapa t  beban  ker j a  yang  membutuhkan  

penanganan  secara  khusus ,  Pres iden  dapat  

mengangkat  waki l  menter i  pada  kementer i an  

te r t en tu ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  39 

ten tang  Kementer i an  Negara  menyebutkan  

bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” Yang  dimaksud  dengan  waki l  menter i  ada lah  

pejaba t  kar i r  dan  bukan  merupakan  anggota  

kab ine t ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa Pasa l  70  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  

Nomor  47  Tahun  2009  ten tang  Pembentukan  dan  

Organ isas i  Kementer i an  Negara  

berbuny i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Waki l  Menter i  berada  dibawah  dan  ber tanggung  

jawab  kepada  

Menter i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Waki l  Menter i  merupakan  pe jaba t  kar i r  dan  bukan  

merupakan  anggota  

kab ine t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pejaba t  kar i r  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  

ada lah  pegawai  neger i  s ip i l  yang  te l ah  

menduduk i  jaba tan  st ruk tu r a l  ese lon  

I .a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se lan ju t nya  dalam pasa l  2  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  15  Tahun  2001  junc to  Peratu ran  Pemer in tah  
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Nomor  21  Tahun  2002  t5en tang  Perubahan  atas  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  15  Tahun  2001  ten tang  

Sta tus  Anggota  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  dan  

Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  

menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  untuk  menduduk i  

Jabatan  St ruk tu ra l  sebaga imana  te l ah  diubah  

dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  4  Tahun  2002  

disebu tkan  

bahwa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anggota  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  dan  Anggota  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  yang  akan  

menduduk i  jaba tan  st ruk tu r a l  d ia l i h kan  

sta tusnya  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l ; - - - - - -

Anggota  Tenta ra  Nasiona l  Indones ia  dan  Anggota  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  yang  akan  

menduduk i  jaba tan  st ruk tu r a l  d ia l i h kan  

sta tusnya  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

d ibe rhen t i k an  dengan  hormat  sebaga i  Tenta ra  

Nasiona l  Indones ia  dan  Anggota  Kepol i s i a n  

Negara  Republ i k  Indones ia  yang  akan  menduduk i  

jaba tan  st ruk tu r a l  d ia l i h kan  sta tusnya  menjad i  

Pegawai  Neger i  

Sip i l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Pemberhent i an  sebaga imana  dimaksud  da lam ayat  (2 )  

d i l akukan  te rh i t ung  mula i  tangga l  yang  

bersangku tan  diangka t  sebaga i  Pegawai  Neger i  
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Sip i l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  dalam  Keppres  a  quo  d isebu tkan  bahwa  jaba tan  

Waki l  Menter i  Per tahanan  ada lah  Jabatan  

St ruk tu ra l  Pegawai  Neger i  Sip i l  berupa  Jabatan  

Eselon  I .  A (Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  2008  

junc to  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  100  Tahun 

2000) ,  seh ingga  jaba tan  te rsebu t  bukan lah  jaba tan  

pol i t i k  prak t i s  sebaga imana  dida l i l k a n  para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   dengan  demik ian  kekhawat i r an  Penggugat  

sebaga imana  dimaksud  dalam  dal i l n ya  ada lah  t i dak  

bera lasan ,  karena  baik  hakeka t ,   l i ngkup  fungs i  

dan  tugas  se laku  Waki l  Menter i  Per tahanan  sudah  

secara  l im i t a t i f  d i t en tukan  dan  t i dak  membuka 

ruang  in te r vens i  proses  pengambi l an  keputusan  

sama  seka l i  da lam  b idang  penegakan  hukum   dan  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  dal i l  Penggugat  t i dak  bera lasan  

hukum;- - - -

Keputusan  Tergugat  aquo  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Undang- Undang No  10  Tahun  2004  ten tang  Pera tuan  

Perundang- Undangan;

Dal i l  Penggugat  ha laman  22  –  24  yang  pada  pokoknya  

menyebutkan  bahwa  pembentukan  Keppres  Nomor  3/P  

Tahun  2010  t i dak  sesua i  dengan  Pasal  6  Undang-

Undang  No.  10  Tahun  2004  dian ta ranya  asas  

pengayoman,  asas  kemanus iaan ,  asas  kead i l an  dan  

Halaman  75 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT
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asas  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  

pemer in tahan  ada lah  da l i l  yang  t i dak  

berdasar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berka i t an  dengan  Keputusan  Pres iden ,  menuru t  

Mar ia  Far ida  Ind ra t i ,  anta ra  

la i n  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Is t i l a h  Keputusan  dalam  ar t i  luas  dibag i  dua  

jen i s  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  yang  bers i f a t  mengatu r  

( rege l i ng ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  yang  bers i f a t  menetapkan  

( besch ikk i ng ) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Konsekwens i  kewenangan  Pres iden  membentuk  

berbaga i  keputusan  merupakan  konsekwens i  dar i  

keten tuan  pasa l  4  ayat  (1 )  UUD 1945,  ya i t u  

Pres iden  Republ i k  Indones ia  memegang  kekuasaan  

pemer in tahan  menuru t  Undang  Undang  Dasar .  Sebaga i  

penye lenggara  pemer in tahan ,  Pres iden  berwenang  

menetapkan  pera tu ran  pemer in tah  guna  melaksanakan  

Undang- Undang  atau  menetapkan  Keputusan  Pres iden  

(k i n i  d isebu t  Pera tu ran  Pres iden )  sebaga i  

pe laksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  seh ingga  

merupakan  pera tu ran  perundang- undangan  

( wetgev ing ) .  Sela in  i t u ,  Pres iden  juga  dapat  

menetapkan  Keputusan  Pres iden  (Pera tu ran  

Pres iden )  in i  b iasa  disebu t  Keputusan  Pres iden  

mandi r i ,  te rmasuk  dalam  pera tu ran  keb i j a kan  
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(be le i ds r ege l ,  pseudo- wetgev ing ) ,  bersumber  dar i  

kewenangan  disk res i  ( f re i es  

emerssen ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  ber lakunya  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2004,  k in i  semua Keputusan  Pres iden  yang  bers i f a t  

pera tu ran  disebu t  Pera tu ran  Pres iden ,  te tap i  

Keputusan  Pres iden  yang  bers i f a t  penerapan  

disebu t  Keputusan  Pres iden  (Kompas,  Kamis  tangga l  

14  Ju l i  tahun  2005,  ha laman  6,  ko lom  2  – 

6) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Keputusan  aquo  yang  d ike lua rkan  o leh  

Tergugat  t i dak  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  Tergugat  

mempunya i  kewenangan  mengeluarkan  Keputusan  aquo  

untuk  dalam  hal  te rdapa t  beban  ker j a  yang  

membutuhkan  penanganan  secara  khusus ,  Pres iden  

dapat  mengangkat  waki l  Menter i  pada  Kementer i an  

te r t en tu  (v ide  Pasa l  10  Undang- Undang  No.39  Tahun  

2008  ten tang  Kementer i an  

Negara) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  a quo  yang  d ike lua rkan  oleh  Tergugat  

ada lah  merupakan  keputusan  Pres iden  se laku  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara   ( besch ik i ng )   yang  

bers i f a t  f i na l ,  konkre t  dan  inv i dua l  ser ta  t i dak  

ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  No.10  Tahun  

2004; - - - - - - - - - - -

Bahwa   penerb i t an  Keputusan  Pres iden   sebaga i  produk  

Tata   Usaha  Negara  te l ah  mengacu   kepada  Pasa l  3 
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junc to  Penje lasan  Pasal  3  Undang  Undang  Nomor  28 

tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  Yang 

Bers ih  dan  Bebas  Dar i  Korups i ,  Kolus i ,  Dan 

Nepot i sme; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  asas- asas  Umum Penye lenggaraan  Negara  sebaga i  

pr ins i p  da lam penerb i t an  Keppres  a quo  sudah  kami  

jabarkan  dan  je l askan  secara  r i nc i   da lam poin  A 

te rsebu t  d ia tas  dan  merupakan  kesa tuan  dalam 

jawaban  in i ,  seh ingga  dal i l  Penggugat  sebaga imana  

te rsebu t  ada lah  t i dak  re levan  dan  t i dak  

bera lasan ; - - - - -

Berdasarkan  pada  dal i l - da l i l  te rsebu t  d ia tas ,  bersama 

in i  Tergugat  meminta  dengan  hormat  kepada  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  in i  berkenan  member ikan  putusan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

1. Mener ima  Ekseps i  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

di te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara ; - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Mener ima  Jawaban  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  3/P  Tahun  2010  

Tangga l   6  Januar i  2010  Sah  Menuru t  

Hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Pengad i l an  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  ( ex  aequo  et  

bono ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te r sebu t  

d ia tas ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  Repl i k  pada  

pers i dangan  tangga l  1  Jun i  2010,  yang  is i  se lengkapnya  

cukup  di t un j uk  dalam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

bersangku tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Repl i k  Para  Penggugat  te rsebu t  

d ia tas ,  Tergugat   mengajukan  Dupl i k  pada  pers idangan  

tangga l  14 Jun i  2010; - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  pers i dangan  tangga l  14  Jun i  

2010,   Maje l i s  Hakim te lah  mener ima  Permohonan  In te r vens i  

dar i  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA yang  

te lah  dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  pada tangga l  11 Jun i  2010,  d ibawah  Regis te r  

Perkara  Nomor  :  51/G/2010 /PTUN- JKT;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa atas  permohonan  in te r vens i  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te lah  

mengambi l  s ikap  dan te l ah  menja tuhkan  Putusan  Sela  Nomor  :  

51/G/2010 /PTUN- JKT,   pada  tangga l  21  Jun i  2010  yang  pada  

pokoknya  mengabulkan  Permohonan  In te r vens i  dar i  Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA dan  d idudukkan  

sebaga i  p ihak  Tergugat  I I  In te r vens i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  pers idangan  te l ah  had i r  

Tergugat  I I  In te r vens i  datang  menghadap  kuasanya  bernama :  

Amir  Karya t i n ,  SH dan  M.  Shalahudd in ,  SH. ,  Warganegara  

Indones ia ,  Peker j aan  Advokat  &  Konsu l t an  Hukum  pada  

Kanto r   Amir  Harg ian to  & Par tne rs  alamat  Sent ra  Pemuda 

Ja lan  Pemuda  Kav.  61  No.  3  Jakar ta ,   berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  tangga l  10  Jun i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  dan  

rep l i k  Para  Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  I I  In te r vens i  

te lah  mengajukan  Jawaban  pada  pers idangan  tangga l  28  Jun i  

2010,  yang  pada  pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

PARA  PENGGUGAT  Tidak  Mempunya i  Kedudukan  Hukum dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepent i ngan  Sebaga i  Penggugat

Bahwa  Pasa l  53  Undang- Undang  No.5 /1986  Junc to  Undang-

Undang  No.9 /2004  Juncto  Undang- Undang  No.51 /2009  

mengatu r :  “Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugat an te r t u l i s  

kepada  pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  

tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  

dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  

dan/a tau  

di rehab i l i t a s i . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berka i t an  dengan  keten tuan  Pasal  53  Undang- Undang 

No.5 /1986  Junc to  Undang- Undang  No.9 /2004  Junc to  

Undang- Undang  No.51/2009  te rsebu t ,  Ind rohar t o ,  S.H.  

(Mantan  Ketua  Muda Urusan  Lingkungan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  di  MARI)  da lam  Buku  “ Usaha  Memahami  

Undang- Undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ” ,  

Buku  I I ,  ha laman  34- 39,  secara  gar i s  besar  

berpendapat  bahwa  hak  untuk  menggugat  baru  boleh  

digunakan ,  ka lau  yang  dibe r i kan  hak  untuk  menggugat  

i t u  merasa  kepent i ngannya  te lah  di rug i kan  o leh  

ke lua rnya  suatu  keputusan  TUN yang  berupa  suatu  

penetapan  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sedangkan  maksud  dar i  Kepent i ngan  dalam  ka i t annya  

dengan  yang  berhak  menggugat  ada lah  ka lau  

kepent i ngan  i t u  je l as : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ada  hubungannya  dengan  Penggugat  

send i r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

harus  bers i f a t  

pr ibad i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

harus  

langsung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

secara  obyek t i f  harus  d i t en tukan ,  ba ik  mengenai  luas  

maupun 

iden t i t a snya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam  Gugatannya ,  PARA  PENGGUGAT mendal i l k an  

mempunya i  kedudukan  hukum  ( lega l  stand ing )  dan 

berkepen t i ngan  untuk  mengajukan  Gugatan  pembata lan  

Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 2010 te r t angga l  6 

Januar i  2010,  d ika renakan  PARA  TERGUGAT  ada lah  

se laku  Korban  maupun  Orang  Tua  Korban  Kasus  

Tr i sak t i ,  Semanggi  I ,  Semanggi  I I ,  Kasus  13- 15  Mei  

1998  dan  Kasus  Pencu l i kan  dan  Penghi l angan  Paksa  

Akt i v i s  1997- 1998,  d imana  pada  saat  i t u  TERGUGAT I I  

INTERVENSI  menjaba t  sebaga i  Pangl ima  Komando Daerah  

Mi l i t e r  V Jaya  (Pangdam Jaya)  dan  Pangl ima  Komando 

Operas i  (Pangkoops)  Mantap  Jaya  I I I  yang  dianggap  

PARA  PENGGUGAT  tu ru t  ber tanggung jawab  te rhadap  

Disclaimer
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kasus- kasus  te rsebu t ;

Bahwa Gugatan  PARA  PENGGUGAT te rsebu t  je l as  t i dak  

mempunya i  dasar  hukum sama seka l i ,  karena  penerb i t an  

Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 2010 te r t angga l  6 

Januar i  2010 t i dak  mempunyai  hubungan  langsung  

dengan  kasus- kasus  yang  d imaksud  PARA  PENGGUGAT 

te rsebu t  dan  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 2010  

te r t angga l  6  Januar i  2010 t i dak  mempunyai  ak iba t  

hukum  langsung  kepada  PARA PENGGUGAT ser ta  sama 

seka l i  t i dak  menghalang i  atau  menghent i kan  proses  

hukum dar i  kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT, 

dimana  te l ah  te rdapa t  proses  perad i l an  te rhadap  

kasus- kasus  te rsebu t  yang  te lah  se lesa i .  Disamping  

i t u  penerb i t an  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun  

2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 te rsebu t ,  t i dak  

di t u j u kan  langsung  kepada  PARA PENGGUGAT dan  t i dak  

merug ikan  kepent i ngan  PARA PENGGUGAT secara  langsung  

sama seka l i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  berdasarkan  Pasal  53 Undang- Undang 

No.5 /1986  Junc to  Undang- Undang  No.9 /2004  Junc to  

Undang- Undang  No.51/2009  dan  pendapat  Ind rohar t o ,  

S.H.  sebaga imana  dimaksud  pada  But i r  1.1 .  dan  1.2 .  

d i  atas ,  maka  te rbuk t i  bahwa  PARA PENGGUGAT t i dak  

mempunya i  kedudukan  hukum  dan  kepent i ngan  untuk  

mengajukan  gugatan  pembata lan  te rhadap  Keputusan  

TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  

2010 te rsebu t ,  seh ingga  oleh  karenanya  Gugatan  PARA 

PENGGUGAT  harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  

Halaman  83 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT
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di t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  PARA PENGGUGAT Prematur

Bahwa  di  da lam  s is t em  hukum  Indones ia  dikena l  dan  

ber l aku  Asas  Peraduga  Tidak  Bersa lah  yang  ber laku  

pula  secara  unive rsa l  dan  yang  te lah  pu la  diadops i ,  

anta ra  la i n  

da lam: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Umum but i r  3  huru f  c  pada  Penje lasan  

Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  ( “ Undang- Undang 

No.8 /1981” )  yang  berbuny i :  “Set i ap  orang  yang  

disangka ,  d i t angkap ,  d i t ahan ,  d i t un tu t ,  dan/a tau  

dihadapkan  di  muka  s idang  pengad i l an ,  waj i b  

dianggap  t i dak  bersa lah  sampai  adanya  putusan  

pengad i l an  yang  menyatakan  kesa lahannya  dan  te l ah  

mempero leh  kekuatan  hukum te tap ” ; - - - - - - - - - -

Pasal  18  ayat  (1 )  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  

ten tang  Hak  Asas i  Manusia  ( “ Undang- Undang 

No.39 /1999” )  yang  mengatu r :  ”Set i ap  orang  yang  

di t angkap ,  d i tahan ,  dan  d i t un tu t  karena  disangka  

melakukan  sesuatu  t i ndak  pidana  berhak  dianggap  

t i dak  bersa lah ,  sampai  d ibuk t i k an  kesa lahannya  

secara  sah  dalam  suatu  s idang  pengad i l an  dan  

dibe r i kan  sega la  jaminan  hukum  yang  dipe r l u kan  

untuk  pembelaannya ,  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang-

undangan” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  8  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  2004  ten tang  
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Kekuasaan  Kehak iman  ( “ Undang- Undang No.8 /2004” )  

yang  mengatur :  “Set i ap  orang  yang  disangka ,  

d i t angkap ,  d i t ahan ,  d i t un tu t ,  dan/a tau  dihadapkan  

di  depan  pengad i l an  waj ib  dianggap  t i dak  bersa lah  

sebe lum  ada  putusan  pengad i l an  yang  menyatakan  

kesa lahannya  dan  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sampai  dengan  saat  in i  TERGUGAT I I  INTERVENSI  sama 

seka l i  t i dak  pernah  disangka ,  d i tangkap ,  d i t ahan ,  

d i tun tu t  dan/a tau  d ihadapkan  di  depan  pengad i l an  

te rka i t  dengan  kasus- kasus  yang  dimaksud  o leh  PARA 

PENGGUGAT,  seh ingga  dengan  demik ian  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  ada lah  pihak  yang  t i dak  bersa lah  te rka i t  

dengan  kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA  PENGGUGAT 

berdasarkan  Asas  Praduga  Tidak  Bersa lah  sebaga imana  

te l ah  diu ra i kan  pada  But i r  2.1 .  d i  

atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  Gugatannya ,  PARA PENGGUGAT menuntu t  agar  

PTUN Jakar ta  menyatakan  bata l  dan  t i dak  sah  ser ta  

mencabut  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun  2010  

te r t angga l  6  Januar i  2010  khususnya  ten tang  

pengangkatan  TERGUGAT I I  INTERVENSI  sebaga i  Waki l  

Menter i  Per tahanan ,  dengan  alasan /dasa r  bahwa 

TERGUGAT I I  INTERVENSI  sebaga i  sa lah  satu  pihak  yang  

dianggap  ber tanggung jawab  te rhadap  kasus- kasus  yang  

dimaksud  PARA 

PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  menginga t  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  t i dak  pernah  

dinya takan  bersa lah  atau  ber tanggung jawab  te rhadap  

kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT dalam suatu  

putusan  perad i l an  yang  berkekua tan  hukum  te tap ,  

ten tunya  alasan /dasa r  Gugatan  PARA PENGGUGAT in i  

te l ah  mencedera i  dan/a tau  ber ten tangan  dengan  Asas 

Praduga  Tidak  Bersa lah  sebaga imana  dimaksud  pada  

But i r  2.1 .  d i  atas  dan  te r l eb i h  lag i  te lah  

mencedera i  dan/a tau  melanggar  Hak Asas i  Manusia  dar i  

TERGUGAT  I I  INTERVENSI  sebaga i  subyek  hukum  yang  

t i dak  pernah  dinya takan  bersa lah  dalam  suatu  kasus  

berdasarkan  suatu  putusan  perad i l an  yang  berkekua tan  

hukum te tap  (v i de  Pasal  18  ayat  (1 )  Undang  Undang 

No.39 /1999)  ser ta  Hak  Asas i  Manus ia   TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  (da lam  menja lankan  amanat  negara )  sebaga i  

Waki l  Menter i  Per tahanan,  anta ra  la i n  sebaga imana  

dimaksud  

dalam: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  3  ayat  (2 )  Undang  Undang  No.39 /1999  yang  

mengatu r :  “Set i ap  orang  berhak  atas  pengakuan,  

jaminan ,  per l i n dungan  dan  per lakuan  hukum  yang  

adi l  ser ta  mendapat  kepas t i an  hukum dan  per lakuan  

yang  sama  di  depan  

hukum” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  15  Undang  Undang  No.39 /1999  yang  mengatur :  

“Set i ap  orang  berhak  untuk  memper juangkan  hak  

Disclaimer
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pengembangan  di r i n ya ,  ba ik  secara  pr ibad i  maupun  

ko lek t i f ,  untuk  membangun  masyaraka t ,  bangsa,  dan  

negaranya” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  43  ayat  (2 )  Undang  Undang  No.39 /1999  yang  

mengatu r :  “Set i ap  warga  negara  berhak  tu ru t  ser ta  

da lam  pemer in tahan  dengan  langsung  atau  dengan  

peran ta raan  waki l  yang  dip i l i h n ya  dengan  bebas,  

menuru t  cara  yang  d i t en tukan  dalam  pera tu ran  

perundang-

undangan” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  43  ayat  (3 )  Undang  Undang  No.39 /1999  yang  

mengatu r :  “Set i ap  warga  negara  dapat  d iangka t  

da lam  set i ap  jaba tan  

pemer in tahan ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  Gugatan  PARA PENGGUGAT dengan  

tanpa  mempergunakan  alasan /dasar  bahwa suatu  subyek  

hukum  te lah  dinya takan  bersa lah  berdasarkan  suatu  

putusan  perad i l a n  yang  berkekua tan  hukum  te tap  

ada lah  prematu r ,  seh ingga  oleh  karenanya  Gugatan  

PARA  PENGGUGAT  harus lah  d inya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  PARA PENGGUGAT Kabur  ( Obscuur  Libe l )

Bahwa Pasa l  53  ayat  (2 )  Undang  Undang No.5 /1986  Junc to  

Undang  Undang No.9 /2004  Junc to  Undang  Undang 
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No.51 /2009  dengan  je l as  te lah  mengatu r  bahwa 

“a lasan - alasan  yang  dapat  d igunakan  dalam  gugatan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

ada lah : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  d iguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  d iguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik ; ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sebaga imana  te lah  di j e l a skan  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  pada  But i r  2  di  atas ,  bahwa  TERGUGAT I I  

INTERVENSI  ada lah  subyek  hukum  yang  t i dak  pernah  

dinya takan  bersa lah  berdasarkan  suatu   putusan  

perad i l an  yang  berkekua tan  hukum te tap  dalam kasus-

kasus  yang  dimaksud  PARA  PENGGUGAT,  seh ingga  

pengangkatan  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  sebaga i  Waki l  

Menter i  Per tahanan  berdasarkan  Keputusan  TERGUGAT 

Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 

ten tunya  juga  d idasarkan  pada  per t imbangan  yang  

matang  bahwa  Keputusan  TERGUGAT  te rsebu t  t i dak  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik ,  menginga t  t i dak  adanya  

pelanggaran  hukum yang  te l ah  d i l akukan  oleh  TERGUGAT 

I I  

INTERVENSI; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -
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Bahwa Gugatan  PARA PENGGUGAT yang  menyatakan  Keputusan  

TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  

2010 ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  hanya  didasarkan  pada  

dugaan- dugaan  dan/a tau  asumsi - asumsi  dan/a tau  teo r i -

teo r i  yang  menyatakan  bahwa  TERGUGAT I I  INTERVENSI  

sebaga i  sa lah  satu  pihak  yang  dianggap  

ber tanggung jawab  te rhadap  kasus- kasus  yang  dimaksud  

PARA PENGGUGAT,  te tap i  PARA PENGGUGAT sama  seka l i  

t i dak  dapat  membukt i kan  atau  menunjukkan  te rdapa tnya  

suatu  putusan  perad i l a n  yang  te lah  bekekuatan  hukum 

te tap  yang  menyatakan  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  

bersa lah  da lam  kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA 

PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa oleh  karena  Gugatan  PARA PENGGUGAT in i  d idasarkan  

pada  dal i l - da l i l  yang  t i dak  je l as  atau  kabur ,  karena  

didasarkan  pada  dugaan- dugaan  dan/a tau  asumsi - asumsi  

dan/a tau  teo r i - teo r i  yang  t i dak  je l as  atau  kabur  

kepas t i an  hukumnya  te rka i t  dengan  pos is i  hukum 

TERGUGAT  I I  INTERVENSI  dalam  kasus- kasus  yang  

dimaksud  PARA PENGGUGAT.  Dengan  demik ian  menginga t  

Gugatan  PARA PENGGUGAT didasarkan  pada  dal i l - da l i l  

yang  t i dak  je l as  atau  kabur  ( obscuur  l i be l ) ,  maka 

sudah  seharusnya  Gugatan  PARA PENGGUGAT harus lah  

dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa  se lu ruh  dal i l  yang  te l ah  dikemukakan  TERGUGAT I I  

INTERVENSI  dalam  EKSEPSI ,  mohon  k i ranya  dinya takan  

te lah  te rmasuk  dan  sebaga i  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan POKOK PERKARA in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa TERGUGAT I I  INTERVENSI  menolak  dan menyangka l  dengan  

tegas  se lu ruh  dal i l  dar i  PARA PENGGUGAT,  te rkecua l i  

yang  diaku i  o leh  TERGUGAT I I  INTERVENSI  secara  tegas  

dan te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 2010  te r t angga l  6 

Januar i  2010 t i dak  ber ten tangan  dengan  Undang  Undang  

Nomor  28 Tahun 1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  yang  

Bers ih  dan  Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme  

( “ Undang Undang No.28 /1999” ) ; - - - - - - - - - - - - - - -

3.1 . Bahwa  sebaga imana  te l ah  d ikemukakan  dalam 

EKSEPSI  But i r  2  dan  3  di  atas ,  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  t i dak  pernah  dinya takan  bersa lah  

berdasarkan  suatu  putusan  perad i l an  yang  berkekua tan  

hukum  te tap  dalam  kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA 

PENGGUGAT,  seh ingga  berdasarkan  Asas  Praduga  Tidak  

Bersa lah  yang  ber laku  secara  un ive rsa l  (v ide  

Penje lasan  Umum but i r  3  huru f  c  pada  Penje lasan  UU 

No.8 /1981 ,  Pasal  18  ayat  (1 )  Undang  Undang  

No.39 /1999  dan  Pasal  8  Undang  Undang  No.8 /2004) ,  

TERGUGAT I I  INTERVENSI  harus lah  dinya takan  sebaga i  

subyek  hukum  yang  t i dak  bersa lah  atau  t i dak  

melanggar  hukum.  Oleh  karena  i t u  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  ada lah  subyek  hukum  yang  harus  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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di l i n dung i ,  d iho rmat i  dan  di tegakkan  ser ta  dapat  

melaksanakan  Hak Asas i  Manus ianya  sebaga imana  dia tu r  

da lam  UU No.39/1999 ,  khususnya  Pasa l  3  ayat  (2 ) ,  

Pasal  15,  Pasa l  43  ayat  (2 )  dan  Pasa l  43  ayat  (3 )  

sebaga imana  te lah  diu ra i kan  pada  EKSEPSI  But i r  2  di  

atas ,  te rka i t  da lam mengemban amanat  negara  sebaga i  

Waki l  Menter i  

Per tahanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 . Bahwa  ten tunya  pengangka tan  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  oleh  

TERGUGAT berdasarkan  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  

Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010,  te lah  

memperhat i kan  dan  menerapkan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Undang  Undang No.28 /1999 ,  d ika i t k an  dengan  pos is i  

hukum  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  yang  t i dak  pernah  

dinya takan  bersa lah  berdasarkan  suatu  putusan  

perad i l an  yang  berkekua tan  hukum te tap  dalam kasus-

kasus  yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT, yang  sesua i  pu la  

dengan  hak  atas  pengakuan,  jaminan ,  per l i n dungan  dan  

per l akuan  hukum yang  adi l  ser ta  mendapat  kepast i an  

hukum  dan  per lakuan  yang  sama  di  depan  hukum 

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasal  3  ayat  (2 )  Undang 

Undang  No.39 /1999 .  Disamping  i t u  Keputusan  TERGUGAT 

Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 sama 

seka l i  t i dak  menghalang i  proses  hukum dar i  kasus-

kasus  yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT;- - - - - - - - - - -

Halaman  91 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT
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3.4 . Bahwa dengan  demik ian  Keputusan  TERGUGAT Nomor  

3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 te l ah  

memenuhi  dan  sesua i  dengan  Undang Undang No.28 /1999 ,  

khususnya  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  

anta ra  

la i n : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Asas  Kepast i an  Hukum,  karena  TERGUGAT  te lah  

memperhat i kan  bahwa TERGUGAT I I  INTERVENSI  ada lah  

subyek  hukum  yang  t i dak  bersa lah  atau  t i dak  

melanggar  hukum,  menginga t  TERGUGAT I I  INTERVENSI  

t i dak  pernah  dinya takan  bersa lah  berdasarkan  suatu  

putusan  perad i l a n  yang  berkekua tan  hukum  te tap  

dalam  kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT, 

sesua i  dengan  Asas  Praduga  Tidak  Bersa lah  dan  Hak 

Asas i  Manusia  sebaga imana  dimaksud  pada  But i r  3.1 .  

d i  

atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Asas  Kepent i ngan  Umum,  karena  ten tunya  TERGUGAT 

te lah  memperhat i kan  se lu ruh  s is i  dan  kompetens i  

dar i  TERGUGAT  I I  INTERVENSI,  anta ra  la i n  

per ja l anan  kar i e r ,  loya l i t a s ,  pro fes i ona l i t a s ,  

kapab i l i t a s ,  kua l i t a s  dan  la i n - la i n  dar i  TERGUGAT 

I I  INTERVENSI  se lama berkar i e r ,  ba ik  di  TNI  maupun 

Pemer in tahan ,  yang  di l akukan  mela lu i  se leks i  dan  

pen i l a i a n  yang  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  kepada  

masyaraka t  umum dan  demi  kepent i ngan  umum secara  

kese lu ruhan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Asas  Propors iona l i t a s ,  karena  dalam  Keputusan  

TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6 Januar i  

2010 sama seka l i  t i dak  te rdapa t  satu  ha l  pun,  ba ik  

atu ran  maupun  keb i j a kan ,  yang  dapat  menghambat  

atau  menghalang i  proses  hukum  dar i  kasus- kasus  

yang  dimaksud  PARA  PENGGUGAT.  Disamping  i t u  

TERGUGAT  I I  INTERVENSI  t i dak  dalam  keadaan  

disangka ,  d i tangkap ,  d i t ahan ,  d i tun tu t  atau  di  

hadapkan  d i  depan  s idang  pengad i l an  dan  bahkan  

TERGUGAT  I I  INTERVENSI  t i dak  pernah  dinya takan  

bersa lah  berdasarkan  suatu  putusan  perad i l an  yang  

berkekua tan  hukum  te tap  dalam  kasus- kasus  yang  

dimaksud  PARA PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - -

- Asas  Akuntab i l i t a s ,  karena  TERGUGAT  dapat  

mempertanggung jawabkan  pengangkatan  TERGUGAT  I I  

INTERVENSI  sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  kepada  

rakya t  dan  te lah  sesua i  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  karena  te l ah  

mempert imbangkan  per ja l anan  kar i e r ,  loya l i t a s ,  

pro fes i ona l i t a s ,  kapab i l i t a s ,  kua l i t a s  dan  la i n -

la i n  dar i  TERGUGAT I I  INTERVENSI  se lama berkar i e r ,  

ba ik  d i  TNI  maupun Pemer in tahan ,  ser ta  TERGUGAT I I  

INTERVENSI  t i dak  pernah  dinya takan  bersa lah  

berdasarkan  suatu  putusan  perad i l an  yang  

berkekua tan  hukum  te tap  dalam  kasus- kasus  yang  

dimaksud  PARA  PENGGUGAT,  sesua i  dengan  Asas  

Praduga  Tidak  Bersa lah  dan  Hak  Asas i  Manusia  

Halaman  93 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT
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sebaga imana  dimaksud  pada  But i r  3.1 .  d i  

atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

seh ingga  dengan  demik ian  se lu ruh  dal i l  PENGGUGAT 

t i dak  te rbuk t i  dan  t i dak  berdasarkan  hukum  sama 

seka l i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 2010  te r t angga l  6 

Januar i  2010 t i dak  ber ten tangan  dengan  hak  korban  untuk  

mendapatkan  proses  perad i l an  yang  ju j u r  ( fa i r  t r i a l ) ,  

pr ins i p - pr ins i p  kebenaran ,  kead i l an  dan  pemenuhan  hak  

korban : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  menerb i t kan  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  

Tahun  2010  te r t angga l  6 Januar i  2010,  TERGUGAT te l ah  

memper t imbangkan  dan  memperhat i kan  se lu ruh  aspek  

dan/a tau  hak  dan  kepent i ngan  se lu ruh  masyaraka t ,  

seh ingga  t i dak  hanya  memperhat i kan  hak  seke lompok  

orang  sa ja  dan  hal  in i  ada lah  sesua i  dengan  pr ins i p  

persamaan  hak  d i  muka  hukum  sebaga imana  dimaksud  

pada  Pasa l  3  ayat  (2 )  Undang  Undang  No.39 /1999  yang  

mengatur :  “Set i ap  orang  berhak  atas  pengakuan,  

jaminan ,  per l i ndungan  dan  per lakuan  hukum yang  adi l  

ser ta  mendapat  kepas t i an  hukum dan  per l akuan  yang  

sama  di  depan  

hukum” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pr ins i p  persamaan hak  d i  muka hukum te rsebu t  juga  

di j ad i kan  sebaga i  per t imbangan  TERGUGAT  untuk  

mengangkat  TERGUGAT I I  INTERVENSI  sebaga i  Waki l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menter i  Per tahanan,  ya i t u  dengan  memperhat i kan  t i dak  

te rdapa tnya  suatu  putusan  perad i l an  yang  berkekua tan  

hukum te tap  yang  menyatakan  TERGUGAT I I  INTERVENSI  

bersa lah  atas  kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA 

PENGGUGAT.  Oleh  karena  i t u  TERGUGAT I I  INTERVENSI  

sebaga i  subyek  hukum yang  t i dak  bersa lah  atau  t i dak  

melanggar  hukum,  juga  mempunyai  hak  yang  sama dengan  

warga  negara  Indones ia  la i n  di  muka hukum,  te rmasuk  

hak  untuk  membangun  masyaraka t ,  bangsa,  dan  

negaranya  dan  hak  diangka t  da lam  set i ap  jaba tan  

pemer in tahan  sebaga imana  di l i n dung i  da lam  keten tuan  

Pasal  15,  Pasa l  43  ayat  (2 )  dan  Pasa l  43  ayat  (3 )  

Undang  Undang  No.39/1999 .  Dengan  perka taan  la i n ,  

TERGUGAT I I  INTERVENSI  t i dak  pernah  keh i l angan  hak  

untuk  diangka t  sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  dan  

hal  in i  d i l i n dung i  pu la  oleh  Hak  Asas i  Manusia  

sebaga imana  te rsebu t  d i  atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun  2010  

te r t angga l  6 Januar i  2010 t i dak  te rdapa t  pu la  atu ran  

atau  keb i j akan  dar i  TERGUGAT yang  bermaksud  atau  

ber tu j uan  untuk  menghalang i  atau  menghambat  proses  

penye l i d i k an  dan/a tau  peny id i kan  dar i  kasus- kasus  

yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT.  Bahkan  tugas- tugas  

pokok  dar i  Waki l  Menter i  Per tahanan  yang  saat  in i  

d i j aba t  TERGUGAT  I I  INTERVENSI,  t i dak  mempunyai  

kete rka i t a n  langsung  dengan  proses  hukum dar i  kasus-

kasus  yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT;- - - - - - - - - - -

Bahwa disamping  i t u  proses  hukum te rhadap  kasus- kasus  
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yang  dimaksud  PARA  PENGGUGAT,  ba ik  berupa  

penye l i d i k an ,  peny id i kan ,  penuntu tan  maupun 

perad i l an ,  adalah  bukan  da lam domain  kewenangan  dar i  

TERGUGAT,  o leh  karenanya  TERGUGAT  t i dak  dapat  

melakukan  in te r vens i  da lam  bentuk  apapun  te rhadap  

proses  hukum  dar i  kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA 

PENGGUGAT;- - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  hal  in i  proses  hukum te rka i t  kasus- kasus  

yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT te lah  pernah  te r l a ksana  

yang  dibuk t i k an  dengan  te rdapa tnya  Putusan  Badan  

Perad i l an  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  anta ra  

la i n  te rhadap  anggota  Tim  Mawar–Komando  Pasukan  

Khusus  (Kopasus)  dan  anggota  Br igade  Mobi l–

Kepol i s i an  Republ i k  Indones ia  ( Pol r i )  da lam  kasus-

kasus  yang  dimaksud  PARA 

PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa adapun  dal i l - da l i l  PARA PENGGUGAT te rka i t  dengan  

dugaan- dugaan  dan/a tau  asumsi - asumsi  ten tang  

kete rka i t a n  TERGUGAT I I  INTERVENSI  dalam kasus- kasus  

yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT adalah  bukan  merupakan  

kewenangan  dar i  PTUN Jakar ta  untuk  memer iksa  atau  

mengadi l i n ya ,  seh ingga  sudah  seharusnya  se lu ruh  

dal i l  ten tang  dugaan- dugaan  dan/a tau  asumsi - asumsi  

ten tang  kete rka i t an  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  dalam 

kasus- kasus  yang  dimaksud  PARA PENGGUGAT t i dak  per lu  

dipe r i k sa ,  d ibuk t i k an  atau  dipe r t imbangkan  sama 

seka l i  da lam pers idangan  d i  PTUN Jakar ta ; - - - - - -
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Bahwa  dengan  demik ian  PARA  PENGGUGAT t i dak  dapat  

membukt i kan  dal i l - da l i l n ya  atau  se lu ruh  dal i l  PARA 

PENGGUGAT  t i dak  berdasarkan  hukum  sama  seka l i ,  

seh ingga  harus  di to l a k  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 2010  te r t angga l  6 

Januar i  2010 t i dak  ber ten tangan  dengan  hak  PARA 

PENGGUGAT sebaga i  korban  pelanggaran  HAM untuk  adanya  

pencegahan  kekerasan  oleh  TNI  di  masa  depan  mela lu i  

agenda  re fo rmas i  

TNI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.1 . Bahwa da lam Penje lasan  Undang  Undang  Dasar  1945  

( “UUD  1945” )  te l ah  d inya takan  bahwa  “ Negara  

Indones ia  berdasarkan  atas  hukum ( rech t ss t aa t )  t i dak  

berdasar  atas  kekuasaan  be laka  (machtss taa t ) ”  yang  

dapat  d ia r t i k an  bahwa  Hukum  ada lah  Pangl ima  di  

Indones ia .  Selan ju t nya  dalam  Pasa l  27  UUD 1945  

di tegaskan  kembal i  bahwa  “sega la  warga  negara  

bersamaan  kedudukannya  di  da lam  hukum  dan  

pemer in tahan  dan  waj ib  menjun jung  hukum  dan  

pemer in tahan  i t u  dengan  t i dak  ada  kecua l i n ya ” .  Dalam 

hal  in i  pr ins i p  persamaan  di  muka  hukum in i  te lah  

diadops i  pu la  da lam  Undang  Undang No.39 /1999  

sebaga imana  dia tu r  pada  Pasa l   3  ayat  (2 )  yang  

berbuny i :  “Set i ap  orang  berhak  atas  pengakuan,  

jaminan ,  per l i ndungan  dan  per lakuan  hukum yang  adi l  

ser ta  mendapat  kepas t i an  hukum dan  per l akuan  yang  
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sama  di  depan  

hukum” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.2 . Bahwa  berdasarkan  pada  keten tuan  sebaga imana  

dimaksud  pada  But i r  5.1 .  d i  atas  atau  pr ins i p  

persamaan  di  muka  hukum ( equa l i t y  befo re  the  law ) ,  

t i dak  ada  satu  orang  pun  di  Indones ia  in i ,  ba ik  

s ip i l ,  mi l i t e r  maupun  kepo l i s i a n ,  yang  keba l  hukum,  

apab i l a  melakukan  suatu  pelanggaran  dan/a tau  

ke jaha tan  ( te rmasuk  di  da lamnya  kekerasan  yang  

dimaksudkan  o leh  PARA  PENGGUGAT),  maka  orang  

te rsebu t ,  ba ik  s ip i l ,  mi l i t e r  maupun  kepo l i s i a n ,  

past i  akan  dip roses  secara  hukum  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  ten tunya  

dengan  se la l u  menjun jung  t i ngg i  pu la  Asas  Praduga  

Tidak  Bersa lah ;

5.3 . Bahwa demik ian  pula  ha lnya  dengan  anggota  TNI ,  

j i k a  anggota  TNI  te rsebu t  melakukan  suatu  

pelanggaran  dan/a tau  ke jaha tan ,  maka  anggota  TNI  

te rsebu t  akan  d ip roses  secara  hukum  dengan  

mempergunakan  s is t em  hukum mi l i t e r  yang  ber l aku  di  

Indones ia  atau  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  dimana  anggota  TNI  juga  tunduk  sebaga i  

warga  negara  Indones ia .  Hal  in i  te l ah  d ibuk t i k an  

dengan  te rdapa tnya  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Pidana  

Mi l i t e r ,  Pol i s i  Mi l i t e r ,  Odi tu ra t  Mi l i t e r  dan  

Mahkamah  Mi l i t e r .  Tidak  keba l  hukumnya  anggota  TNI  

te rsebu t  juga  dapat  d ibuk t i k an  dengan  te rdapa tnya  
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proses  hukum dimuka  badan  perad i l an  te rhadap  anggota  

TNI ,  anta ra  la i n :  Kasus  HAM Timor  Timur ,  Kasus  HAM 

Tanjung  Pr iuk ,  dan  la i n - la i n  yang  te l ah  mempero leh  

putusan  badan  perad i l a n  yang  te lah  berkekua tan  hukum 

te tap ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

5.4 . Bahwa dalam Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 

2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 te l ah  je l as  

disebu tkan  bahwa  jaba tan  Waki l  Menter i  Per tahanan  

ada lah  jaba tan  st ruk tu r a l  pegawai  neger i  s ip i l  

berupa  jaba tan  ese lon  I .A . ,  seh ingga  jaba tan  Waki l  

Menter i  Per tahanan  bukan lah  jaba tan  pol i t i k  prak t i s  

dan hal  in i  d idasarkan  pada,  anta ra  la i n :

a) Pasa l  10  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  2008  

ten tang  Kementer i an  Negara  ( “ Undang  Undang 

No.39 /2008” )  yang  mengatu r :  “Da lam  hal  te rdapa t  

beban  ker j a  yang  membutuhkan  penanganan  secara  

khusus ,  Pres iden  dapat  mengangkat  waki l  menter i  

pada  kementer i an  te r t en tu ”  dan  Penje lasan  Pasa l  10 

Undang  Undang No.39 /2008  dinya takan :  “Yang  

dimaksud  dengan  waki l  menter i  ada lah  pe jaba t  kar i r  

dan  bukan  merupakan  anggota  

kab ine t ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Pasa l  70  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  Nomor  47  Tahun  2009  ten tang  Pembentukan  

dan  Organ isas i  Kementer i an  Negara ,  yang  

mengatu r : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Waki l  Menter i  berada  di  bawah  dan  

ber tanggung  jawab  kepada  

Menter i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 )  Waki l  Menter i  merupakan  pejaba t  kar i r  dan  

bukan  merupakan  anggota  

kab ine t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.5 . Bahwa sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  pada  But i r  4 

di  atas ,  TERGUGAT I I  INTERVENSI  ada lah  subyek  hukum 

yang  t i dak  bersa lah  atau  t i dak  melanggar  hukum,  

karena  t i dak  te rdapa t  suatu  putusan  badan  perad i l a n  

yang  berkekua tan  te tap  yang  menyatakan  TERGUGAT I I  

INTERVENSI  bersa lah  atau  melanggar  hukum.  Oleh  

karena  i t u  TERGUGAT I I  INTERVENSI  juga  mempunyai  hak  

yang  sama dengan  warga  negara  Indones ia  la i n  di  muka 

hukum,  te rmasuk  hak  untuk  membangun  masyaraka t ,  

bangsa,  dan  negaranya  dan  hak  diangka t  da lam set i ap  

jaba tan  pemer in tahan  sebaga imana  di l i n dung i  da lam 

keten tuan  Pasal  15,  Pasa l  43  ayat  (2 )  dan  Pasa l  43 

ayat  (3 )  Undang  Undang  No.39 /1999 .  Dengan  demik ian  

pengangkatan  TERGUGAT I I  INTERVENSI  sebaga i  Waki l  

Menter i  Per tahanan  berdasarkan  Keputusan  TERGUGAT 

Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010,  

t i dak  ber ten tangan  dengan  keten tuan  pr ins i p  hak  

asas i  manus ia ,  kese jah te raan  umum dan  keten tuan  

hukum  nas iona l  maupun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in te rnas i ona l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.6 . Bahwa  disamping  i t u  da lam  Keputusan  TERGUGAT 

Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6 Januar i  2010 t i dak  

te rdapa t  pu la  atu ran  atau  keb i j a kan  dar i  TERGUGAT 

yang  bermaksud  atau  ber tu j uan  untuk  menghalang i  atau  

menghambat  pencegahan  kekerasan  o leh  TNI  di  masa 

depan  mela lu i  agenda  re fo rmas i  TNI ,  yang  te tap  te rus  

ber ja l an  sampai  dengan  saat  in i .  Sela in  i t u  tugas-

tugas  pokok  dar i  Waki l  Menter i  Per tahanan  yang  saat  

in i  d i j aba t  TERGUGAT I I  INTERVENSI  te l ah  di te t apkan  

secara  te rba tas  dan  t i dak  mempunyai  kete rka i t an  atau  

t i dak  dapat  melakukan  in te r vens i  da lam  proses  

penegakan  hukum  dan  Hak  Asas i  

Manus ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.7 . Bahwa  dengan  demik ian  se lu ruh  dal i l  PARA 

PENGGUGAT yang  menyatakan  Keputusan  TERGUGAT Nomor  

3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 

ber ten tangan  dengan  hak  PARA  PENGGUGAT  sebaga i  

korban  pelanggaran  HAM untuk  adanya  pencegahan  

kekerasan  oleh  TNI  di  masa  depan  mela lu i  agenda  

re fo rmas i  TNI ,  t i dak  te rbuk t i  dan  t i dak  mempunyai  

dasar  hukum  sama  seka l i  dan  sudah  seharusnya  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 2010  te r t angga l  6 

Januar i  2010 t i dak  ber ten tangan  dengan  Undang  Undang  
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Nomor  10  Tahun  2004  ten tang  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  ( “ Undang  Undang 

No.10 /2004” )  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.1 . Bahwa sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  pada  But i r  3,  

4 dan  5 di  atas ,  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun 

2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 t i dak  ber ten tangan  

dengan  UUD 1945  (khususnya  persamaan  hak  di  muka 

hukum  dan  pemer in tahan ) ,  Undang  Undang  No.39/1999  

(khususnya  hak  atas  pengakuan,  jaminan ,  per l i n dungan  

dan  per l akuan  hukum  yang  adi l  ser ta  mendapat  

kepas t i an  hukum dan  per l akuan  yang  sama  di  depan  

hukum) ,  Undang  Undang No.28 /1999  (khususnya  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ) ,  dan  Asas  Praduga  

Tidak  Bersa lah  yang  ber laku  secara  unive rsa l  ser ta  

te l ah  diadops i  pu la  da lam s is t em  hukum di  Indones ia  

(v i de  Penje lasan  Umum  but i r  3  huru f  c  pada  

Penje lasan  Undang  Undang  No.8 /1981 ,  Pasa l  18  ayat  

(1 )  Undang  Undang  No.39/1999  dan  Pasal  8  Undang 

Undang No.8 /2004) ;

6.2 . Bahwa oleh  karena  i t u  Keputusan  TERGUGAT Nomor  

3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010 te l ah  pula  

sesua i  dengan  Kete tapan  MPR RI  Nomor  I I I /MPR/2000  

ten tang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urut  Pera tu ran  

Perundang- undangan.  Disamping  i t u  Keputusan  TERGUGAT 

Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6 Januar i  2010 te l ah  

pula  memenuhi  persyara tan  dan  memperhat i kan  asas  

pembentukan  pera tu ran  perundang- undangan  sebaga imana  
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dimaksud  dalam  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2004  

ten tang  Pembentukan  Pera tu ran  Perundang- undangan  

( “ Undang  Undang No.10 /2004” ) ,  khususnya  Pasa l  6,  

ya i t u :  asas  pengayoman,  asas  kemanus iaan ,  asas  

kead i l an  dan asas  kesamaan kedudukan  dalam hukum dan  

pemer in tahan .  Dalam  hal  in i  pemenuhan  asas  

pembentukan  pera tu ran  perundang- undangan  sebaga imana  

dimaksud  Undang  Undang No.10 /2004  te l ah  diu ra i kan  

pada  But i r  3,  4 dan  5 d i  atas ,  seh ingga  TERGUGAT I I  

INTERVENSI  t i dak  per lu  mengura i kannya  kembal i ,  

karena  sudah  merupakan  satu  kesatuan  dan  bag ian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dalam se lu ruh  jawaban  in i ;

Bahwa dengan  demik ian  berdasarkan  se lu ruh  da l i l  

sebaga imana  te l ah  dikemukakan  secara  kese lu ruhan  di  

atas ¸  maka  Keputusan  TERGUGAT Nomor  3/P  Tahun  2010  

te r t angga l  6  Januar i  2010  adalah  sah  secara  hukum,  

karena  te lah  memperhat i kan  dan  memenuhi  asas- asas  hukum 

yang  te rka i t  dan  se lu ruh  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  di  

atas  ser ta  se lu ruh  aspek  dan/a tau  hak  dan  kepent i ngan  

se lu ruh  masyaraka t ,  te rmasuk  PARA  PENGGUGAT  dan 

TERGUGAT  I I  INTERVENSI,  seh ingga  t i dak  hanya  

memperhat i kan  hak  subyek t i f  seke lompok  orang  atau  orang  

pr ibad i  sa ja .  Oleh  karenanya  se lu ruh  da l i l  PARA 

PENGGUGAT t i dak  te rbuk t i  dan  t i dak  mempunya i  dasar  

hukum sama seka l i ,  seh ingga  oleh  karenanya  Gugatan  PARA 

PENGGUGAT  harus lah  di to l a k  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Berdasarkan  hal - ha l  yang  te lah  diu ra i kan  d i  atas ,  maka 

TERGUGAT I I  INTERVENSI  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  berkenan  k i ranya  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Mener ima  Ekseps i  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Gugatan  PARA  PENGGUGAT  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  PARA PENGGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  

in i ; - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak  Gugatan  PARA  PENGGUGAT  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Keputusan  TERGUGAT  Nomor:  3/P  Tahun  2010  

te r t angga l  5  Januar i  2010  sah  secara  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menghukum  PARA PENGGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  

in i ; - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  

in i  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  

berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  ( ex  aequo  et  

bono ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat  I I  In te r vens i  

te rsebu t  d ia tas ,  Para  Penggugat   t i dak  menanggap i  jawaban  

Tergugat  I I  In te r vens i ;  - - - - - - - - - - - - - - -
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          Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatan  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  

berupa  fo to  copy  yang  te l ah  dibe r i  metera i  cukup  dan  

dibe r i  tanda  bukt i  P- 1  sampai  dengan  P- 35,  yang  

per inc i annya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Bukt i  P- 1         :  Sura t  Keputusan  Pres iden  RI  No.  

3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010  

ten tang  Pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA  sebaga i  Waki l  

Menter i  Per tahanan,  Dr .  I r .  Luk i t a  

Dinarsyah  Tuwo,  MA sebaga i  Waki l  Menter i  

Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasiona l  dan  

Prof .  Dr .  Fas l i  Ja la l ,  Ph.D  sebaga i  Waki l  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy) ; - - - - -

2.   Bukt i  P- 2         :  Ber i t a  fo to  Koran  Tempo,  tangga l  7 

Januar i  2010  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3.   Bukt i  P- 3         :  Sura t  Kete rangan  Komis i  Nasiona l  

Hak  Asas i  Manus ia  RI  No.  05/Watua / IV /2010  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - -

4.   Bukt i  P- 4         :  Sura t  Kete rangan  Komis i  Nasiona l  

Hak  Asas i  Manus ia  RI  No.  05/Watua / IV /2010  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - -

5.   Bukt i  P- 4a       :  Piagam  Tanda  Kehormatan  Pres iden  

RI  Bin tang  Jasa  Pra tama  kepada  Henr iawan  
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Sie  Mahasiswa  Faku l t as  Ekonomi  Unive rs i t a s  

Tr i sak t i  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - -

6.   Bukt i  P- 4b       :  Koran  Tempo tangga l  13  Mei  2008,  

“Mahas iswa  Tuntu t  Kasus  Mei  Diusu t ”  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - - - - - -

7.   Bukt i  P- 4c        :  Koran  Indopos t  tangga l  11  Mei  

2008,  “Orang  Tua  Mart i r  Tetap  Tuntu t  

Keadi l an ”  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - -

8.   Bukt i  P- 4d       :  Koran  Republ i ka  tangga l  13  Mei  

2008,  “Kecewanya  Korban  Pelanggaran  HAM Mei  

1998”  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.   Bukt i  P- 5         :  Sura t  Kete rangan  Komis i  Nasiona l  

Hak  Asas i  Manus ia  RI  No.  05/Watua / IV /2010  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - -

10.   Bukt i  P- 5a     :  Koran  Kompas tangga l  14  Mei  2008,  

“Sepu luh  Tahun  Kerusuh  Mei  Berebut  Ruang 

Inga tan ”  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.   Bukt i  P- 6       :  Sura t  Kete rangan  Komis i  Nasiona l  

Hak  Asas i  Manus ia  RI  No.  05/Watua / IV /2010  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - -

12.   Bukt i  P- 6a     :  Koran  Tempo,  29  September  2009  

“DPR Rekomendas ikan  Pengad i l an  HAM ad  hoc”  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  
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as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.   Bukt i  P- 6b     :  Ringkasan  Eksekut i f  Hasi l  

Penye l i d i k an  Pelanggaran  HAM yang  bera t  

per i s t i wa  Pengh i l angan  Orang  secara  paksa  

1997- 1998  ha laman  20  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - -

14.   Bukt i  P- 7       :  Sura t  Kete rangan  Komis i  Nasiona l  

Hak  Asas i  Manus ia  RI  No.  02/Watua / IV /2010  

( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - -

15.   Bukt i  P- 8      :  Sura t  Kete rangan  Komis i  Nasiona l  

Hak  Asas i  Manus ia  RI  No.  02/Watua / IV /2010  

( fo t o  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - -

16.   Bukt i  P- 9       :  Ringkasan  Eksekut i f  Laporan  has i l  

penye l i d i k an  KPP HAM Tr i sak t i ,  Semanggi  I  

dan  I I  ha laman  1  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.   Bukt i  P- 10     :  Laporan  akh i r  Tim Gabungan Pencar i  

Fakta  (TGPF)  Per i s t iwa  13- 15 Mei  tahun  1998  

halaman  1  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.   Bukt i  P- 11     :  Media  Indones ia ,  5  Pebruar i  2002,  

“Komnas  HAM Panggi l  Lag i  Para  Jendera l ”  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.   Bukt i  P- 11a   :  Kompas,  6  Pebruar i  2002,  “KPP HAM 

Halaman  107 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
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Harga i  Sikap  POLRI  TNI  te tap  menolak ”  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.   Bukt i  P- 11b   :  Media  Indones ia ,  11  Januar i  2002,  

“Peno lakan  TNI  hambat  proses  kead i l an  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - -

21.   Bukt i  P- 12     :  Ringkasan  Eksekut i f  Hasi l  

Penye l i d i k an  Pelanggaran  HAM yang  bera t  

per i s t i wa  Pengh i l angan  Orang  secara  paksa  

1997- 1998,  ha laman  44  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - -

22.   Bukt i  P- 13     :  Ringkasan  Eksekut i f  Laporan  has i l  

penye l i d i k an  KPP Tr i sak t i ,  Semanggi  I  dan  

I I ,  2002,  ha laman 2- 13 ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.   Bukt i  P- 14     :  Laporan  akh i r  Tim Gabungan Pencar i  

Fakta  (TGPF)  per i s t i wa  13- 15  Mei  1998,  

Tahun  1998,  ha laman  23- 24  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

24.   Bukt i  P- 15     :  Kompas,  11  Januar i  2010,  “Kerusuh  

Mei ,  Komnas  HAM  minta  Kejaksaan  Agung 

Klar i f i k a s i  Sja f r i e ”  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.   Bukt i  P- 16     :  Sin tong  Panja i t an ,  “Per j a l anan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
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Seorang  Pra ju r i t  Para  Komando” ,  Kompas 

Gramedia  Maret  2009  halaman  36  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

26.   Bukt i  P- 17     :  Ringkasan  Eksekut i f  Hasi l  

Penye l i d i k an  Pelanggaran  HAM yang  bera t  

per i s t i wa  Pengh i l angan  Orang  secara  paksa  

1997- 1998,  2006  halaman  44  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy) ; - - - - -

27.   Bukt i  P- 18     :  Laporan  Komnas  HAM Tahun  2006,  

ha laman  86,  93,  94  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

28.   Bukt i  P- 19     :  Laporan  Tahunan  Komnas  HAM, Tahun 

2006,  ha laman  86  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

29.   Bukt i  P- 20     :  Rekomendas i  DPR RI  atas  Penanganan  

Orang  secara  paksa  akt i v i s  per i ode  1997-

1998 ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; -

30.   Bukt i  P- 21     :  Indo  Post ,  13  Mei  2008,  “d idemo 

lag i ,  kasus  t r i s ak t i  ge lap ”  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.   Bukt i  P- 22     :  Suara  Pembaruan,  27  Maret  2008,  

“Kekerasan  datang  dar i  mana sa ja ,  Pres iden  

dukung  usut  pe langgaran  HAM bera t ”  ( fo t o  

Halaman  109 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
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copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32.   Bukt i  P- 22a   :  Seputa r  Indones ia /S i ndo ,  27  Maret  

2008,  Pres iden  dukung  penegakan  HAM” ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - -

33.   Bukt i  P- 22b   :  Koran  Kompas,  27  Maret  2008,  

“Pres iden  te r ima  korban  aks i  te tap  ja l an ”  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - -

34.   Bukt i  P- 22c    :  Koran  Batak  Pos,  27  Maret  2008,  

“Pres iden  SBY kecewa te rhadap  Menhan”  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - - - - - -

35.   Bukt i  P- 22d   :  Koran  Republ i ka ,  27  Maret  2008,  

“Kont raS  :  Pres iden  akan  tegur  Menhan”  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - -

36.   Bukt i  P- 22e   :  Koran  Kompas,  28  Maret  2008,  

“Pres iden  dukung  penye lesa ian  kasus”  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - - -

37.   Bukt i  P- 22f     :  Foto  per temuan  korban  dengan  

Pres iden  d i  Is tana  Negara  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

38.   Bukt i  P- 23     :  Sura t  Kont raS  No.  05/SK-

Kont raS / I / 2 010  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
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39.   Bukt i  P- 24     :  Sura t  Kont raS  No.  05/SK-

Kont raS / I / 2 010  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40.   Bukt i  P- 25     :  Genera l  Assembly ,  Decla ra t i o n  of  

Pr inc i p l e s  of  jus t i c e  fo r  v ic t ims  of  cr ime  

and  Abuse  of  power  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41.   Bukt i  P- 26     :  Seputa r  Indones ia ,  27  Maret  2008,  

“Pres iden  dukung  penegakan  HAM ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42.   Bukt i  P- 27     :  Buku Put ih  Per tahanan ,  Tahun 2008,  

ha laman  2  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43.   Bukt i  P- 28     :  Penje lasan  pasa l  3  angka  1 

Undang- Undang  No.  28  Tahun  1999  ten tang  

Penye lenggaraan  Negara  yang  bers ih  dan  

bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44.   Bukt i  P- 29     :  Kete tapan  MPR RI  No.  VI /MPR/2001  

ten tang  Et i ka  keh idupan  berbangsa  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - -

45.   Bukt i  P- 30     :  Lembar  kons ide ran  Keppres  3/P  

Tahun  2010  khususnya  ten tang  pengangkatan  

Halaman  111 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
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Let j en  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  sebaga i  

Waki l  Menter i  Per tahanan  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46.   Bukt i  P- 31     :  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  21  Tahun 

2002  ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  15  Tahun  2001  ten tang  

Pengal i han  sta tus  Anggota  TNI  dan  anggota  

Kepol i s i an  Negara  RI  menjad i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  untuk  menduduk i  Jabatan  St ruk tu ra l  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  N0.  4  Tahun  2002  Pres iden  RI  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

47.   Bukt i  P- 31a   :  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  15  Tahun 

2001  ten tang  Pengal i han  sta tus  Anggota  TNI  

dan  anggota  Kepol i s i an  Negara  RI  menjad i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  untuk  menduduk i  

Jabatan  St ruk tu ra l  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48.   Bukt i  P- 32     :  Undang- Undang  No.  34  Tahun  2004  

ten tang  TNI  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

49.   Bukt i  P- 33     :  Sura t  te rbuka  dar i  Congress  of  the  

Uni ted  Sta te  of  Amer ica  te r t angga l  13  Mei  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
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2010  kepada  Hi l l a r y  Rodham Cl in t on  se laku  

Menter i  Luar  Neger i  dan  kepada  Rober t  M.  

Gates  se laku  Sekre ta r i s  Depar temen  

Per tahanan  Amer ika  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

50.   Bukt i  P- 34     :  UN Doc.  Convent i on  Agains t  Tor tu re  

and  Other  Crue l ,  Inhuman  or  Degrad ing  

Trea tment  or  Punishment  (CAT) /C / IDN/CO/2  

Paragraph  25  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51.   Bukt i  P- 35     :  UN Doc.  In te rna t i o na l  Convent i on  

On the  El im ina t i on  of  a l l  Forms  of  Racia l  

Disc r im ina t i o n  (CERD)/C/ IDN/CO/3   Paragraph  

24  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya  Tergugat  te l ah  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  

berupa  fo to  copy  yang  te l ah  dibe r i  metera i  cukup  dan  

dibe r i  tanda  bukt i  T- 1  sampai  dengan  T- 5,  yang  

per inc i annya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Bukt i  T- 1         :  Sura t  Keputusan  Pres iden  RI  No.  

3/P  Tahun  2010  tangga l  6 Januar i  2010  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - -

2.   Bukt i  T- 2         :  Undang- Undang  No.  39  Tahun  2008  

Halaman  113 dar i  106 Halaman Putusan  No.  51/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ten tang  Kementer i an  Negara  (vede  pasa l  10)  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - -

3.   Bukt i  T- 3         :  Pera tu ran  Pres iden  RI  No.  47 Tahun  

2009  ten tang  Pembentukan  dan  Organ isas i  

Kementer i an  Negara  (v i de  pasa l  68)  ( fo t o  

copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.   Bukt i  T- 4         :  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  21  Tahun 

2002  ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  15  Tahun  2001  ten tang  

Pengal i han  sta tus  Anggota  TNI  dan  anggota  

Kepol i s i an  Negara  RI  menjad i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  untuk  menduduk i  Jabatan  St ruk tu ra l  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  N0.  4  Tahun  2002  Pres iden  RI  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5.   Bukt i  T- 5         :  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.  100 

Tahun  2000  ten tang  Pengangkatan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  da lam Jabatan  St ruk tu ra l  (v ide  

pasa l  9)  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  sura t -

sura t  bukt i  berupa  fo to  copy  yang  te l ah  dibe r i  metera i  

cukup  dan  dibe r i  tanda  bukt i  T I I  In t v - 1  sampai  dengan  T 

I I  In t v - 12,  yang  per inc i annya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Bukt i  T I I  In t v - 1      :  Putusan  Mahkamah  Mi l i t e r  

I I - 08 Jakar t a ,  Nomor  :  PUT/104a- K/MM I I -

08/Po l / I / 2 002  tangga l  30  Januar i  2002  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   Bukt i  T I I  In t v - 2      :  Putusan  Mahkamah  Mi l i t e r  

Tingg i  I I  Jakar ta ,  Nomor  :  PUT/32-

K/BDG/MMT-I I /Po l / I V / 2003  tangga l  20 Jun i  

2010  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.   Bukt i  T I I  In t v - 3      :  Putusan  Mahkamah  Mi l i t e r  

Agung,  Nomor  :  PUT/14/MMA/BDG/X/2000  

tangga l  24  Oktober  2000  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

4.   Bukt i  T I I  In t v - 4      :  Putusan  Mahkamah  Agung 

RI ,  Nomor  :  01  K/P id .HAM/AD.HOC/2003  

tangga l  3  Maret  2004  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

5.   Bukt i  T I I  In t v - 5      :  Putusan  Mahkamah  Agung 

RI ,  Nomor  :  03  K/P id .HAM/AD.HOC/2003  

tangga l  1  Apr i l  2004  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -

6.   Bukt i  T I I  In t v - 6      :  Putusan  Mahkamah  Agung 

RI ,  Nomor  :  01  K/P id .HAM/AD.HOC/2004  

tangga l  19 Mei  2004 ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

7.   Bukt i  T I I  In t v - 7      :  Putusan  Mahkamah  Agung 

RI ,  Nomor  :  02  K/P id .HAM/AD.HOC/2004  

tangga l  7 Jun i  2004 ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

8.   Bukt i  T I I  In t v - 8      :  Putusan  Mahkamah  Agung 

RI ,  Nomor  :  01  K/P id .HAM.AD/HOC/2005  

tangga l  7  Maret  2005  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

9.   Bukt i  T I I  In t v - 9      :  Putusan  Mahkamah  Agung 

RI ,  Nomor  :  04  K/P id .HAM/AD.HOC/2005  

tangga l  13  Maret  2006  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

10.   Bukt i  T I I  In t v - 10  :  Putusan  Mahkamah  Agung  RI ,  

Nomor  :  05 K/P id .HAM/AD.HOC/2005  tangga l  

8  Agustus  2005  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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11.   Bukt i  T I I  In t v - 11  :  Pera tu ran  Menter i  Per tahanan  

RI  Nomor  01  Tahun  2010  tangga l  27 

Januar i  ten tang  Kedudukan,  Tugas  dan 

Fungs i  Waki l  Menter i  Per tahanan  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.   Bukt i  T I I  In t v - 12  :  Sura t  Menter i  Sekre ta r i s  

Negara  kepada  Ketua  Umum Komis i  Nasiona l  

Hak  Asas i  Manusia  Nomor  :  B-

597/M.Sesneg/09 /1999  tangga l  13 

September  1999  per iha l  Tindak  Lan ju t  

Penanganan  Akiba t  Kerusuhan  Bulan  Mei  

1998  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l n ya  Para  

Penggugat  mengajukan  5  ( l ima )  orang  saks i  yang  te rd i r i  

dar i  3  ( t i ga )  orang  Ahl i  dan  2  (dua)  orang  Saks i  Fakta  

yang  te lah  didengar  dan  member ikan  kete rangan  di  bawah 

sumpah  dalam  pers idangan  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nama :    Letnan  Jendera l  TNI  (Purn )  Agus  

Wid jo j o ; - - - - - - - - - - -

Tempat  tangga l  lah i r :    Solo ,  8  Jun i  

1947; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan :    Purnawi rawan  

TNI ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agama :  
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Is l am; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Alamat                            :    Pur i  Cikeas  Indah  

No.5  RT.  03/02  Kelu rahan  

     Nagrak ,  Kecamatan  Gunung  Put r i ,  

Kabupaten

 

Bogor ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menerangkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  t i dak  kena l  dengan  Para  

Penggugat ,  kena l  dengan  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  te tap i  t i dak  ada  hubungan  

ke luarga ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  re fo rmas i  TNI  merupakan  proses  

penempatan  fungs i  TNI  (kumpulan- kumpulan  keb i j akan  

dar i  dokumen- dokumen yang  dike lua rkan  dar i  Mabes TNI ,  

dokumen- dokumen te rsebu t  d i t anda tangan i  pada  saat  i t u  

oleh  Hendard i  dan Laksamana Widodo  AS pada  Tahun 2010  

sesua i  dengan  amanat  kons t i t u s i  UUD 1945,  fungs i  TNI  

ada lah  Per tahanan  Nasiona l ,  da lam  prak teknya  peran  

TNI  te l ah  mengalami  peny impangan  dengan  

dike lua rkannya  Undang- Undang  TNI  No.  2  Tahun  1982  

ten tang  Keten tuan- keten tuan  Pokok  Per tahanan  Keamanan 

Negara  RI ,  peny impangan  yang  Ahl i  maksud  ada lah  :  TNI  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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dihad i r kan  se la i n  sebaga i  kekuatan  per tahanan  

keamanan  juga  d ihad i r kan  sebaga i  kekuatan  sos ia l  

po l i t i k . ,  Pol r i  sebaga i  s t ruk tu r  dar i  organ i sas i  

sebaga i  bag ian  dar i  ABRI . ,  dan  adanya  st ruk tu r  

organ isas i  da lam  masyaraka t  seper t i  (Hans ip ,  Kamra  

dsb)  yang  seharusnya  menjad i  tanggung  jawab  dalam 

ins t i t u s i  ABRI  (TNI  dan  POLRI)  kesemua hal  in i  t i dak  

k i t a  temukan  da lam UUD Tahun 1945,  d imana  dida lam  UUD 

1945  t i dak  menyatukan  unsur  per tahanan  dan  

keamanan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  Hak Asas i  Manusia  bukan  merupakan  

sesuatu  hal  yang  baru  dalam Undang- Undang TNI ,  karena  

memang sudah  te rcan tum  dalam  UUD 1945,  namun secara  

spes i f i k  pen je l asan  mengenai  Hak  Asas i  Manus ia  

dipe rkua t  lag i  ba ik  i t u  secara  eksp l i s i t  d ida lam  

Undang- Undang  ten tang  Per tahanan  No.  3  Tahun  2002,  

d imana  peran  dan  fungs i  TNI  didasarkan  pada  pr ins i p -

pr ins i p  Hak  Asas i  

Manusia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  contoh  Negara  la i n  yang  

menerapkan  re fo rmas i  TNI  ten tu  tak  te r l epas  dar i  

kond is i - kond is i  Negara  yang  mempraktekannya ,  b iasanya  

juka  k i ta  berb i ca ra  mengenai  re fo rmas i  sek to r  

keamanan  k i t a  akan  berangka t  dar i  sebuah  Negara  yang  

dimana  s is t em  pol i t i k n ya  bera l i h  dar i  s is t em  

oto r i t e r i n  rep res i f  ke  s is t em  Negara  
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demokras i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  pelaksanaan  re fo rmas i  TNI  secara  

je l as  tunduk  pada  aturan - atu ran  hukum yang  ber laku  

(Hukum  Pos i t i f ) ,  jad i  se lama  pera tu ran  perundang-

undangan  te rsebu t  d i i ku t i  d ida lam  pengangkatan  

seorang  perwi ra  TNI  untuk  menduduk i  jaba tan  te r t en t u ,  

maka  fungs i  te rsebu t  sudah  diambi l  o leh  pera tu ran  

perundang- undangan  te rsebu t ; - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  memang  su l i t  untuk  dibuk t i k an  

dalam  sebuah  per t imbangan  atau  dalam  membuat  

keputusan ,  j i k a  yang  dimaksud  adalah  dugaan  dalam 

pelanggaran  hukum,  k i t a  harus  berpegang  pada  pr ins i p  

praduga  tak  bersa lah  dan  kapan  dalan  proses  hukum 

te rsebu t  te lah  te rcapa i  atau  adanya  putusan  dar i  

Pengad i l an  yang  te l ah  berkekua tan  te tap  baru lah  k i t a  

bisa  mengatakan  bahwa  apara t  atau  pejaba t  te rsebu t  

bersa lah ,  akan  te tap i  j i k a  proses  putusan  yang  

mempunyai  kekuatan  hukum te tap  belum  ada,  maka  k i t a  

harus  mengedepankan  asas  praduga  tak  bersa lah  pada  

anggota  atau  pejaba t  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ya  past i ,  dan  ten tu  sa ja  je j ak  

rekam  te rsebu t  akan  jad i  bahan  per t imbangan  dan  

bahkan  hal  i t u  sudah  ada  di  da lam in te rna l  ins t i t u s i  

TNI ,  akan  te tap i  permasa lahannya  adalah  je j ak  rekam 

te rsebu t  harus  didasarkan  pada  fak ta - fak ta  yang  ada  
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bukan  pada  ta ra f  dugaan  yang  bias  menimbulkan  

ta fs i r a n - ta fs i r a n  seper t i  k i t a  harus  menghormat i  atau  

menjun jung  asas  praduga  tak  bersa lah  te rsebu t ; - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ha l  i t u  pent i ng  tap i  seper t i  yang  

ahl i  katakan  batasannya  j i ka  sudah  ada  bukt i  

seseorang  te rsebu t  d inya takan  bersa lah  di  da lam 

pers idangan  dan  te l ah  mempunyai  kekuatan  hukum 

mengika t ; - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  penegakan  hukum te tap  d iper l u kan  

untuk  mendorong  re fo rmas i  da lam  tubuh  

TNI ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  konteks  per tanyaan  yang  dia jukan  

ada lah  masa  depan  yang  belum  te r j ad i ,  Ahl i  t i dak  

dapat  menjawab  secara  speku la t i f  karena  akan  menjad i  

op in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  da lam  menjun jung  pros fes i ona l  

TNI ,  seorang  ten ta ra  yang  memi l i k i  masalah  dengan  

hukum  harus  tunduk  dan  patuh  pada  proses  hukum,  

namunk i t a  juga  harus  menghormat i  dan  mengharga i  asas  

praduga  tak  bersa lah ,  jad i  se lama  proses  hukum 

te rsebu t  belum ada kekuatan  hukum yang  mengika t ,  k i t a  

t i dak  b ias  menyalahkan  ten ta ra  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  syara t - syara t  seseorang  yang  

berada  d isebuah  ins t i t u s i  untuk  mendorong  re fo rmas i  

TNI  menjad i  leb ih  demokra t i s  dan  menghormat i  Hak 
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Asas i  Manusia  t i dak  b isa  k i t a  sebutkan  satu  persa tu ,  

akan  te tap i  akan  se la l u  meleka t  pada  kar i r  par ju r i t  

TNI ,  o leh  karena  i t u  seorang  TNI  t i dak  bisa  duduk  

pada  jaba tan  publ i k  te tap i  duduk  padan  jaba tan  kar i r  

d imana  dalam  konteks  Waki l  Menter i  Per tahanan  in i  

Ahl i  meni la i  merupakan  sebuah  jaba tan  kar i r  bukan  

jaba tan  pub l i k ; - - - - - - - - - - - - -

Nama :    I f da l  

Kasim; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Tempat  tangga l  lah i r :    Tapaktuan ,  26  Januar i  

1965; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan :    Ketua  Komis i  Nasiona l  Hak  Asas i  

Manus ia ; - - - - - - -

Agama :  

Is l am; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Alamat                            :    Ja lan  Kembang I  No.  

1 RT.005/013  Kelu rahan

    Depok,  Kecamatan  Pancoran  Mas-

Depok; - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menerangkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  t i dak  kena l  dengan  Para  

Penggugat ,  kena l  dengan  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  te tap i  t i dak  ada  hubungan  

ke luarga ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  fungs i  Komnas  HAM dia tu r  da lam 

Undang- Undang No.  39 Tahun  1999  dan  Undang- Undang No.  

26  Tahun  2000  ten tang  Pengadi l an  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  Komnas  memi l i k i  fungs i  

peny id i kan  te rka i t  kasus  dugaan  adanya  pelanggaran  

HAM,  dimana  kasus  Tr i sak t i  I  dan  I I ,  kasus  

pengh i l angan  akt i f i s  1997/1998  dan  kasus  kerusuhan  

Mei  1998,  berdasarkan  has i l  penye l i d i k an  yang  

di l akukan  oleh  Komnas  HAM pada  per i s t i wa  te rsebu t ,  

Komnas  HAM menyimpulkan  bahwa  pada  3  ( t i ga )  kasus  

te rsebu t  d i t emukan  pelanggaran  HAM.  Hasi l  peny id i kan  

te rsebu t  kemudian  kami  serahkan  kepada  Jaksa  Agung  

untuk  d i t i n dak l an j u t i  pada  tahap  peny id i kan  dan  

penuntu tan .  Dalam  ket i ga  kasus  te rsebu t  hanya  satu  

kasus  yakn i  pengh i l angan  akt i f i s  1997/1998  yang  te l ah  

mendapatkan  rekomendas i  dar i  DPR per iode  2004- 2009,  

d imana  DPR  merekomendas ikan  pada  Pres iden  untuk  

membuat  Keputusan  Pres iden  guna  membentuk  Pengad i l an  

HAM Ad Hoc; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  kasus  Mei  1998  dan  kasus  

pencu l i k an  akt i f i s ,  Komnas HAM memang mengaku i  merasa  

kesu l i t a n  untuk  memanggi l  guna  meminta i  kete rangan-

kete rangan  te rka i t  dengan  per i s t i wa  te rsebu t  sa lah  

satunya  adalah  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  MBA,  Komnas  HAM meminta  kete rangan  
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Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA pada  

saat  i t u  karena  bel i au  merupakan  penanggung  jawab  

atau  Pangdam Jaya  yang  memi l i k i  oto r i t a s  keamanan  di  

Wilayah  Jakar ta  pada  saat  i t u ,  akan  te tap i  be l i au  

t i dak  had i r  untuk  member ikan  kete rangannya .  Pada saat  

i t u  Komnas  HAM juga  sempat  membuat  sura t  pangg i l an  

paksa  yang  dia jukan  ke  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  

Pusat ,  dan Pengad i l an  Jakar t a  Pusat  t i dak  mengabulkan  

permohonan te rsebu t ; - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  sesua i  dengan  mandat  Undang-

Undang  No.  26  Tahun  2000  ten tang  Pengad i l an  HAM 

dimana  dida lam  Undang- Undang  te rsebu t  membahas 

mengenai  per tanggung jawaban  Komando,  pemanggi l an  

Komnas  HAM te rhadap  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  MBA  untuk  mengetahu i  se jauh  mana 

per tanggung jawaban  komando  dalam  ket i ga  kasus  

te rsebu t ,  karena  pada  saat  ke jad ian  te rsebu t  Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA  memegang 

oto r i t a s  keamanan  Jakar ta  se laku  Pangdam 

Jaya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  ket i dakhad i r an  saks i   Letnan  

Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA  dalam 

pemanggi l annya  untuk  dimin ta i  kete rangan  menyangkut  

ket i ga  kasus  te rsebu t  korban  merasa  sangat  d i rug i kan ,  

karena  korban  t i dak  mendapatkan  hak- haknya  untuk  

mengetahu i  per tanggung  jawaban  te rka i t  ke jad ian  kasus  

te rsebu t ; - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  kuat  dugaan  penanggung  jawab  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah  DKI  pada  saat  i t u  ada lah  Pangdam Jaya,  jad i  

Komnas  HAM  je l as  memanggi l  Pangdam  Jaya  untuk  

dimin ta i  kete rangan  mengenai  kond is i  DKI  pada  saat  

i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  perkara  be lum  se lesa i  karena  

masih  menunggu  te rb i t n ya  Keputusan  

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  saks i  menyatakan  ya  proses  hukum  masih  

ber j a l an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  t i dak  pernah  pres iden  meminta  

per t imbangan  Komnas  HAM dalam  penerb i t an  Keputusan  

Pres iden  ten tang  pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA  sebaga i  Waki l  Menter i  

Per tahanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  t i dak  akan  member ikan  opin i ,  

akan  te tap i  je l as  sangat  merug ikan  kepent i ngan  korban  

te ru tama  untuk  mendapatkan  kebenaran  dan  

kead i l an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  t i dak  tahu  pers i s  apakah  i t u  

alasannya ; - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  t i dak  bisa  menyimpulkan  apakah  

ada  ka i t annya  dengan  suatu  jaba tan ,  akan  te tap i  pada  

saat   pemanggi l an  saks i  la i n  banyak  juga  yang  hadi r  

dan  ada  pula  yang  hadi r ,  jad i  saks i  t i dak  dapat  

menyimpulkan  atau  berop in i  bahwa  t i dak  had i rnya  
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Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA da lam 

pemanggi l an  yang  d i l akukan  oleh  Komnas HAM te rkenda la  

karena  pos is i  orang  yang  dipangg i l  untuk  d imin ta i  

kete rangannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  ya,  da lam rekomendas i  Komnas HAM 

mengenai  has i l  penye l i d i k an  te rka i t  kasus  te rsebu t  

memang  disebu tkan  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  MBA yang  diduga  ber tanggung  jawabn  atas  

kasus  pelanggaran  HAM te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  untuk  has i l  kese lu ruhan  mungk in  

t i dak ,  akan  te tap i  kami  mengi r imkan  r i sa l ahnya  ke  

DPR,  Pres iden  dan  Saks i  yak in  Bapak  Pres iden  

mengetahu inya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  dalam t i ga  kasus  in i  pe langgaran  

HAM yang  te r j ad i  berbeda- beda,  d imana  ket i ka  te r j ad i  

kasus  pengh i l angan  akt i f i s ,  maka  te r j ad i  pelanggaran  

mengenai  pengh i l angan  seseorang  atau  penangkapan  

dengan  cara - cara  yang  sangat  t i dak  manus iaw i ,  da lam 

kasus  t raged i  kerusuhan  Mei  1998  ada  pe langgaran  

mengenai  peny iksaan ,  perkosaan  dan  la i n  

sebaga inya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  t i dak  ada  respon  atau  t i ndak  

lan ju t  atas  laporan  Komnas  HAM  kepada  

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa saks i  menyatakan  kete rangan  Letnan  Jendera l  TNI  

Saf r i e  Sjamsoedd in ,  MBA masih  b isa  j i k a  ada  petun juk  
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dar i  p ihak  Kejaksaan ,  j i k a  pihak  Kejaksaan  meminta  

k i t a  untuk  memperba ik i  proses  

penye l i d i k an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  Komnas t i dak  pernah  menyampaikan  

kebera tannya  mela lu i  pub l i k  atau  menyampaikan  secara  

langsung  kebera tan  kepada  

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -      

Nama :    Aan 

Rusdian to ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat  tangga l  lah i r :    Ciamis  13  Apr i l  

1974; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan :  

Swasta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Agama :  

Is l am; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Alamat                            :    Dusun  I I  Kerno  

Bandung RT.002/003  Desa Lugu

     Kecamatan  Butuh ,  Kabupaten  

Purwore jo ; - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menerangkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  kena l  dengan  Para  Penggugat ,  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te tap i  t i dak  ada  
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hubungan  ke lua rga ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  pada  tangga l  13  Maret  1998  

sek i t a r  puku l  19.00  WIB,  saks i  bersama  Nezar  Pat r i a  

dan  Mugian to ,  waktu  i t u  saks i  d ibawa  o leh  orang  yang  

saks i  t i dak  tahu ,  saks i  d ibawa  dengan  menggunakan  

mobi l  kesebuah  tempat  kemudian  se lama  2  (dua)  malam 

saks i  d i  in t e rogas i ,  d is i k sa ,  d ipuku l i  dan  la i n - la i n .  

Kemudian  pada  tangga l  15  Maret  1998  saks i  d ise rahkan  

ke  Polda  Metro  Jaya,  kemudian  pada  tangga l  5  Ju l i  

1998  saks i  

d ike lua rkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  pernah  

dipe r i k sa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  diper i k sa  pada  waktu  i t u  sebaga i  

saks i  korban  pada  waktu  kepemimpinan  Abdul  Hakim 

Garuda  Nusanta ra ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  menuru t  perk i r aan  pada  saat  

pemer iksaan- pemer iksaan  disebuah  tempat  yang  

belakangan  dike tahu i  Markas  KOPASUS pada  s id i ng  di  

Mahkamah  Mi l i t e r ,  sebe las  orang  Tim  Mawar,  mereka  

mengabdi  kepada  mi l i t e r  beg i t u  dan  saks i  d i  markas  

Ci jan tung  saks i  d ipe r i k sa  ten tang  akt i f i t a s  keg ia tan  

saks i  mengurus  organ i sas i  dan  tun tu tan - tun tu tan  Hak 

Asas i  Manusia ,  kemudian  pada  waktu  di  Polda  Metro  

Jaya  saks i  d i  BAP  oleh  Polda  Metro  Jaya  ten tang  

mater i  yang  

sama; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  ada  beberapa  teman  yang  la i n  

da lam  pencu l i kan  i t u  seper t i  Pius ,  Desmon,  Faiso l  

Reza,  Waluyo  Jat i  dan Herman Hendrawan,  la l u  ada juga  

beberapa  akt i f i s  yang  sampai  sekarang  dalam  sta tus  

masih  h i l ang  atau  belum je l as  sta tusnya  seper t i  Yadin  

Muhid in ,  Pet rus  Bimo Anugrah  Mugian to  dan  yang  la i n -

la i n ; - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  pada  saat  saks i  d isekap  atau  

dis i k sa  dan  la i n - la i n  d i  Mabes  Ci jan tung  i t u  saks i  

t i dak  mengetahu i ,  te tap i  sete lah  pada  pers i dangan  

tahun  1999  di  Mahkamah Mi l i t e r  saks i  mengetahu i  i t u  

ada lah  Gemawan  dar i  

Kopasus; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  t i dak  tahu  pers i s  ka i t annya ,  

tap i  waktu  i t u  Sja f r i e  Sjamsoedd in  menjaba t  sebaga i  

Pangdam V  Jaya  dan  juga  menjaba t  sebaga i  Pangl ima  

Operas i  Mantab  Jaya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  sek i t a r  awal  Januar i  2010,  saks i  

bersama dengan  korban  pelanggaran  HAM dan  teman- teman  

yang  la i n  pernah  mengi r imkan  sura t  kepada  Pres iden  

Sus i l o  Bambang Yudhoyono; - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  kepas t i an  hukum saks i  sebaga i  

korban  seh ingga  saks i  merasa  menpunya i  hak- hak  bahwa 

seharusnya  Pak Sja f r i e  Sjamsoedd in  mentaat i  pera tu ran  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Saks i  menyatakan  sek i t a r  bu lan  Maret  2008,  saks i  
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pernah  mendiskus i kan  dengan  beberapa  korban  karena  

ada  semacam  mau  audiens i  kepada  pres iden  Susi l o  

Bambang  Yudhoyono  dan  kemudian  k i t a  mengutus  

perwak i l an  untuk  bisa  aud iens i  dengan  Pres iden  Sus i l o  

Bambang  Yudhoyono,  se lan ju t nya  perwak i l an  korban  i t u  

melakukan  sos ia l i s a s i  kepada  kami  ten tang  has i l  

per temuan  dengan  pres iden .  Dalam  per temuan  te rsebu t  

Pres iden  mendukung  upaya  penuntasan  kasus  pelanggaran  

HAM kemudian  ka lau  t i dak  sa lah  teman- teman  juga  

sampaikan  bahwa  akan  dise lenggarakan  s idang  kab ine t  

untuk  menyelesa i kan  kasus- kasus  pe langgaran  HAM, 

kemudian  akan  melarang  anggota  kab ine t  yang  t i dak  

berkompeten  mengomentar i  kasus- kasus  pelanggaran  HAM 

dan  juga  sa lah  satu  po in  yang  t i dak  ka lah  pent i ng  

ada lah  Pres iden  ber jan j i  untuk  mencar i  korban  yang  

la i n  yang  sta tusnya  sampai  sekarang  masih  

hi l ang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  kerug ian  yang  dia lami  saks i  

ada lah  kompensas i ,  rehab i l i t a s i  dan  res t i t u s i  akan  

te rhambat ,  kemudian  secara  hukum saks i  juga  merasa  

t i dak  mendapatkan  kepast i an  hukum te rhadap  kasus  yang  

menimpa  saks i ,  ser ta  kerug ian - kerug ian  la i n  waktu  

ku l i ah  d i  Univers i t a s  Diponegoro  Semarang  jad i  

beran takan ,  orang  tua  saks i  yang  di  Purwore jo  te l ah  

member ikan  ongkos  buat  saks i  waktu  

i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa saks i  menyatakan  sebaga i  saks i  korban  ten tu  sa ja  

di j e l a skan  baga imana  per tanggung jawaban  Komando  dan  
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per tanggung jawaban  keamanan  di  Jakar t a ,  bahwa 

Pangl ima  Komando  Mantab  Jaya  pada  waktu  i t u  ada lah  

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in  ada lah  sa lah  

satu  yang  menjad i  orang  yang  d iduga  kuat  melakukan  

pelanggaran  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  mengetahu i  saks i - saks i  yang  

dipangg i l  t i dak  ada  yang  had i r  i t u  mela lu i  

pember i t aan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  menuru t  perk i r aan  saks i  da lam 

pemer iksaan  Komnas  HAM saks i  merasa  t i dak  ada  yang  

had i r  orang  yang  diduga  sebaga i  

pe laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  saks i  inga t  dengan  beberapa  

kawan- kawan  yang  mengalami  pencu l i k an  pada  waktu  i t u  

sangat  koopera t i f  dengan  pangg i l an  Komnas HAM sebaga i  

saks i  korban ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  pak  Sja f r i e  Sjamsoedd in  t i dak  

datang  pada  pemer iksaan  Komnas 

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  saks i  kecewa  karena  ket i dak  

had i ran  Sja f r i e  Sjamsoedd in  pada  pemer iksaan  Komnas 

HAM,  karena  dalam  proses  i t u  saks i  sebaga i  korban  

per l u  mendapatkan  kesaks ian  se jumlah  nama  dar i  
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pelaku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  mengiku t i  pember i t aan  dan  

diskus i  bersama  teman- teman  nampaknya  t i dak  ada  

respon  yang  masuk  pada  kami  bahwa  kebera tan  kami  

dipe rha t i k an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa  Saks i  menyatakan  belum  di l aksanakan  jan j i  

Pres iden  mendukung  penye lesa ian  kasus- kasus  

pelanggaran  HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nama :    Zaina l  Ar i f i n  Mochtar ,  SH. ,  

LLM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat  tangga l  lah i r :    Makasar  8  Desember  

1978; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan :    Dosen  Faku l t as  Hukum Unive rs i t a s  

Gajah  Mada; -

Agama :  

Is l am; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Alamat                            :    Komplek  Dayu Permai  

No.  B.99  RT.10/40 ,  Desa 

     Sinduhar j o ,   Kecamatan   Ngagl i k ,  

Kabupaten  

     Sleman-

Yogyakar ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menerangkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
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Bahwa  Ahl i  menyatakan  t i dak  kena l  dengan  Para  

Penggugat ,  kena l  dengan  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  te tap i  t i dak  ada  hubungan  

ke luarga ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  asas  kemanus iaan  i t u  ber l aku  

secara  g loba l ,  d ia  ber laku  dokt r i n  in te r konek t i f  

( t i dak  berd i r i  send i r i )  ber laku  secara  kese lu ruhan  

untuk  s iapapun,  hampi r  d ise lu ruh  Negara- negara  

didun ia  memasukan  pr ins i p  in i  keda lam  pera tu ran  

perundangan  mereka ,  untuk  di  Indones ia  te r t uang  dalam 

pen jabaran  UUD 1945  seh ingga  dapat  d i j e l a skan  dalam 

beberapa  kontek ,  d imana  kontek  yang  per tama  ada lah  

kewaj i ban  menjun jung  dan  menghormat i  Hak  Asas i  

Manusia  dan  yang  kedua  ada lah  di j am inkan  da lam 

pera tu ran  perundangan  leb ih  kongkr i t n ya  berupa  

jaminan  

per l i ndungan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  Ahl i  menyatakan  asas  kead i l an  ber laku  leb ih ,  

d imana  kead i l an  bisa  dimakna i  da lam dua  konteks  yakn i  

ad i l  da lam  bentuk  mater i l  dan  ad i l  da lam  bentuk  

fo rm i l ,  jad i  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  ba ik  

i t u  bukan lah  berd i r i  send i r i  mela inkan  te rka i t  satu  

sama la i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  keputusan  Pres iden  in i  walupun  

bers i f a t  ind i v i dua l  konkr i t ,  te tap i  Keputusan  

Pres iden  te rsebu t  merupakan  bag ian  dar i  t i ndakan  
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hukum  pub l i k ,  yang  kemudian  pub l i k  semuanya  harus  

mengetahu inya  dan  yang  kedua  dapat  d ika i t k an  dengan  

Undang- Undang  N0.10  Tahun  2004  dimana  pasa l  54 

menje laskan  bahwa  Keputusan  Pres iden  secara  

kese lu ruhan  harus  sesua i  dengan  ta ta  cara  pembuatan  

pera tu ran  perundang- undangan.  Kemudian  pasa l  44  

menje laskan  untuk  atu ran  leb ih  lan ju t  ta ta  cara  

pembentukan  d ia tu r  o leh  Keputusan  Pres iden ,  makanya  

lah i r  Keputusan  Pres iden  No.  61  Tahun  2005  dan  

Keputusan  Pres iden  No.  68  Tahun  2005  da lam keputusan  

Pres iden  No.  68  Tahun  2005  misa lnya  peran  masyaraka t  

menjad i  sangat  pent i ng  dimana  d i j e l a s kan  bahwa 

baga imanapun  yang  namanya  t i ndakan  hukum  pub l i k  

mempunyai  imp l i kas i  kepada  yang  la i n  ba ik  sete lah  

menjad i  besch ik i ng  ataupun  proses  sebe lum  penerb i t an  

besch ik i ng ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  asas- asas  dalam  pera tu ran  

perundang- undangan  se la l u  berka i t an  satu  dengan  

la i nnya ,  ket i ka  berb i ca ra  asas  kepent i ngan  umum, maka 

mau t i dak  mau akan  berb i ca ra  asas  kepast i an  hukum,  

karena  asas  kepas t i an  hukum te rsebu t  menjamin  bahwa 

ada  del i k  fo rma l  dan  del i k  mater i l ,  d imana  fo rmi l nya  

ada lah  Undang- Undang,  sedangkan  mater i l n ya  ada lah  

yang  hidup  dalam keb iasaan  dan  la i n  sebaga inya ,  maka 

dalam  konteks  kepent i ngan  umum yang  h idup  da lam 

masyaraka t  i t u  harus  menjad i  bagian  dar i  proses  yang  

harus  diadops i  keda lam set i ap  perumusan  dan  pembuatan  
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keb i j a kan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  asp i ra t i f  berka i t an  dengan  

par t i s i p as i  pub l i k ,  ada  pin tu  ruang  asp i ras i ,  

sedangkan  akomodat i f  mau  iku t  mengakomodi r  ha l - ha l  

yang  ada  di  masyaraka t ,  sedangkan  se lek t i f  berka i t an  

dengan  t i ndakan  kewaj i ban  untuk  leb ih  berha t i - hat i  

untuk  mengambi l  langkah  da lam  proses  pengambi lan  

keb i j a kan ,  karena  kepent i ngan  umum i t u  t i dak  bisa  

sama,  dimana  kepent i ngan  umum yang  satu  berbeda  

dengan  kepent i ngan  umum yang  la i n  makanya  harus  

se lek t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  dalam  perumusan  dan  penerb i t an  

Keputusan  Pres iden  asas- asas  te rsebu t  waj ib  untuk  

dipenuh i ,  namun  ser i ng  hal - ha l  te rsebu t  d iaba i kan  

atau  t i dak  dipedu l i k an ,  o leh  karena  i t u  Ahl i  

menekankan  kewaj i ban  seorang  pe jaba t  publ i k  untuk  

mengambi l  keputusan  pub l i k  harus  memperhat i kan  dua  

hal ,  t i dak  boleh  dalam  menutup- nutup i  kepent i ngan  

umum,  mengecua l i k an  kepent i ngan  umum ataupun  secara  

t i dak  sadar  mengabaikan  atau  t i dak  pedu l i  dengan  

kepent i ngan  

umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  Keputusan  Pres iden  sete lah  

di te rb i t k an  baru  memi l i k i  imp l i k as i ,  ket i ka  dalam 

proses  pembuatannya  t i dak  memperhat i kan  proses- proses  

dan  masukan  yang  ada  untuk  i t u  unsur  akuntab i l i t a s  

harus  dipe rha t i k an  juga ,  da lam hal  Keputusan  Pres iden  
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memi l i k i  potens ia l  lose  maka  Keputusan  Pres iden  

te rsebu t  harus  

diba ta l kan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  hal - ha l  yang  dapat  mengganggu  

penegakan  hukum  anta ra  la i n  bers i f a t  in t e rna l  dan  

eks te rna l  d imana  adanya  pihak - pihak  yang  t i dak  

menging inkan  yang  berak iba t  merusak ,  yang  te rakh i r  

ada lah  konseptua lnya  te r j ad i  pada  saat  i t u  seper t i  

tekanan  pub l i k  dan  keadaan  diseke l i l i n g nya  yang  

memang  mempunyai  potens i  untuk  mempengaruh i  proses  

penegakan  hukum  i t u  

send i r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  asas- asas  dalam pembentukan  suatu  

perundang- undangan  t i dak  berd i r i  send i r i  d imana  asas  

kepent i ngan  umum berka i t an  dengan  asas  kepast i an  

hukum,  ket i ka  sebuah  dokumen  hukum yang  dinya takan  

oleh  sebuah  undang- undang  bahwa  dokumen  i t u  ada lah  

dokumen hukum,  ada  baiknya  Pres iden  dalam menerb i t kan  

Keputusan  Pres iden  memperhat i kan  hal  i t u  sebaga i  

bahan  per t imbanganda lam  perb i t an  keputusan  Pres iden  

te rsebu t ,  menuru t  Ahl i  ada  dua  kepent i ngan ,  ya i t u  

menjamin  kab ine t  yang  ada  pada  saat  in i  ada lah  

kab ine t  yang  dibua tnya  benar - benar  bers ih  karena  

orang- orang  yang  dip i l i h  benar - benar  bers i h  dan  

menjad i kan  sebaga i  to l ok  ukur  dar i  k ine r j a  

kab ine tnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa Ahl i  menyatakan  kerug ian  aktua l  sudah  te r j ad i  dan  

kerug ian  potens ia l  akan  te r j ad i ,  ada  kerug ian  

potens ia l  yang  past i  akan  te r j ad i  dan  yang  mungkin  

te r j ad i  misa lnya  kerug ian  yang  past i  te r j ad i  ada lah  

atu ran  yang  melarang  anggota  PKI  untuk  iku t  ser ta  

da lam  Pemi lu ,  d imana  k i t a  per l u  menunggu  pemi lu  

otomat i s  orang- orang  PKI  t i dak  akan  dipe rbo lehkan  

untuk  mengiku t i  Pemi lu  akan  te tap i  dapat  d iyak in i  

dengan  adanya  atu ran  te rsebu t  maka  ket i ka  akan  

mendaf ta r  past i  akan  d i  to l ak ,  i t u l ah  yang  disebu t  

kerug ian  potens ia l  yang  past i  akan  

te r j ad i ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  Keputusan  Pres iden  yang  

mengandung  kerug ian  aktua l  maupun  kerug ian  potens ia l  

seharusnya  diba ta l kan ; - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  proses  hukum yang  sedang  ber j a l an  

merupakan  sebuah  dokumen  hukum  yang  seharusnya  

menjad i  acuan  atau  bahan  per t imbangan  guna  adanya  

kepas t i an  hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  apab i l a  sura t  kebera tan  

disampaikan  sebe lum  dike lua rkanya  Keputusan  te rsebu t  

maka ada kewaj i ban  bag i  Pres iden  untuk  melakukan  atau  

menjad i kan  bahan  per t imbangan ,  dimana  Pres iden  

seharusnya  t i dak  mengeluarkan  Keputusan  Pres iden  yang  

ada  ind i kas i  bahaya,  akan  te tap i  j i ka  sura t  kebera tan  

disampaikan  sete lah  keputusan  Pres iden  dike lua rkan  

maka  seharusnya  leg i s l a t i  mempunyai  kewenangan  untuk  

melakukan  leg i s l a t i f  rev iew ,  dimana  Pres iden  dapat  
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merubah  sepan jang  ada  masukan- masukan  yang  d iyak in i  

kebenarannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  Tap  MPR masuk  dalam  ta ta  uru tan  

perundang- undangan,  akan  te tap i  Tap MPR te tap  menjad i  

bag ian  yang  harus  dipe rha t i k an  karena  merupakan  

bag ian  dar i  dokumen hukum yang  d iben tuk  oleh  anggota  

par l emen; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  seorang  pejaba t  pub l i k  yang  baik  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  harus  

memi l i k i  t i ga  hal  ya i t u  in teg r i t a s ,  kapab i l i t a s  dan  

akseptab i l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ya  apab i l a  seseorang  yang  diduga  

melakukan  pe langgaran  Hak  Asas i  Manusia  patu t  

d ipe r t anyakan  in teg r i t a snya ; - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ada dua hal  yang  dapat  k i t a  l i ha t  

da lam  Undang- Undang  No.  28  tahun  1999  ya i t u  konteks  

se ja rah  ke lah i r annya ,  d imana  ket i ka  i t u  ada  ke ing inan  

untuk  memperba ik i  neger i  in i  mela lu i  proses  yang  

namanya  re fo rmas i  o leh  karena  i t u  yang  di tuangkan  

hal - ha l  yang  seharusnya  di l akukan  o leh  pejaba t  

pub l i k ,  dan yang  kedua  dar i  seg i  lega lnya  walaupun  ia  

menjad i  Undang- Undang  dan  atu ran  yang  mengika t  bag i  

pe jaba t  pub l i k  da lam  melakukan  t i ndakan- t i ndakan  

pub l i k  te rmasuk  dalam  menerb i t kan  Keputusan  Tata  

Usaha Negara ; - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa Ahl i  menyatakan  sama halnya  dengan  Undang- Undang  

No.  10  Tahun  2004  dimana  secara  his to r i n ya  lah i r  

untuk  merap ikan  ta ta  uru tan  perundang- undangan  dan  

secara  lega lnya  merupakan  Undang- Undang  yang  mengika t  

s iapapun  yang  menjad i  bag ian  dar i  seseorang  yang  

mengambi l  atau  mengeluarkan  keb i j a kan  pub l i k  te rmasuk  

Pres iden  yang  mengeluarkan  Keputusan  Pres iden ,  karena  

Keputusan  Pres iden  masuk  dalam ta ta  uru tan  perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  hal  yang  pa l i ng  mendasar  dar i  

kond is i  d imasa  la l u  ada lah  penegakan  Hak  Asas i  

Manusia  dan  pemberan tasan  korups i ,  yang  harus  

dipe rba i k i  mela lu i  Undang- Undang 

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  t i dak  hanya  Undang- Undang  in i  

sa ja  yang  pent i ng  untuk  memperba ik i  masa  la l u ,  

pera tu ran  perundangan  la i nnya  atau  yang  lama  juga  

tu j uannya  untuk  

memperba ik i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  ya,  da lam  konteks  keadaan  yang  

nyata  belum  semua pera tu ran  perundang- undangan  mampu 

menjawab  semua  persoa lan  d imasa  

la l u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  kewaj i ban  pemer in tah  untuk  

menegakan  kete r t i b an  umum, oleh  karenanya  bag ian  dar i  

proses  masa  la l u  ba ik  i t u  pe langgaran  Hak  Asas i  

Manusia  dan  la i nnya  harus  d ise lesa i kan  dalam konteks  
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hukum,  d imana  ada  kewaj i ban  dar i  pemer in tah  untuk  

melakukan  penegakan  Hak  Asas i  Manus ia  sebaga imana  

yang  te l ah  di j an j i k an  dalam  UUD 

1945; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  Undang- Undang  No.  10  Tahun  2004  

dalam  hi ra r k i  pera tu ran  perundang- undangan,  da lam 

konteks  besch ik i ng  bahwa  Keputusan  Pres iden  harus  

mengacu  pada  s is t em  pembuatan  pera tu ran  perundang-

undangan  ha l  in i  dapat  d i l i h a t  da lam pasa l  56 Undang-

Undang 

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  ya,  Pres iden  masih  berwenang  

mengeluarkan  Keputusan  

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  da lam  konteks  ada  yang  namanya  

pro legnas  dimana  ha l  te rsebu t  d ia  menjad i  ke ing inan  

masyaraka t  ket i ka  hal  te rsebu t  menjad i  pemahaman 

masyaraka t  dan  ket i ka  ada  yang  t i dak  puas  maka harus  

ada  mekanisme  konsu l t a s i  

pub l i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  kead i l an  untuk  publ i k  yang  

berkedau la tan  rakya t ,  makanya  Pres iden  dip i l i h  

langsung ,  DPR dip i l i h  langsung  i t u l ah  kead i l an  dalam 

keh idupan  

bernegara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  t i dak  ada  kewenangan  yang  t i dak  

memi l i k i  kekuatan  secara  penuh,  da lam  konteks  

keta tanegaraan  kewenangan  Pres iden  dalam  hak  

preroga t i v e  diba tas i ,  maka  kewenangan  untuk  

mengeluarkan  suatu  Keputusan  Pres iden  t i dak  dapat  

d i l akukan  seenaknya  sa ja  ada 

atu rannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  Pres iden  berwenang  mengangkat  

seorang  anggota  TNI  sepan jang  t i dak  menyalah i  atu ran  

hukum dan  memperhat i kan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  bahwa  t i dak  ada  satu  orangpun  

yang  bisa  d iha lang i  untuk  menduduk i  suatu   jaba tan  

te r t en t u ,  namun  kemudian  harus  ada  kewaj i ban  

seseorang  pengambi l  keb i j a kan  yang  harus  menunjuk  

untuk  members ihkan  atau  memperba ik i  atau  menje laskan  

kepada  pub l i k  bahwa  orang  te rsebu t  t i dak  te rsangku t  

kepada  suatu  permasa lahan .  Kemudian  apab i l a  te rnya ta  

belum  ada  kepast i an  hukum maka  ada  2  (dua)  proses  

dalam  melakukan  penye lesa iannya  ya i t u  dengan  cara  

mel iha t  dokumen- dokumen  hukum  yang  ada  dan 

merehab i l i t a s i  d i r i n ya  send i r i  dengan  memproses  

dokumen  hukum  yang  ada  ka i t annya  dengan  suatu  

permasa lahan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  seharusnya  Pres iden  dapat  menunda  

untuk  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  te rsebu t  dan  
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memperhat i kan  apakah  seseorang  yang  diangka t  te rsebu t  

bersa lah  atau  t i dak /menunggu  pul i h  nama  baik  orang  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  melakukan  i j t i h ad  hukum,  ya i t u  

pera tu ran  perundang- undangan  dan  dokt r i n  hukum ser ta  

pendapat  para  ah l i  hukum  yang  menjad i  sumber  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

Bahwa Ahl i  menyatakan  Pres iden  dalam mengeluarkan  suatu  

bentuk - bentuk  pera tu ran  baik  dar i  t i ngka t  yang  

te r t i n gg i  sampai  dengan  yang  te rendah  se la l u  

menggunakan  Konsep  Prudance ,  ya i t u  proses  kehat i -

hat i an  suatu  penguasa  dalam  mengambi l  keb i j akan  

Publ i k  da lam  ha l  mengeluarkan  dokumen 

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  bentuk  kongkr i t  dokumen  Hukum 

ada lah  suatu  dokumen berbentuk  sura t  atau  pernya taan  

yang  fungs inya  karena  adanya  suatu  per in t ah  berdasar  

pada  suatu  atu ran  atau  Hukum,  misa lnya  ada lah  Undang-

Undang  No.  26  tahun  2000  yang  is i nya  ber fungs i  

sebaga i  atu ran  untuk  melakukan  penye l i d i k an  atas  

Pelanggaran  HAM yang  di j ad i kan  sebaga i  acuan  oleh  

Komnas  HAM dalam  memproses  atau  mengetahu i  adanya  

bentuk  pe langgaran  HAM  atau  

t i dak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa  Ahl i  menyatakan  se inga t  saya  Pres iden  dahu lu  

te l ah  memer in tahkan  untuk  secepatnya  membentuk  

Pengad i l an  Ad Hoc untuk  proses  percepa tan  hukum dalam 

hal  penye lesa ian  atas  pelanggaran  HAM Bera t ,  yang  

menuru t  Ahl i  ada lah  sebaga i  sa lah  satu  bentuk  unsur  

bers i hnya  pemer in tah  da lam  membuat  suatu  atu ran -

atu ran  yang  ada; - - - .

Bahwa  Ahl i  menyatakan  apab i l a  Keputusan  Pres iden  

te rsebu t  d i t unda  penerb i t annya  t i dak  melanggar  Hak 

Asas i  Manusia  akan  te tap i  melanggar  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nama :    Rafend i  

Djamin ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat  tangga l  lah i r :    Padang  7  Nopember  

1957; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan :    Di rek tu r  Eksekut i f  Human  Rights  

Work ing  Group 

    (HRWG)  atau  Koal i s i  NGO HAM 

Indones ia  untuk

    Advokas i  

In te rnas i ona l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agama :  

Is l am; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Alamat                            :    Ja lan   Balan  No.  3  

RT/RW. 004/006   Kelu rahan

     Pondok   Labu,   Kecamatan    Ci landak ,  

Jakar ta  
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Sela tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa  Ahl i  menerangkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  t i dak  kena l  dengan  Para  

Penggugat ,  kena l  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

te tap i  t i dak  ada hubungan  ke lua rga ; -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  penegakan  Hak  Asas i  Manusia  

disa tu  Negara  merupakan  modal  yang  pal i ng  besar  untuk  

mempunyai  pengaruh  dalam  prak tek - prak tek  Hak  Asas i  

manusia  ada  t i ga  bidang  per tama  dalam urusan  standar  

norma,  dimana  da lam  semua reso lus i  sebaga i  sof t  law  

dan  yang  kedua  berka i t an  dengan  pemantauan  Hak Asas i  

Manusia  d ise lu r uh  dun ia ,  ser ta  yang  ket i ga  baga imana  

Negara  te rsebu t  melakukan  upaya  penegakannya ,  k ip rah  

Negara  dalam penegakan  Hak Asas i  Manus ia  ba ik  d ida lam  

maupun  di l ua r  jad i  i t u l ah  tu j uan  Hak  Asas i  

Manusia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ra t i v i k a s i  yang  disebu t  sebaga i  

pokok- pokok  kenvens i  Hak  Asas i  Manusia  dun ia ,  yang  

per tama  ada lah  penghapusan  peny iksaan ,  Undang- Undang  

No.  26  Tahun  2000  banyak  mengadops i  pasa l - pasa l  dar i  

apa  yang  disebu t  konvens i  yang  baru  ya i t u  sta tu te  

roma,  persoa lannya  konvens i  in i  se la l u  menjad i  

persoa lan  pada  t i ngka t  nas iona l  o leh  sebab  i t u  semua 
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perubahan- perubahan  yang  te r j ad i  pada  t i ngka t  

b i rok ras i ,  pada  t i ngka t  keamanan,  dimana  ada  TNI  atau  

Pol i s i  dan  apara t  keamanan  te rmasuk  s is t em  perad i l an  

i t u  membutuhkan  sebuah  proses  t rans i s i ona l  te rmasuk  

merat i f i k a s i  konvens i  Hak Asas i  Manusia  In te rnas iona l  

se lama  per iode  t rans i s i ona l  te rhadap  berbaga i  macam 

konvens i  yang  ada,  maka  sudah  menjad i  kewaj i ban  apa  

yang  disebu t  sebaga i  human  r i gh t s  ob l i ga t i o n .  

Kewaj iban  Hak  Asas i  Manusia  in te rnas i ona l  te rsebu t  

untuk  melaksanakan  sebaga i  hal - ha l  yang  te rmasuk  

dalam  pasa l - pasa l  da lam  konvens i  te r sebu t  anta ra l a i n  

pengangkatan  pejaba t  

pub l i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  Indones ia  sebaga i  sebuah  Negara  

yang  secara  fak ta  sete lah  tahu  ada  beberapa  rumusan  

dar i  sebuah  pemer in tahan  baru  yang  mengacu  dan  mau 

menjad i  bag ian  dar i  konvens i  Hak  Asas i  Manusia  

In te rnas i ona l ,  da lam  hal  in i  ten tu  ada  persoa lan  

dalam  hal  perba i kan  se lu ruh  re fo rmas i  TNI  dan  pol r i  

te rmasuk  dida lamnya  ya i t u  apa  yang  disebu t  sebaga i  

re fo rmas i  da lam  s is t em  perad i l an  yang  se lama  in i  

berada  d ibawah  pemer in tahan  mi l i t e r  dan  rez im  mi l i t e r  

juga  penegakan  hukum  dan  HAM dan  juga  per tahanan  

ten ta ra  ser ta  ke jaksaan ,  Tap MPR No.  VI  dan  VI I  pada  

menter j emahkan  bahwa  pemisahan  anta ra  TNI  dan  Pol r i  

kemudian  yang  melah i r kan  keten tuan  perundang- undangan  

yang  mengatur  kepo l i s i a n  yang  mengatu r  bahwa 
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kepo l i s i a n  yang  mengatur  TNI  yang  dimaksudkan  untuk  

mendapatkan  kont ro l  demokra t i k  in i l a h  yang  seharusnya  

dibangun  mengalami  t rans i s i  yang  dinamakan  re fo rmas i  

sek to r  keamanan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  sebuah  proses  dalam  konteks  

Indones ia  sesua i  dengan  Tap  MPR  kemudian  baga imana  

menentukan  pr io r i t a s  lembaga- lambaga  mana yang  harus  

mela lu i  proses  vet t i n g  te rsebu t  berka i t an  dengan  

mi l i t e r ,  ke jaksaan ,  po l i s i  ser ta  badan- badan  la i n  

yang  berka i t an  dengan  persoa lan  penegakan  hukum i t u  

ada lah  pr io r i t a s ,  kemudian  juga  pent i ng  di l akukan  

konsu l t as i  pub l i k  seh ingga  proses  vet t i n g  i t u  t i dak  

bisa  di ten tukan  oleh  satu  p ihak  karena  menyangkut  

t rush  atau  kepercayaan  dar i  sebuah  masyaraka t  yang  

kemudian  berkembang  te rhadap  sebuah  ins t i t u s i  

te rhadap  sebuah  lembaga  Negara  dan  mempunyai  tanggung  

jawab  untuk  menegakan  HAM  dan  mel indung i  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  ya,  je l as  misa lnya  untuk  

menentukan  s iapa  yang  menduduk i  sebuah  jaba tan  pub l i k  

maka  harus  ada  f rame  atau  sebuah  kerangka  yang  

menjad i  panduan  dalam kapas i t as  dan  in teg r i t a s  da lam 

masalah  HAM dan korups i  yang  di l akukan  pada  masa la l u  

in i l a h  yang  kemudian  menjad i  bag ian  dar i  proses  

vet t i ng  ak iba tnya  d i t emukan  masalah  hukum  dan  

imp l i kas i  yang  kuat ,  dengan  bukt i - bukt i  hukum adanya  

pelanggaran  HAM  yang  bera t ,  maka  pelaku  yang  

mempunyai  ind i kas i  pe langgaran  HAM bera t  untuk  t i dak  
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boleh  duduk  di  da lam  pos is i  dan  ins t i t u s i  jaba tan  

pub l i k ,  karena  in i  berka i t an  dengan  hal  yang  pal i ng  

pr ins i p i l  ya i t u  pe langgaran- pelanggaran  dan  ke jaha tan  

te rhadap  kemanus iaan  dalam  konteks  Indones ia  

sebenarnya  k i ta  sudah  mengenal  dua  ke jaha tan  genos ida  

dan  ke jaha tan  te rhadap  kemanus iaan  walaupun  k i t a  

sudah  merat i f i k a s i  konvens i  ant i  peny iksaan  dan  

se lan ju t nya  peny iksaan  sebaga i  ke jaha tan  sebaga i  

musuh  HAM  atau  host i s  humanis  

gener i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  pada  t i ngka t  Dewan  HAM PBB 

Indones ia  be lum  maksimal ,  ket i ka  Indones ia  pada  saat  

zaman  oto r i t a r i a n  i t u  mengalami  penguc i l an ,  secara  

per l ahan  bangk i t  untuk  membukt i kan  Indones ia  sebaga i  

Negara  mis i  dun ia  dengan  pr ins i p  HAM dan  demokras i ,  

tap i  yang  menjad i  per tanyaan  Indones ia  sekarang  masih  

be lum  bisa  melakukan  proses  akuntab i l i t a s  te rhadap  

ke jaha tan  bera t  d i  Indones ia  maupun  d i  wi layah  Timor  

Leste  maka sebuah  komis i  t i ngka t  PBB te l ah  melakukan  

eva luas i  yang  benar  ten tang  perad i l an  te rsebu t  dan  

menemukan  persoa lan  bahwa perad i l an  in i  t i dak  ser i us  

dida lam  kemampuan dan  member ikan  penghukuman te rhadap  

ke jaha tan - ke jaha tan  te rhadap  

kemanus iaan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  kerug ian - kerug ian  yang  pal i ng  

nyata  dalam  akses  pendanaan,  contohnya  ket i ka  
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per tahanan  in i  membuka  ker j asama  dengan  Negara  X 

masalahnya  baga imana  Negara  k i t a  ber tanggung  jawab  

dalam  masalah  HAM baga imana  melakukan  dida lam  proses  

re fo rmas i  sek to r  keamanan  untuk  menjamin  dan  

memast i kan  bahwa  ke jaha tan  in i  t i dak  akan  te ru l ang  

lag i ,  i t u l ah  yang  menjad i  fak to r  besar  dan  sebuah  

kerug ian - kerug ian  dalam  akses  bantuan  ker j asama  

mi l i t e r ; - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  Pres iden  b isa  menggunakan  

wewenang 

preroga t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ya  proses  vet t i n g  sangat  pent i ng  

dalam  penegakan  Hak  Asas i  

Manusia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -  

Bahwa Ahl i  menyatakan  dalam konvens i  ant i peny i ksaan  ada  

pasa l - pasa l  ten tang  pembentukan  apakah  Indones ia  i t u  

mengaku i  pr ins i p - pr ins i p  konvens i  ant i  peny iksaan  

untuk  pengad i l an  HAM harus  mengaku i  pr i s i p i l i t y  dar i  

ant i  peny iksaan  untuk  melaporkan  ke  pusat ,  ada  empat  

rekomendas i  dar i  has i l  pembahasan  per jan j i a n  konvens i  

ant i  peny iksaan  pemer in tah  yang  te l ah  did i a l ogkan  

dengan  masyaraka t  s ip i l  dan  la i n  sebaga inya ,  per lu  

dipaparkan  maka pemer in tahan  hendak lah  mela lu i  sebuah  

proses  yang  menjad i  bag ian  dar i  apa  yang  disebu t  

sebaga i  tanggung jawab  HAM  In te rnas i ona l  memang 

semuanya  te rgan tung  pada  persoa lan - persoa lan  pol i t i k  
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dan  hukum  baga imana  menyelesa i kan  persoa lan  dimasa  

la l u  untuk  memperba ik i  kapas i t as  pemer in tah  Indones ia  

bag i  penegakan  hukum  dalam  kontek  penghormatan  

te rhadap  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ya  tepa t  seka l i  vet t i ng  merupakan  

suatu  kewaj i ban  yang  te r t unda  se lama  12  (dua  belas )  

tahun  re fo rmas i  be lum  pernah  

di l aksanakan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  per tama,  hak  untuk  mengetahu i  

kebenaran ,  kedua  hak  untuk  mendapatkan  kead i l an  dan  

hak  untuk  mendapatkan  rehab i l i t a s i  yang  berka i t an  

dengan kerug ian  mater i i l  dan immater i a l ; - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  hak  dibe r i k an  oleh  Negara  mela lu i  

putusan  pengad i l an  yang  berka i t an  dengan  hak- hak  

korban ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ada  teo r i  yang  menyatakan  delay  

jus t i c e  atau  menunda  kead i l an  ada lah  sebuah  kerug ian  

baik  secara  mater i i l  maupu  secara  psycho log i s ,  ha l  

i t u  merupakan  sebuah  penundaan  apa lag i  yang  berka i t an  

dengan  remedy  atau  pengembal i an  pada  kond is i  semula  

baik  i t u  secara  mater i l  atau  apalag i  berka i t an  dengan  

proses  hukum walaupun  i t u  te r j ad i  sebuah  proses  yang  

lamban; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  Undang- Undang  No.  26  Tahun  2000  

merupakan  war i san  dar i  Undang- Undang  Pengad i l an  
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In te rnas i ona l ,  jad i  yang  berka i t an  dengan  

tanggung jawab  komando  dimanapun  seseorang  yang  

mempunyai  pengaruh  komando  kepada  bawahannya  dan  dia  

membiarkan  te r j ad i n ya  operas i - operas i  pe langgaran  HAM 

tanpa  adanya  penye lesa ian  untuk  membukt i kannya ,  maka 

dia  mempunyai  tanggung jawab  ind i v i dua l  walaupun  dia  

send i r i  t i dak  iku t  melakukan  ha l  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  bahwa  d ia  menjad i  tanggung jawab  

Negara  untuk  melakukan  proses  penye l i d i k an  sampai  

dengan  penuntu tan  te rhadap  satu  pe langgaran ,  k i t a  

harus  membedakan  pelanggaran  HAM dan  pelanggaran  HAM 

bera t  yang  elemennya  mula i  dar i  peny iksaan ,  

pengh i l angan  orang  secara  paksa  dan  la i n - la i n ,  

apab i l a  semua  unsur  in i  sudah  te rpenuh i  secara  

s is t emat i s  sebaga i  ke jaha tan  HAM maka hukumnya  waj ib  

untuk  di tun tu t  o leh  penye lenggara  Negara  ya i t u  

ke jaksaan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  tanggung jawab  harus  dibedakan ,  

tanggung jawab  komando  ind i v i dua l  komandan,  sementara  

yang  dihukum  ada lah  pelaku  operas i  yang  juga  harus  

mein ta  per tanggung jawaban  ind i v i dua l  ket i ka  dia  

melakukan  ke jaha tan -

ka jaha tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  menyatakan  ya  kewaj i ban  hukum masih  meleka t  

pada  s i  
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komandan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa Ahl i  menyatakan  t i dak  per lu  harus  menunggu  ada  

putusan  hak im  yang  menyatakan  i t u  sah,  dokumen-

dokumen hukum yang  meru juk  pada  kete r l i b a t an  tanggung  

jawab  dar i  pasukan  sudah  merupakan  dokumen  yang  sah  

untuk  melakukan  vet t i ng ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa Ahl i  menyatakan  ya  sangat  je l as ,  makanya  ada ahl i  

hukum dar i  pe laksanaan  vet t i n g  untuk  meni la i  dokumen 

hukum yang  ada  yang  mempunyai  kekuatan  hukum dalam 

ar t i  d i j a l ankan  oleh  proses  hukum dalam  perundang-

undangan  yang  ber laku  t i dak  layak  untuk  menduduk i  

jaba tan  pub l i k ,  apa lag i  jaba tan  pent i ng  dalam sebuah  

ins t i t u s i  yang  jus t r u  menjad i  bagian  dar i  re fo rmas i  

sek to r  keamanan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  masukan/kebera tan  merupakan  

bag ian  dar i  proses  yang  disebu t  konsumsi  pub l i k  

apakah  te r j ad i  kerug ian  pada  korban ,  apakah  sesua i  

dengan  pr ins i p - pr ins i p  HAM dan  hak- hak  te rsebu t  

berdasarkan  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  ha l  i t u  dibenarkan  karena  

berka i t an  dengan  kontek  persoa lan  un ive rsa l i t a s  HAM 

dibanyak  Negara- negara  yang  sudah  member ikan  

kewenangan  atas  ke jaha tan  kemanus iaan  merupakan  

ke jaha tan  te rhadap  hukum  in te r nas i ona l  untuk  

mempunyai  wewenang  i t u  send i r i  seper t i  ke jaha tan  
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te rhadap  kemanus iaan ,  ke jaha tan  perang ,  genos ida  dan  

ke jaha tan  aggressor  sudah  sangat  je l as  Negara  

te rsebu t  menolak  kedatangan  seseorang  yang  diduga  

melakukan  ke jaha tan  te rsebu t ,  bahkan  Negara  te rsebu t  

dapat  melakukan  penangkapan  dan  

penuntu tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  mengenai  ker j asama  mi l i t e r  

Indones ia  mengatakan  bahwa  harus  ada  fak to r - fak to r  

yang  dipe r t imbangkan ,  begi t u  juga  dengan  ind i v i du -

ind i v i d u  sebaga i  pe laku  dar i  ke jaha tan ,  d ia  akan  

menghadap i  kesu l i t a n  untuk  mengiku t i  t ra i n i ng  apapun  

ket i ka  akuntab i l i t a s  t i dak  

di l akukan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  je l as  tahu  beda  pengad i l an  HAM 

dan  Pengad i l an  mi l i t e r ,  karena  pengad i l an  mi l i t e r  

memuat  pe langgaran  dengan  kemi l i t e r an  t i dak  mengenai  

ke jaha tan  te rhadap  kemanus iaan ,  jad i  pengad i l an  

mi l i t e r  t i dak  kred ibe l  karena  t i dak  sesua i  dengan  

pr ins i p  

HAM;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  ancaman  yang  mungk in  te r j ad i  

ya i t u  ke jaha tan  serupa  akan  beru lang  kembal i ,  j i ka  

ke jaha tan  serupa  te ru l ang  kembal i  maka  demokras i  

menjad i  

te rancam; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  Ahl i  menyatakan  ke jaha tan  te rhadap  kemanus iaan  

harus  diad i l i  d i  Pengad i l an  HAM,  ket i ka  belum  ada  

akuntab i l i t a s  maka  harus  ada  per tanggung jawaban  

komando  mela lu i  mekanisme  pengad i l an  HAM  bukan  

pengad i l an  

mi l i t e r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  je l as  sangat  d imungk inkan  

seseorang  yang  memenuhi  syara t  te l ah  melakukan  

pelanggaran  HAM  dalam  kontek  per tanggung jawaban  

komando dapat  d i l akukan  penghukuman; - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Ahl i  menyatakan  dua  hal ,  yang  per tama,  da lam 

ke jad ian  kasus  t raged i  penembakan  d i  Tr i  Sakt i  para  

pelaku  penembakan  te rsebu t  sudah  di  ad i l i  dan  

di j a t uh i  

hukuman; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  Ahl i  menyatakan  dalam  kasus  Tim  Mawar  Kopasus  

atas  ke jad ian  mengenai  pencu l i k an  para  Pol i t i s i  sudah  

diad i l i  dan  di j a t uh i  hukuman  mela lu i  Mahkamah 

Mi l i t e r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat ,  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  Kes impu lan  masing-

masing  pada  pes idangan  tangga l  23  Agustus  2010,  yang  is i  

cukup  di t un j uk  dalam  Ber i t a  Acara  pers i dangan  yang  

bersangku tan ,  dan  merupakan  satu  kesatuan  dengan  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  Para  Penggugat ,  Terguga t  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  menyatakan  t i dak  akan  

mengajukan  apa- apa  lag i  dan  mohon 

putusan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  se lan ju tn ya  sete lah  memperhat i kan  

sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  se lama pers i dangan  perkara  in i  

ber langsung  sebaga imana  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Pers idangan  yang  bersangku tan  

ada lah  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dalam  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  ura ian  

dia tas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  pada  

pokoknya  memohon  untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

objek  sengke ta  berupa  Sura t  Keputusan  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  Nomor  3/P  Tahun  2010  te r t angga l  6  Januar i  2010  

khususnya  te rhadap  pengangkatan  Letnan  Jendera l  TNI  

Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA sebaga i  Waki l  Menter i  Per tahanan  

(buk t i  P- 1 = T- 1) ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  
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te rsebu t ,  Terguga t  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

mengajukan  ekseps i  sebaga imana  te rmuat  da lam  jawabannya ,  

masing- masing  te r t angga l  19  Mei  2010  dan  te r t angga l  28  

Jun i  2010 yang  pada pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

Ekseps i  Tergugat

Penggugat  t i dak  berkapas i t a s / be r kepen t i ngan  sebaga i  

Penggugat  sebaga imana  maksud  keten tuan  pasa l  53 ayat  

1 Undang- Undang Nomor  9 Tahun  2004  Tentang  Perubahan  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Para  Penggugat  kabur / obscuur  

l i be l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i

Bahwa  Para  Penggugat  t i dak  mempunya i  kedudukan  hukum 

dan  kepent i ngan  sebaga i  Penggugat  mengacu  pasa l  53 

ayat  1  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  

Bahwa gugatan  Para  Penggugat  prematu r  karena  Tergugat  

I I  In te r vens i  t i dak  pernah  d inya takan  bersa lah  

berdasarkan  putusan  pengad i l an ; - - - - -

Bahwa  gugatan  Para  Penggugat  kabur / obscuur  l i be l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  ekseps i  d imaksud,  Para  

Penggugat  pada  pokoknya  te l ah  membantah  sebaga imana  da lam 

rep l i k nya  te r t angga l  1  Jun i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  ura ian  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim 

akan  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keten tuan  pasa l  53  ayat  1  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

“o rang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  

kepada  pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  

tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  

dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  

dan/a tau  

di rehab i l i t a s i ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  jawab  menjawab  dipe rs i dangan ,  

pada  pokoknya  Para  Penggugat  merasa  te rkena /kebera tan  

ak iba t  d i te rb i t k annya  objek  sengketa  a  quo,  oleh  karena  

menuru t  Para  Penggugat  Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  

Sjamsoedd in ,  MBA harus  ber tanggung  jawab  te rhadap  korban  

per i s t i wa  pe langgaran  Hak  Asas i  Manus ia  pada  kasus  

pencu l i k an  dan  pengh i l angan  paksa  1997- 1998,  13- 15  Mei  

1998,  Tr i sak t i  1998,  d imana  pada  saat  i t u  Letnan  Jendera l  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA (Terguga t  I I  In te r vens i )  
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se laku  Pangl ima  Komando Daerah  Mi l i t e r  V Jaya  (PANGDAM V)  

seka l i gus  Pangl ima  Komando Operas i  (PANGKOOPS) Mantap  Jaya  

I I I  da lam  menjaga  keamanan  di  wi layah  DKI  

Jakar ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  dia tas  dapat  

d is impu l kan  bahwa Para  Penggugat  ada lah  pihak  ket i ga  yang  

merasa  te rkena  kepent i ngannya  secara  t i dak  langsung  oleh  

ke lua rnya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

sebenarnya  dia l amatkan  kepada  orang  la i n  (Terguga t  I I  

In te r vens i ) ,  d imana  Para  Penggugat  kebera tan  diangka tnya  

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA sebaga i  Waki l  

Menter i  Per tahanan  karena  te r l i b a t  per i s t i wa  sebaga imana  

te lah  diu ra i kan  

te rdahu lu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa orang  pr ibad i  yang  merasa  di rug i kan  

hak- hak  dan  kepent i ngannya  sebaga i  ak iba t  dar i  perbua tan  

orang  la i n  atau  di te rb i t k annya  objek  sengke ta ,  memang 

dapat  mengajukan  gugatan ,  namun  sebaga i  Penggugat /Pa ra  

Penggugat  harus  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat ,  yang  

dapat  membukt i kan  hubungan  sebab  ak iba t  d imana  da lam  hal  

in i  seseorang  yang  diun tungkan  oleh  te rb i t n ya  objek  

sengketa  a  quo,  memang bersa lah  seh ingga  Tergugat  te lah  

ke l i r u  da lam menerb i t kan  objek  sengketa  in  l i t i s ; - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  apakah  Letnan  Jendera l  

TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA te l ah  d ibuk t i k an  secara  hukum 

kesa lahannya  da lam  ka i t annya  dengan  per i s t i wa  
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dimaksud  ?; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i - bukt i  yang  

dia j ukan  para  pihak  te rnya ta  secara  yur i d i s  fo rma l  t i dak  

satupun  yang  dapat  menunjukkan  adanya  kesa lahan  dar i  

Letnan  Jendera l  TNI  Sja f r i e  Sjamsoedd in ,  MBA te rhadap  

per i s t i wa - per i s t i wa  yang  dinya takan  oleh  Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Para  Penggugat  

mendasarkan  gugatannya  pada  adanya  kesa lahan  dar i  Tergugat  

I I  In te r vens i  dan  te rnya ta  t i dak  te rbuk t i  atau  set i daknya  

belum  dapat  d ibuk t i k an  adanya  berdasarkan  putusan  

pengad i l an ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  gugatan  Para  

Penggugat  te rhadap  te rb i t n ya  objek  sengketa  in  l i t i s  t i dak  

berdasar  karena  t i dak  mempunyai  kore las i  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  dalam  ha l  in i  ten tu  

hanya  berdasarkan  bukt i  fo rma l  (pu tusan  pengad i l an  yang  

berwenang) ,  karena  Maje l i s  Hakim  pada  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  t i dak  berwenang  untuk  menguj i  secara  mater i i l  

ten tang  kesa lahan  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam pelaksanaan  

jaba tan  anta ra  la i n  sebaga i  Pangdam  V  sebaga imana  

dida l i l k a n  

dimaksud; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  gugatan  Para  Penggugat  
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t i dak  berdasar ,  t i dak  mempunyai  kore las i  hukum,  maka ten tu  

sa ja  Para  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  mengajukan  

gugatan  sebaga imana  maksud  keten tuan  pasa l  53  ayat  1 

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  seh ingga  ekseps i  

Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  masing- masing  pada  

poin t  1  (sa tu )  harus  dinya takan  

di t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  ekseps i  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  masing- masing  pada  poin t  1  (sa tu )  

d inya takan  di te r ima ,  maka ekseps i  Tergugat  dan Tergugat  I I  

In te r vens i  la i nnya  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  

lag i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .Da l am  pokok  sengke ta  

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  

te rdahu lu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  ekseps i  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  ten tang  kepent i ngan  Para  Penggugat  

di t e r ima ,  maka  mater i  pokok  sengketa  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i  dan  gugatan  Para  Penggugat  harus  

dinya takan  t i dak  

di t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Para  Penggugat  ada lah  
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pihak  yang  ka lah  dalam  sengketa  in i ,  maka  kepadanya  

dihukum  membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  akan  

di t en tukan  dalam  dik tum  

putusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sete lah  

dipe r t imbangkan ,  maka  dika j i  yang  re levan  sa ja  dengan  

sengketa  in  l i t i s ,  se leb ihnya  

dikesampingkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004,  kemudian  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  ser ta  keten tuan  hukum  la i n  yang  

berka i t an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

Dalam Ekseps i

Menyatakan  ekseps i  Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  

ten tang  kepent i ngan  Para  Penggugat  

di te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Dalam Pokok  Sengketa

Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

di te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp.  208.000 , -  (dua  ra tus  de lapan  r ibu  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim pada har i  Rabu tangga l  1 September  2010 o leh  

kami  GURUH JAYA SAPUTRA,  SH sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  

HERMAN BAEHA,  SH. ,  MH    dan ANDRI MOSEPA, SH. ,  MH masing-

masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  in i  d iucapkan  dalam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Senin  

tangga l  6  September  2010  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  

dengan  diban tu  oleh  YULIANTI ,  SH  sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   Jakar ta ,  

ser ta  dihad i r i   o leh   Kuasa  Para  Penggugat ,   Kuasa  

Tergugat  

dan  Kuasa  Tergugat  I I  

In te r vens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

HAKIM- HAKIM  ANGGOTA 

HAKIM KETUA MAJELIS,

                 t  t  d 

t  t  d

HERMAN  BAEHA,  SH. ,  MH 

GURUH JAYA SAPUTRA, SH

                 t  t  d

ANDRI  MOSEPA, SH. ,  MH

PANITERA PENGGANTI
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t  t  d

YULIANTI ,  SH

Rinc ian  Biaya  :
Pendaf ta ran  :  Rp.     30.000 , -
ATK :  Rp.     50.000 , -
Panggi l an :  Rp.   100.000 , -
Metera i  Putusan  Sela :  Rp.       6.000 , -
Redaks i  Putusan  Sela :  Rp.       5.000 , -
Leges  Putusan  Sela :  Rp.       3.000 , -
Metera i :  Rp.       5.000 , -
Redaks i  :  Rp.       6.000 , -
Leges :  Rp.       3.000 , -
                          Rp.   208.000 , -

                     (Dua  ra tus  de lapan  r i bu  rup iah )
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